SALINAN

BUPATI DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2011 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di
Kabupaten Donggala dengan memanfaatkan ruang
wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi,
selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan  kesejahteraan ~ masyarakat  dan
pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang
wilayah;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan
pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat
maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan
lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 26 ayat
(7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
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Mengingat

Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala yang mengatur tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Donggala perlu ditinjau
kembali karena tidak sesuai lagi dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan di
bidang Penataan Ruang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 —
2031;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 19435;
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043));

. Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1990 tentang

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
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10.

11.

12.

13.

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 69);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247):
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
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14.

15.

16.

12

18.

19,

20.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahuh 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849):
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik



21.

22,

23.

24.

23,

26.

21.

28.

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4966);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan



29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5068):

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1999 tentang
Pemindahan Ibu Kota Daerah Kabupaten Donggala
dari Wilayah Kota Palu ke Wilayah Kota Donggala
Kecamatan Banawa  Kabupaten Donggala
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 3869);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22,



36.

Fl

38.

39.

40.

41.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan
dan Penggunaan Kawasan Hutan. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4814):

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan ~ (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi



42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan  Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5112);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman
Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160):
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Kawasan Lindung;

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala
Tahun 2006 Nomor 10 Seri E Nomor 7);



49.

50.

51

52.

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49
Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49);
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2010 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun
2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

Menetapkan

DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011 -2031.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Donggala.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut
Bupati.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut
BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk
mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang di Kabupaten Donggala dan mempunyai
fungsi membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di
daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut
RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
yang mengatur rencana struktur dan pola tata ruang wilayah
Kabupaten

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan
ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatvan
wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

Tata ruang meliputi wujud struktur ruang dan pola ruang.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki
hubungan fungsional.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budidaya.
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11.

12

3

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan
ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang
dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan
dan program beserta pembiayaannya.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan
tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan
sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi
pengembangan.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat
khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan
sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan
banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Kawasan Lindung Setempat adalah kawasan yang memberi
perlindungan kepada tempatnya sendiri.

Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah sistem
pengelolaan hutan dalam pengelolaan hutan negara yang dilakukan
oleh masyarakat setempat.
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24.

23,

26.

2.

28.

29.

30.

31,

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan
tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok
masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi
dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian
sumber daya hutan.

Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan
tinggi untuk meresapkan air hujan, schingga merupakan tempat
pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu
wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu
kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi
menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya
dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri sungai, yang
mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian
fungsi sungai.

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang
darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan
di sekitarnya.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
psikologis.

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang memiliki
kondisi atau karakteristik geologis, hidrologis klimatologis, geografis.
sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah
untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,
meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk
menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana
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32

35.

34.

35.

36.

37.

38.

39,

40.

Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di
darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
fungsi kawasan pelestarian/pelindungan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai
wilayah sistem penyangga kehidupan.

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian
dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara
nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara,ckonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk
wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup provinsi terhadap ckonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam
lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau
lingkungan.

Kawasan Pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjukan dan
atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti
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41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

karakter fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan
keberadaannya.

Moda adalah sarana yang digunakan untuk memindahkan manusia
atau barang dari suatu tempat ke tempat lain.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang  kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau
barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempal perpindahan
intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.

Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu system kepelabuhanan
yang memuat peran, fungsi, jenis, hierarki pelabuhan, Rencana Induk
Pelabuhan Nasional, dan Jokasi pelabuhan serta keterpaduan intra-dan
antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi
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48.

49,

50.

51.

52.

53,

54.

55.

pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal
tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan
dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan
tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat
menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat
barang.

Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luvar Daerah
Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan
yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani
kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di
dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan
Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk
melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
Kawasan Alur Pelayaran adalah wilayah perairan yang dialokasikan
untuk alur pelayaran bagi kapal.

Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam
melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan
ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau
pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara
mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat
barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan
penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi
utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan
pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih
aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup,
serta pertahanan dan keamanan.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifai kebendaan berupa
Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar
Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat
dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki
nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama,
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam
rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara
yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan
umum, cksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang.

Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP
adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wilayah Pertarnbangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah
yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat
dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian
dari rencana tata ruang nasional.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL. adalah kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.

Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah
kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk menjadi PKL.
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

2.

- Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah

kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
Kecamatan atau beberapa desa.

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah
pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar
desa.

atas permukaan air, kecualj jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabe].
Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling

hubungan hierarkis,

Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area
memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara
nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan,

Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan
laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
Ekosistemnya.

Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya
hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan Jjasa-jasa
lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang,
padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan
meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan,
dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar
laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan
perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah
Pesisir,
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73.

74.

75,

76.

71.

78.

9.

80.

81.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya
perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan,
ketersediaan, dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai
dan keanekaragamannya.

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah
kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang
dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil secara berkelanjutan.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi  kelangsungan perikehidupan dan  kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lainnya.

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang
masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan
kesatuan wutuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan
hidup.

Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS,
adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif
untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
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82.

83.

84,

85.

86.

Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang,.

Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditujukan
oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan
sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi
berbasis usaha budidaya dan penangkapan ikan yang dikembangkan
secara terintegrasi oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk
menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan
ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada
suatu wilayah.

Kawasan Fkowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang
bertanggung jawab dengan memperhatkan, pemahaman, dan
dukungan usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta
peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

BABII

ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Asas danTujuanPenataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

me a0 TR

keterpaduan;

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
keberlanjutan,

keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

keterbukaan;
kebersamaan dan kemitraan;
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g. pelindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan

L

akuntabilitas.

Pasal 3

Penataan Ruang Kabupaten Donggala bertujuan untuk mewujudkan ruang
wilayah Kabupaten Donggala yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan sebagai sentra pertanian, perikanan dan kelautan di Sulawesi
Tengah yang didukung oleh agropolitan, minapolitan dan ekowisata,
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a.

b.

terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan
buatan;

terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang
Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah, meliputi:

a.

penetapan dan pengembangan sistem agropolitan dan minapolitan untuk
peningkatan komoditi pertanian dan perikanan unggulan disertai
pengelolaan hasil dan peningkatan peran dalam agrowisata;

penctapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan secara berhirarki
dan bersinergis antara pusat pengembangan utama di ibukota kabupaten
dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem permukiman
perdesaan berbasis agropolitan dan minapolitan;

. pendistribusian persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan pusat-

pusat pelayanan;

. pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana

lingkungan dalam mendukung pengembangan sentra produksi
pertanian, perikanan, kelautan, industri, ekowisata dan pusat
permukiman secara terpadu dan efisien;

pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk
meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan dan
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ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan
bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip
partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata,
penelitian, dan edukasi;

f. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung pemantapan
sistem agropolitan dan minapolitan serta industri berbasis pertanian,
perikanan dan kelautan serta ekowisata;

g. pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk
fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan
sesuai fungsi utama kawasan; dan

h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 5
(1) Strategi penetapan dan Pengembangan pemantapan sistem agropolitan
dan minapolitan untuk peningkatan komoditi pertanian, perikanan dan
kelautan unggulan disertai pengelolaan hasil dan peningkatan peran

dalam agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,

terdiri atas:

a. mengembangkan kawasan sesuai potensinya yang dihubungkan
dengan pusat kegiatan untuk mendukung agropolitan dan
minapolitan;

b. mengembangkan kawasan agropolitan untuk mendorong
pertumbuhan kawasan perdesaan di Kecamatan Rio Pakava,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Damsol
serta kawasan minapolitan meliputi Kecamatan Balaesang,
Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa Tengah,
Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Sojol dan Kecamatan
Sojol Utara;

¢. memantapkan sentra-sentra produksi pertanian unggulan sebagai
penunjang agribisnis dan agroindustri di Kecamatan Rio Pakava.
Kecamatan Sojol, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Balaesang, dan Kecamatan Damsol;



(2)

(3

“4)

2. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk
pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem;

pengembangan agropolitan dan minapolitan;

i. mengembangkan  industr berbasis agro  pada sentra-sentra
produksi; dan

3. mengembangkan keterkaitan antara industri berbasis agro dengan
pasar regional dan nasiong].

Strategi penetapan dan pengembangan Pusat-pusat pelayanan secara

berhirarki dan bersinergis antara pusat pengembangan utama dj

Ibukota Kabupaten dan perkotaan lainnya serta pengembangan sistem

permukiman  perdesaan berbasis agropolitan  dan minapolitan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

4. menetapkan hierarki simpul-simpul pertumbuhan ekonom;j wilayah
terutama yang berfungs; sebagai pusat agropolitan, minapolitan,
industri dan ekowi sata;

b. memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah; dan

C. memantapkan keterkaitan antar - simpul-simpul wilayah dan
interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai
penyangga (hinterland).

Strategi pendistribusian persebaran pendudyk sesual dengan kebijakan

pusat-pusat pelayanan, sebagaimana dimaksyd dalam Pasal 4 huruf c

terdiri atas:

a. mendistribusikan persebaran  penduduk dengan pengembangan

b. memeratakan persebaran  penduduk dengan perbaikan sarana-
Prasarana dan infrastruktur d kawasan perdesaan atau kawasan
kurang berkembang guna mengurangi urbanisasj.

Strategi pengembangan kelengkapan prasarana wilayah dan prasarana

lingkungan dajam mendukung pengembangan  sentrq produksi



pertanian, perikanan, kelautan, industri, ekowisata dan pusat

permukiman secara terpadu dan efisien sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. mengembangkan sistem transportasi secara intermoda sampai ke
pusat produksi pertanian, industri dan pelayanan pariwisata;

b. meningkatkan jaringan energi dan pelayanan secara interkoneksi
dan pelayanan sampai pelosok;

¢. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk
pemenuhan kebutuhan air baku dan sarana dan prasarana pengairan
kawasan pertanian dan budidaya perikanan;

d. meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan pelayanan komunikasi
serta kemudahan mendapatkannya yang diprioritaskan untuk
mendukung pengembangan pertanian, pariwisata dan industri; dan

e. mengoptimalkan  tingkat  penanganan dan  pemanfaatan
persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih.

(5) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan kawasan lindung
untuk meningkatkan kualitas lingkungan, sumberdaya alam/buatan
dan ekosistemnya, meminimalkan resiko dan mengurangi kerentanan
bencana, mengurangi efek pemanasan global yang berprinsip
partisipasi, menghargai kearifan lokal, serta menunjang pariwisata,

penelitian, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e,

terdiri atas:

a. memantapkan fungsi kawasan hutan lindung melalui peningkatan
kelestarian hutan untuk keseimbangan tata air dan lingkungan
hidup;

b. meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di
bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi
lingkungan;

c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya
konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta penetapan
kawasan lindung spiritual;

d. memantapkan fungsi dan nilai manfaatnya pada kawasan suaka
alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;

e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan
pengawasan terhadap kegiatan perusakan lingkungan, terutama
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pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta
pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung;

f. memantapkan kawasan lindung geologi berupa kawasan rawan

bencana alam geologi disertai dengan pemantapan zonasi di
kawasan dan wilayah sekitarnya serta pemantapan pengelolaan
kawasan secara partisipatif: dan

g-memantapkan kawasan lindung lainnya sebagai penunjang usaha

pelestarian alam,

(6) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung
pemantapan sistem agropolitan dan minapolitan serta industri berbasis
pertanian, perikanan dan kelautan serta ekowisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, terdiri atas:

d.

J.

mengembangkan kawasan hutan produksi guna meningkatkan
produktivitas lahan dengan memperhatikan ~ keseimbangan
lingkungan;

- menetapkan dan mengembangkan kawasan hutan rakyat dalam

mendukung penyediaan hutan oleh rakyat;

mengamankan lahan pertanian berkelanjutan dan menjaga suplai
pangan nasional;

mengembangkan komoditas-komoditas unggulan pertanian dan
perkebunan di setiap wilayah;

meningkatkan produk dan nilai tambah perikanan dan kelautan
baik ikan tangkap dan budidaya melalui sentra pengolahan hasil
perikanan dan kelautan;

mengelola kawasan pertambangan yang sesuai potensinya yang
berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan dengan
memperhatikan kearifan lokal terutama kesejahteraan rakyat;
menata dan mengendalikan kawasan dan lokasi industri;
meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian
budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis
dengan permukiman perdesaan: dan

mengembangkan zona kawasan pesisir dan laut yang potensial di
Kabupaten Donggala.

(7) Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis

24



baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan
kawasan sesuai fungsi utama kawasan, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf g, terdiri atas:

a.

d.

meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan
ekonomi khusus di Kabupaten Donggala sebagai salah satu
kawasan andalan:

. meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan

strategis sosial dan budaya;

meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan
strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi
tinggi secara optimal;

meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan
strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup.

(8) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, terdiri atas:

a.

b.

mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi
khusus pertahanan dan keamanan negara;

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di
sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan
dan keamanan negara;

. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya

tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional untuk
pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang
memisahkan kawasan strategis nasional pertahanan dan keamanan
dengan kawasan budidaya terbangun; dan

turut serta menjaga dan memelihara dan menjaga aset-aset
pertahanan dan keamanan negara.

BAB 111
STRUKTUR RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

a.
b.

sistem perkotaan dan perdesaan;
sistem jaringan prasarana utama wilayah; dan
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c. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

D

2)

3)

4)

5)

6)

dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam lampiran IA, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Kedua
Sistem Perkotaan dan Perdesaan
Pasal 7

Sistem perkotaan Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. PKW;
b. PKL: dan
c. PKLp.

PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Perkotaan
Donggala dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Banawa,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan
Pinembani, dan Kecamatan Rio Pakava;

Kegiatan utama di PKW Donggala dan wilayah pengaruhnya adalah :
pengembangan CBD (Central Bussines Distric), Pengembangan
kegiatan pelayanan umum, Pengembangan kegiatan perdagangan dan
jasa, pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, holtikultura,
serta perkebunan), pengembangan kegiatan perikanan, pengembangan
kegiatan pariwisata, serta sarana dan prasarana penunjangnya,
pengembangan agrowisata dan pengembangan pelabuhan;

PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Tambu di
Kecamatan Balaesang dan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan;
PKL Tambu meliputi beberapa Kecamatan yang berorientasi ke
Perkotaan Tambu di Kecamatan Balaesang, meliputi : Kecamatan
Sirenja, Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Balaesang Tanjung dan
PKL Watatu meliputi beberapa Kecamatan yang berorientasi ke
Perkotaan Watatu di Kecamatan Banawa Selatan, meluputi
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Pinembani dan Kecamatan
Rio Pakava;

Kegiatan utama pada kawasan PKL Tambu dan Watatu diarahkan
pada: pengembangan kegiatan pelayanan serta perdagangan dan jasa
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7

8)

9)

skala Kecamatan, pengembangan pertanian, pengembangan pusat
perikanan laut, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan
agrowisata, pengembangan kegiatan industry;

PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
perkotaan Toaya di Kecamatan Sindue dan perkotaan Sabang di
Kecamatan Damsol;

Kegiatan utama pada kawasan PKLp Toaya dan Sabang, terdiri atas :
pengembangan kegiatan pelayanan serta perdagangan dan jasa yang
berskala ~ Kecamatan, pengembangan  kawasan  pertanian,
pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan perikanan laut,
pengembangan kegiatan industri.

Sistem perdesaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a, terdiri atas :

a. PPK; dan

b. PPL.

10) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, terdiri atas:

a. Ogoamas II di Kecamatan Sojol Utara;

b. Balukang di Kecamatan Sojol;

c. Tompe di Kecamatan Sirenja;

d. Malei di Kecamatan Balaesang Tanjung.
e. Tibo di Kecamatan Sindue Tombusabora;
f. Alindau di Kecamatan Sindue Tobata;
g. Labuan di Kecamatan Labuan;

h. Wani II di Kecamatan Tanantovea;

i. Lalundu di Kecamatan Rio Pakava;

j.  Limboro di Kecamatan Banawa Tengah;
k. Gimpubia di Kecamatan Pinembani

11) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, terdir1 atas:

a. Desa Tonggolobibi di Kecamatan Sojol;

b. Desa Rerang di Kecamatan Damsol;

¢. Desa Rano B di Kecamatan Balaesang Tanjung;
d. Desa Jonooge Kecamatan Sirenja,

e. Desa Saloya di Kecamatam Sindue Tombusabora;
f.Desa Tamarenja di Kecamatan Sindue Tobata; dan
g. Desa Kola — Kola di Kecamatan Banawa Tengah.

12) rencana pengembangan kawasan perdesaan di Daerah adalah :
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a. Pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;

b. Pengembangan peternakan jenis ternak sapi, ternak kambing dan

domba serta ternak babi:

c. Pengembangan agrowisata;

d. Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
di kawasan permukiman seperti jaringan jalan, transportasi, air
bersih, listrik, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana
pendukung lainnya.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama Wilayah
Pasal 8

(1) Sistem jaringan prasarana wilayah di daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas Sistem jaringan prasarana
transportasi;

(2) Sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran 1B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Prasarana Transportasi
Pasal 9

(1) Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1), yaitu terdiri atas:

a. transportasi darat;

b. transportasi laut; dan

C. transportasi udara.
(2) Sistem jaringan prasarana transportasi darat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, yaitu terdiri atas:

a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi :

1. jaringan jalan eksisting dan rencana:
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2. jaringan prasarana lalu lintas; dan
3. jaringan layanan lalu lintas.

b. jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

(3) Jaringan jalan eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
terdiri atas:

a. jaringan jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional
terdiri dari ruas jalan : Jalur Toboli — Kebun Kopi — Nupabomba
— Tawaeli dan Jalur Palu — Donggala — Pasangkayu — Mamuju.

b. jaringan jalan kolektor primer K1 yang merupakan kewenangan
nasional di wilayah Kabupaten Donggala terdiri atas:

1. ruas jalan Watusampu (Taman Ria) di Kota Palu - Ampera
(batas Kabupaten) sepanjang kurang lebih 14,940 km;

2. ruas jalan Ampera (batas Kabupaten) - Surumana (batas
Provinsi Sulawesi Barat) sepanjang kurang lebih 39,226 km; dan

3. ruas jalan Ogotua - Ogoamas — Siboang - Sabang — Tambu —
Tompe — Pantoloan sepanjang kurang lebih 272 km.

c. jaringan jalan kolektor primer K2, kewenangan provinsi yang
berada di Kabupaten Donggala adalah ruas jalan Tambu — batas
Parigi Moutong.

d. jaringan jalan lokal primer yang merupakan kewenangan
kabupaten terdiri atas:

Kabonga Besar — Salubomba sekitar 14 km; Boneoge — Pusat Laut
3 Km; SP Tg. Karang — Boneoge sekitar 4.4 Km; Loli Tasiburi —
Air Terjun sekitar 1,5 km; Loli Indah — Permandian sekitar 1,5 Km;
Ganti — Boneoge sekitar 6 Km; Dusun IV Ganti — Tanjung Karang
sekitar 2,3 km; Ganti Kabuti — Batu Putih sekitar 3 Km; Kabonga
Besar — Tempat Pembuangan Sampah (TPA) sekitar 3 Km; Tosale
— Dusun Kangando sekitar 1,8 Km; Ganti — Dusun Lapaloang
sekitar 2 Km; Loli Pesua — Powelua sekitar 8.5 Km; Limboro —
Pusat Laut sekitar 4,8 Km; Limboro — Bambarimi sekitar 17,8 Km;
Towale — Boneoge sekitar 10,5 Km; Lembasada Bambarimi sekitar
5.6 Km; Powelua — Intake Air Bersih sekitar 3,5 Km; Limkboro
pusat Laut — Dusun Avumpae sekitar 1,1 Km; SP Lembasada —
Tanamea sekitar 2 Km: Bambarimi — Salumpaku sekitar 8,6 Km;
Bambarimi Perkebunan sekitar 3,3 Km; Lalombi — Salumpaku
sekitar 6,7 Km; lalombi I — Salumpaku I sekitar 2,5 Km;Watatu —
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Tanampulu sekitar 8,9 Km; SP. Watatu — Surumana Baru sekitar 2
Km; Watatu Mbuwu sekitar 3.3 Km; Mbuwu — Ongulara sekitar 7
Km; Tanamea — Dusun IV Perkebunan sekitar 2 Km; Ongulara —
Gimpubia sekitar 37 Km; SP. Tanampulu — Lalundu 86.6 Km;
Taipa — Bale sekitar 6,2 Km; Pantoloan Wombo sekitar 4,2 Km;
Kintawale — liku sekitar 2 Km; Wani — Lanta sekitar 5,5 Km; Wani
— Limoyong sekitar 4 Km; Wani II — Wani I sekitar 3 Km; Wani 11
— Labuan Lelea sekitar 3 Km; Wombo — Air Terjun 11 Km; Labuan
— Dalaka sekitar 10,4 Km; Labuan - Pol Airud sekitar 0,4 Km;
Labuan Toposo — Simoo sekitar 2,5 km; Laiba — Dusun Tarabu
sekitar 2,8 Km; Toaya — Taripa sekitar 6,6 Km; Sumari — Amal
sekitar 2,8 km; Sumari — Kumbasa sekitar 3,3 Km; Masaingi —
Amal Saloya sekitar 11 Km; Enu — PKMT sekitar 2,3 Km; Tibo -
Saloya sekitar10,8 Km; SP. Saloya — Tokesale sekitar 1,7 Kmy;
Saloya — Dusun Palayua sekitar 4 Km; Batusuya — Tamarenja
sekitar 9,7 km; Kaliburu — Perkebunan sekitar 3 Km; Tamarenja —
Saloya sekitar 20 Km; Oti — PKMT Sipeso sekitar 4,5 Km; Sikara —
PKMT sekitar 3 Km; SP. Ombo — Pitulempa sekitar 7 Km; Ombo -
Sioti sekitar 5 Km; Tondo — Jono sekitar 2,5 Km; SP. Tondo — Sao
sekitar 2,6 Km; Balintuma — Dompu sekitar 2,5 Km; Tg. Padang -
Ombo sekitar 13,45 Km; Tompe — Sibado sekitar 3 Km; Sibado —
Sipi sekitar 2,5 Km; SP. Lende — Lombonga/Lobu sekitar 6 Km;
Sioti — Pitulempa sekitar 3 Km; Tanjung Padang — Kota sekitar 3
Km; Dampal — Jono sekitar 2,5 Km; Balintuma — Sipi sekitar 2
Km; Ombo — Pura Perkebunan sekitar 18 Km; Sipi — Pura
Perkebunan sekitar 14 Km; Sipi — Air Terjun Gumbasa sekitar 15
Km:; Uwelwntw — Air Panas sekitar 5 Km; Bosa — Lombonga
sekitar 1,2 Km; Labean — Mapaga sekitar 2 Km; Labean —
Manimbaya sekitar 47 Km; Kamonji — Lombonga sekitar 39.2 Km;
Sinjaliang — Mapaga sekitar 5 Km; Meli — Irigasi sekitar 1,8 Km;
Siweli — Perkebunan sekitar 4 Km; Tambu — Kampung Baru sekitar
1.9 Km; Sibayu - Sioyong sekitar 17,3 Km; SP. Sibayu — PKMT
sekitar 2,5 Km; Siboalong — Dusun II sekitar3 Km; SP. Labean
Mapaga — SP. Labean Manimbaya sekitar 1 Km: Labean — Dusun
I (PKK) sekitar 1,5 Km; Meli — Dusun IV dan VI sekitar 3 Km:
Meli Dusun 11 Abo sekitar 0,3 Km; Lombonga — Sinjaliang sekitar
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3 Km; SP. Sioyong — PemukimN Dusun Il sekitar 2,5 Km;
Kambayang — Sabang sekitar 20 Km; Long — Lembah Mukti
sekitar 9,8 Km; Lambonang — Unit I Malonas sekitar 9 Km; Rerang
— Siraurang sekitar 4 Km; Malonas I - Malonas III sekitar 6 Km;
Bina Mukti — Rerang sekitar 6 Km; Sabang — Dusun I sekitar 2
Km; Karya Mukti — Dusun IV sekitar 4 Km; Talaga Dusun I —
Dusun IV sekitar 4 Km; Ponggerang — Dusun IV sekitar 8.5 Km;
Parisan Agung — Budi Mukti sekitar 6 Km; Panii — Karya Mukti
sekitar 16 Km; Siwala — Siwalempu sekitar 3 Km; Ou — PKMT
Trans sekitar 3.2 Km; Ou — Pangalasiang sekitar 2,8 Km; Babatona
_ Pemukiman Trans sekitar 21 Km; SP. Ou PKMT — Malaga
sekitar 10,7 Km; Balukang — Dusun III Ponju sekitar 5 Km;
Siboang — Dusun I sekitar 5 Km; Bou Dusun I ~ Dusun II sekitar 4
Km; Tonggolobibi — Pelabuhan sekitar 1,5 Km; Tonggolobibi —
Dusun Taipa sekitar 2,5 Km; Tonggolobibi — Bukit Harapan 8 Km;
Balukang — MTS DDI sekitar 1 Km; Siboang - Dusun Maros
sekitar 8,5 Km; Ogoamas — Bengkoli sekitar 6 Km; Ogoamas I —
Labuan sekitar 3 Km; Lenju — Dusun I - II sekitar 5 Km; Ogoamas
Il — Dusun Manuba sekitar 5 Km; dan Polanto Jaya — Minti
Makmur sekitar 12 km.

(4) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. ruas jalan yang menghubungkan Kecamatan Rio Pakava —
Kecamatan Banawa Selatan melewati Kecamatan Pinembani
sepanjang kurang lebih 33.4 km;

b. ruas jalan di Kecamatan Pinembani yang menghubungkan Desa
Bambakainu dengan pengembangan jalan arteri Rio Pakava —
Banawa Selatan sepanjang kurang lebih 1,6 km;

¢. ruas jalan Kabupaten di Kecamatan Pinembani  yang
menghubungkan Desa Bambakanini dengan pengembangan jalan
arteri Rio Pakava —Banawa Selatan sepanjang kurang lebih 4 km;
dan

d. ruas jalan yang menghubungkan Desa Lembamukti di Kecamatan
Damsol dengan Desa Samalili di Kecamatan Sojol sepanjang
kurang lebih 12,2 km.
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(5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, angka 2 terdiri atas :

a. pengembangan terminal penumpang dan barang tipe b terdapat
ganti di kecamatan banawa;

b. pengembangan terminal penumpang dan barang tipe ¢ terdapat di
kecamatan sojol utara, kecamatan damsol, kecamatan balaesang,
kecamatan labuan, lalundu di kecamatan rio pakava, toaya di
kecamatan sindue, kecamatan banawa selatan;

¢. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang
memadai.

(6) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, angka 3 terdiri atas:

a. Terminal Banawa di Kecamatan Banawa melayani trayek Malonda
— Surumana, Malonda — Loli, Malonda — Lalundu;

b. Terminal Watatu di Kecamatan Banawa Selatan melayani trayek
Surumana — Malonda;

¢. Terminal Labuan di Kecamatan Labuan melayani trayek Labuan —
Sioyong, Labuan — Tambu, Labuan — Balukang, Labuan —
Ogoamas, Labuan Siboang, Labuan — Tompe — Toaya;

d. Terminal Sioyong di Kecamatan Damsol melayani trayek Sioyong
— Karyamukti, Sioyong — Budimukti; dan

e. Terminal Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara melayani trayek
Ogoamas — Labuan, Ogoamas — Bangkir, Tambu — Kasimbar.

(7) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. Lintas penyeberangan, terdiri atas:

. lintas penyeberangan antar provinsi, yaitu Taipa — Donggala —
Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur); dan
2. lintas penyeberangan dalam kabupaten, yaitu Kabongga Besar
(Kecamatan Banawa) - Lero (Kecamatan Sindue) dan Labuan
(Kecamatan Labuan).
b. Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas:
. Pelabuhan Lero di Kecamatan Sindue;
. Pelabuhan Labuan di Kecamatan Labuan.
. Pelabuhan Tompe di Kecamatan Sirenja
Pelabuhan Kabonga Kecil di Kecamatan Banawa

oS S
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5 Pelabuhan Pomolulu di Kecamatan Balaesang Tanjung; dan

6. Pelabuhan Pangalaseang Kecamatan Sojol

(8) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. Tatanan kepelabuhanan; dan
b. Alur pelayaran.

(9) Tatanan kepelabuhanan di Kabupaten Donggala sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
a. Pelabuhan pengumpan, terdiri atas:

1. Pelabuhan Donggala di Kecamatan Banawa;

7. Pelabuhan Wani di Kecamatan Tanantovea,

3. Pelabuhan Ogoamas di Kecamatan Sojol Utara;

4 Pelabuhan Tambu Kecamatan Balaesang; dan

5. Pelabuhan Rerang Kecamatan Damsol.

b. Terminal khusus, terdiri atas:

1. Angkutan bahan galian pasir; di Kecamatan Banawa,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Sindue  Tombusabora, Kecamatan  Sirenja,
Kecamatan Sojol,

2. Depo Pertamina Desa Loli Oge dan Peti kemas Loli Pesua di
Kecamatan Banawa; dan

3. Pengembangan terminal khusus untuk kegiatan industri

c. Pelabuhan rakyat di sepanjang pesisir pantai.

(10) Tatanan kepelabuhanan harus menjaga fungsi pertahanan dan
keamanan negara, dengan tidak menutup akses pelabuhan dan fasilitas
pemeliharaan serta perbaikannya.

(11) Rencana alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b,
terdiri atas:

a. Alur pelayaran nasional, yaitu Donggala — Makassar - Surabaya —
Kalimantan

b. Alur pelayaran antar kabupaten, terdiri atas:
1. Alur pelayaran Kabupaten Donggala — Kabupaten Toli — Toli;

dan

2. Alur pelayaran Kabupaten Donggala - Kabupaten Buol.

¢. Pengembangan alur pelayaran antar Kecamatan dalam Kabupaten
Donggala di sepanjang pesisir pantai; dan
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(12)

(13)

(14)

(1

2)

d. Alur pelayaran khusus, terdiri atas:

1. Pelabuhan fungsi utama melayani angkutan bahan galian pasir;
di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan
Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue
Tombusabora, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol — Pulau
Kalimatan.

2. Pengembangan pelabuhan khusus Depo Pertamina Desa Loli
Oge dan Pelabuhan Peti kemas Loli Pesua di Kecamatan
Banawa — Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa

Sistem jaringan ftransportasi udara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. tatanan kebandarudaraan; dan

b. ruang udara untuk penerbangan.

Tatanan kebandarudaraan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (11) huruf a, yaitu bandar udara pengumpan Lapaloang di
Kecamatan Banawa.

Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(11) huruf b, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 10
Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya di Kabupaten Donggala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf ¢, terdiri atas :
. Sistem jaringan Energi dan Ketenagalistrikan;
. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
. Sistem Jaringan Sumberdaya air
. Sistem Prasarana pengelolaan lingkungan;
. Sistem Jaringan drainase
Jalur evakuasi bencana
Sistem jaringan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IC sampai Lampiran ID, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
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Paragraf 1
Sistem Jaringan Energi dan
Ketenagalistrikan
Pasal 11

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a, meliputi:
a. Pembangkit tenaga listrik eksisting dan rencana; dan
b. Jaringan prasarana energi.
(2) Pembangkit tenaga listrik eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terdapat di:

|

2.

3.

Desa Siboang di Kecamatan Sojol dengan kapasitas kurang
lebih 400 kW;

Desa Sabang di Kecamatan Damsol dengan kapasitas kurang
lebih 808 kW; dan

Perkotaan Donggala di Kecamatan Banawa dengan kapasitas
kurang lebih 1000 kW.

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), terdapat di:

1.

2

3.

Desa Lenju, di Kecamatan Sojol Utara, sebanyak kurang lebih
15 unit;

Desa Pangalasiang, di Kecamatan Sojol, sebanyak kurang
lebih 150 unit;

Desa Palau, di Kecamatan Balaesang, sebanyak kurang lebih
35 unit;

. Desa Manimbaya, di Kecamatan Balaesang, sebanyak kurang

lebih 30 unit;

. Desa Powelua, di Kecamatan Banawa Tengah, sebanyak

kurang lebih 82 unit;

Desa Bambarini, di Kecamatan Banawa Selatan, sebanyak
kurang lebih 64 unit;

Desa Palintuma, Gimpubia, Bambakanini, Danggaraa, dan
Tamodo di Kecamatan Pinembani sebanyak kurang lebih 100
unit;

Desa Lalundu, di Kecamatan Rio Pakava, sebanyak kurang
lebih 32 unit;dan



9. Desa Ngovi, di Kecamatan Rio Pakava, sebanyak kurang lebih
95 unit.
(3) Rencana Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, terdiri atas:
a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTmH) yang terdapat di:
1. Desa Ogoamas I dan Ogoamas II di Kecamatan Sojol Utara;
2. Desa Rerang di Kecamatan Damsol; dan
3. Desa Bale di Kecamatan Tanantovea.
b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) yang terdapat di:
1. Mapane Tambu, di Kecamatan Balaesang;
2. Lompio, di Kecamatan Sirenja; dan
3. Marana, di Kecamatan Sindue.
(4) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, terdiri atas:
a. Depo bahan bakar minyak yang terdapat di Kecamatan Banawa;
dan
b. Jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu gardu induk di Kecamatan
Banawa, Kecamtan Sojol Kecamatan Damsol dan jaringan saluran
udara yang melayani seluruh Kecamatan,

Paragraf 2
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 12

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) hurufb :
a. sistem jaringan kabel;
b. sistem jaringan nirkabel; dan

(2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
yaitu:
stasiun telepon otomat (STO) yang terdapat di Kecamatan Banawa
dengan kapasitas kurang lebih 2.278 satuan sambungan telepon (SST);
dan rencana pengembangan kabel telpon di seluruh wilayah terpencil
serta peningkatan kabel telpon di wilayah perkotaan.

(3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yaitu BTS (Base Transceiver Station) sangat penting melayani seluruh
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kecamatan Kabupaten Donggala dengan Rencana pengembangan BTS

(Base Transceiver Station), meliputi :

a. TELKOMSEL: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol,
Kecamatan Damsol, Kecamtan Balaesang, Kecamatan Balaesang
Tanjung, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue
Tobata, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Pinembani, Kecamatan Rio Pakava,Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa.

b. INDOSAT: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan
Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung,
Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Pinembani ., Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan
Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa

¢. XL: Kecamatan Sojol Utara , Kecamatan Sojol, Kecamatan
Damsol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan
Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Tengah,
Kecamatan Banawa.

d. FLEXI: Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan
Damsol, Kecamatan Balaesang , Kecamatan Sirenja, Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan
Sindue , Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sumber Daya
Air
Pasal 13
(1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:

a. wilayah sungai dan daerah aliran sungai;
b. daerah irigasi;
¢. prasarana air baku untuk air minum;
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d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan
e. sistem pengendalian banjir.

(2) Wilayah sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri atas : Wilayah Sungai (WS) Palu — Lariang yang merupakan WS
lintas Provinsi dan strategi nasional;

(3) Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, secara keseluruhan masuk pada WS Palu — lariang, adalah :
DAS Sulung, DAS Kasiloang, DAS Surumana, DAS Bambalombi,
DAS Mamara, DAS Tolongano, DAS Kangando, DAS Towale, DAS
Tomaku, DAS Donggala, DAS Uwemole, DAS Lottu, DAS Nggonji,
DAS Watusampu, DAS Taipa, DAS Tabeo, DAS Tawaili, DAS
Lambagu, DAS Labuan, DAS Toaya, DAS Masaingi, DAS Tibo, DAS
Batusuya, DAS Alindau, DAS Loro, DAS Sinapa, DAS Sikara, DAS
Ombo, DAS Tondo, DAS Lente, DAS Tompo, DAS Lende, DAS
Airmakuni, DAS Kusu, DAS Kamonji, DAS Tompe, dan DAS
Maruri.

(4) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdiri atas :

a. DI kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Utuh kabupaten
yang terdiri atas:
1. DI Malonas seluas kurang lebih 1.625 (seribu enam ratus dua
puluh lima) hektar;
2. DI Simou seluas kurang lebih 1.031 (seribu tiga puluh satu)
hektar:
b. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
1. D.I. Alindau seluas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh
lima) hektar;
2. D.I Ape seluas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh dua)
hektar;
3. D.L Balukang seluas kurang lebih 338 (tiga ratus delapan puluh
delapan) hektar;
4. D.I D.I. Labean seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar,

D.I. Lende seluas kurang lebih 387(tiga ratus delapan puluh

tujuh) hektar;

6. D.I. Jonooge seluas kurang lebih 622 (enam ratus dua puluh
dua) hektar;

oy
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D.1. Ogoamas seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh
sembilan) hektar;

D.I. Pani'i seluas kurang lebih 643 (enam ratus empat puluh
tiga) hektar;

D.1. Sibayu seluas kurang lebih 706 (tujuh ratus enam) hektar;
D.I. Siboang seluas kurang lebih 650 (enam ratus lima puluh)
hektar;

D.1. Sibualong seluas kurang lebih 342 (tiga ratus empat puluh
dua) hektar;

D.I Sioyong seluas kurang lebih 895 (delapan ratus sembilan
puluh lima) hektar;

D.I. Siwalempu seluas kurang lebih 350 (tiga ratus lima puluh)
hektar;

D.I. Siweli seluas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) hektar;
D.I. Sumari seluas kurang lebih 243 (dua ratus empat puluh tiga)
hektar;

D.I. Tamarenja seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar;

D.I. Tambu seluas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh)
hektar;

D.I. Tanamea Kanan seluas kurang lebih 208 (dua ratus delapan)
hektar;

D.I. Tanamea Kiri seluas kurang lebih 348 (tiga ratus empat
puluh delapan) hektar;

D.I. Tompe seluas kurang lebih 699 (enam ratus sembilan puluh
sembilan) hektar;

D.I. Tongogolobibi seluas kurang lebih 850 (delapan ratus lima
puluh) hektar;

D.I. Watatu seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
D.I. Wombo seluas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar.

(5) Rencana pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara :
melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air,
melakukan perlindungan terhadap daerah tangkapan air dan daerah
aliran air, saluran irigasi, serta daerah aliran sungai, Mencegah
terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi, pembangunan dan
perbaikan pintu-pintu air dan pembangunan irigasi baru sesuai dengan
kebutuhan.
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(6) Prasarana air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, terdiri atas

sumber mata air di Kecamatan Banawa Tengah;

air terjun di Kecamatan Sindue Tobata;

air tetjun dan Danau Talaga di Kecamatan Damsol;

air terjun Walandano di Desa Walandano Kecamatan Balaesang ;

air terjun Bou di Desa Bou dan ajr terjun Ogololo di Desa

Pangalasiang Kecamatan Sojol;

air terjun Nupa Bomba di Desa Nupa Bomba dan air terjun Bale di

Desa Bale Kecamatan Tanantovea;

g. air terjun Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa: dan
h. danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung.

(7) Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, yaity jaringan Perusahaan Daerah Ajr Minum
Donggala dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum yang
memanfaatkan mata air di Kecamatan Banawa Tengah dan sumber air
bawah tanah di seluruh Kecamatan,

(8) Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi
perlindungan dan konservasi daerah resapan air, perlindungan sekitar
mata air serta pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan
sumber air tanah serta membangun sarana air bersih pada daerah yang
belum terlayani.

(9) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e yaitu :

a. pembangunan embung — embung di Kecamatan Banawa dan
Kecamatan Sojol; dan

b. normalisasi sungai dan pembangunan bangunan penahan di titik
rawan pada seluruh DAS.

Paoop

=

Paragraf 4
Sistem Prasarana Pengelolaan
Lingkungan
Pasal 14
(1) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. sistem jaringan persampahan;
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b. sistem jaringan air limbah domestik dan industri:

c. sistem jaringan drainase; dan

d. jalur evakuasi bencana.

(2) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) dengan
tipe Sanitary Landfill di Kelurahan Kabonga Besar, Kecamatan
Banawa;

b. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di
Kelurahan Labuan Bajo Kecamatan Banawa dan titik — titik
tertentu yang telah ditentukan berdasarkan hasil studi penentuan
titik penempatan TPST; dan

¢. pembangunan bangunan pengolah sampah 3R (reuse, reduce,
recycle) di titik — titik tertentu yang telah ditentukan berdasarkan
hasil studi.

(3) Sistem jaringan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

a. pemenuhan fasilitas septic tank pada masing-masing kepala
keluarga (KK) pada wilayah perkotaan;

b. penanganan limbah rumah tangga melalui fasilitas sanitasi pada
setiap KK dan fasilitas sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan

c. pengembangan jamban komunal pada kawasan permukiman padat
masyarakat berpenghasilan rendah dan area fasilitas umum.

(4) Sistem jaringan air limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

a. pembangunan pusat pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun
(B3) di Kabupaten yang memenuhi syarat dari segi ekonomi dan
lingkungan; dan

b. pembangunan IPAL bersama bagi industri kecil, seperti industri
pelapisan logam, pencelupan kain, pembuatan pupuk, industri kulit,
pabrik tahu yang terletak dalam suatu kawasan pedesaan, dengan
target pengurangan sifat berbahaya dari limbah yang dihasilkan per
produksi.
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Paragraf §
Sistem Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Sistem jaringan drainase sebagaimana Pasal 10 Ayat (1) huruf e,
terdiri atas:

a.

b.

drainase mayor, meliputi sungai-sungai besar yang bermuara ke
laut;

drainase buatan pada jalan arteri dan kolektor primer yang terdapat
pada desa-desa pusat perkotaan dan pada pusat permukiman;
perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi
saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan
pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang
prasarana drainase;

penyusunan rencana induk sistem drainase wilayah kabupaten dan
rencana penanganan kawasan tertentu yang rawan banjir;
pembangunan saluran drainase memperhatikan kontur wilayah;
pembuatan saluran drainase tersendiri pada setiap kawasan
fungsional seperti kawasan industri, perdagangan, perkantoran dan
pariwisata, yang terhubung ke saluran primer tanpa membebani
saluran di wilayah permukiman dengan memperhatikan kontur
wilayah;

mengoptimalkan daya resap air ke dalam tanah untuk mengurangi
beban saluran drainase dengan penghijauan dan kewajiban
pembuatan sumur resapan pada kawasan-kawasan tertentu; dan

. koordinasi pengelolaan saluran drainase khususnya pada saluran

drainase permanen di kawasan perkotaan, baik yang terbuka
maupun yang tertutup.

Paragraf 6
Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana

Pasal 16

(1) Jalur evakuasi bencana yaitu jalur evakuasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. Jalur evakuasi bencana
b. Ruang evakuasi bencana.
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(2) Jalur dan ruang evakuas; bencana pada ayat (2) akan disusun di seluruh
wilayah Kecamatan secara bertahap sesuai dengan tingkat resiko
bencana yang mengancam.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG
WILAYAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 17

(1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan
kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana
tercantum dalam lampiran T1A sampai Lampiran IIF, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 17 ayat (1), terdiri
atas:

a. kawasan hutan lindung;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya:

kawasan perlindungan setempat;

kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;

kawasan rawan bencana alam;

kawasan lindung geologi: dan

kawasan lindung lainnya.

® Moo
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Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
seluas kurang lebih 77.684 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan
puluh empat) hektar yang terletak di: Kecamatan Balaesang, Kecamatan
Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Damsol, Kecamatan [Labuan,
Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sojol,
Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora, dengan
Rencana peningkatan fungsi hutan lindung melalui kegiatan penguatan
perlindungan, rehabilitasi kawasan yang rusak dan meningkatkan peran
masyarakat melalui pola pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan
mekanisme Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan
Kemasyaratan (HKM).

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan
Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya
Pasal 20

(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, yaitu
kawasan resapan air.

Kawasan resapan air di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih
269.515 (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima belas)
hektar yang terletak : Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih
13.619 ha,Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih
7.217 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 2.483 ha,
Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 17 ha,
Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 2370 ha,

Kecamatan Damsol dengan luas kurang lebih 39.021 ha, Kecamatan
Labuan dengan luas kurang lebih 9.251 ha, Kecamatan Pinembani
dengan luas kurang lebih 24.356 ha, Kecamatan Rio Pakava dengan
luas kurang lebih 53.356 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang
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lebih 8.138 ha,Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih
12.386 ha, Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 16.781 ha,
Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 39.368 ha, Kecamatan
Sojol Utara dengan luas kurang lebih 7.642 ha, Kecamatan
Tanantovea dengan luas kurang lebih 22.251 ha, Kecamatan Sindue
Tombusabora dengan luas kurang lebih 11.259 ha,

(2) Peningkatan manfaat lindung pada kawasan resapan air dilakukan
dengan cara:
a. pembuatan sumur-sumur resapan,
b. pelestarian hutan pada kawasan hulu sampai dengan hilir; dan
c. pengolahan sistem terasering dan vegetasi yang mampu menahan

dan meresapkan air.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 21

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18 huruf ¢, terdiri atas:

a. sempadan pantai;

b. sempadan sungai;

c. kawasan sekitar danau atau waduk;
d. kawasan sekitar mata air; dan

e. sempadan irigasi.

(2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, meliputi kawasan daratan sepanjang tepian pantai yang berfungsi
untuk melestarikan fungsi pantai dengan jarak minimal 100 (seratus)
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, seluas kurang lebih
1.802 (seribu delapan ratus dua) hektar, berada di 14 (empat belas)
Kecamatan, yaitu : Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih
167 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 368
ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 117 ha, Kecamatan
Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 106 ha, Kecamatan Banawa
Tengah dengan luas kurang lebih 55 ha, Kecamatan Labuan dengan
luas kurang lebih 21 ha, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang
lebih 14 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang lebih 84 ha,
Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 76 ha,
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Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 68 ha, Kecamatan
Sirenja dengan luas kurang lebih 95 ha, Kecamatan Damsol dengan
luas kurang lebih 275 ha, Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih
285 ha dan Kecamatan Sojol Utara dengan Juas kurang lebih 71 ha,
dengan rencana meningkatkan fungsi perlindungan ekosistem pantai,
melalui pengendalian secara ketat untuk kegiatan budidaya di wilayah
pesisir dan merehabilitasi hutan mangrove,

Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, berupa sempadan berjarak 5 (lima) meter darj kaki tanggul sebelah
luar pada sungai bertanggul, 100 (seratus) meter dari tepi pada sungai
besar tidak bertanggul, dan 50 (lima puluh) meter dari tepi pada
sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman seluas kurang
lebih 59.932 (lima puluh sembilan riby sembilan ratus tiga puluh dua)
hektar, meliputi ; Kecamatan Balaesang 2.513 ha, Kecamatan
Balaesang Tanjung 1.519 ha, Kecamatan Banawa 820 ha, Kecamatan
Banawa Selatan 4.170 ha, Kecamatan Banawa Tengah 866 ha,
Kecamatan Damsol 9028 ha, Kecamatan Labuan 897 ha, Kecamatan
Pinembani 6.237 ha, Kecamatan Rio Pakava 15188 ha, Kecamatan
Sindue 1.521 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2391 ha, Kecamatan
Sirenja 2.576 ha, Keecamatan Sojol 5.791 ha, Kecamatan Sojol Utara
1239 ha, Kecamatan Tanantovea 4.075 ha dan Kecamatan Sindue
Tombusabora 1.101 ha, dengan rencana untuk meningkatkan fungsi
perlindungan sempadan sungai, melalui kegiatan pengendalian secara
ketat terhadap kegiatan perusakan, rehabilitasi, normalisasi sungai,
meningkatkan manfaat air untuk pertanian dan konsumsi serta
meningkatkan fungsi rekreasi,

(4) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, berupa kawasan sepanjang perairan dengan jarak 50-100
(lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi, yang
berada di Danau Dampelas Kecamatan Damsol dan Danay Rano
Kecamatan Balaesang Tanjung seluas kurang lebih 112 (seratus dua
belas) hektar, dengan rencana perlindungan sempadan danau
dilaksanakan melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan,
melakukan rehabilitasi sempadan danau, menata pola penangkapan dan
budidaya ikan serta meningkatkan fungsi rekreasi.
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(5) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus meter) meter sekeliling
mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter
sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.

(6) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan
sekunder, baik irigasi bertangggul maupun tidak.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan
Cagar Budaya
Pasal 22

(1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, terdiri atas:
a. suaka margasatwa;

b. cagar alam;
¢. kawasan pantai berhutan bakau; dan
d. kawasan cagar budaya.

(2) Kawasan suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdiri dari Suaka Margasatwa Pulau Pasoso seluas kurang
lebih 61 (enam puluh satu) hektar.

(3) Kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
yaitu Cagar Alam Gunung Sojol dengan luas keseluruhan kurang lebih
22.621 (dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu) hektar yang
terdapat :

a. Kecamatan Sojol seluas kurang lebih 19.808 (sembilan belas ribu
delapan ratus delapan) hektar

b. Kecamatan Damsol seluas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar;
dan

¢. Kecamatan Sojol Utara seluas kurang lebih 2.610 (dua ribu enam
ratus sepuluh) hektar.

(4) Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, di Kabupaten Donggala secara keseluruhan kurang lebih
seluas 1531,47 ha yang tersebar di 8 (delapan) Kecamatan Pesisir,
dengan rencana penetapan untuk perlindungan, meliputi:
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g.

h.

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang dengan luas kurang
lebih 248,43 ha.

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang Tanjung dengan
luas kurang lebih 269 ha;

. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Damsol dengan luas kurang

lebih 137,03 ha; dan

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol dengan luas kurang
lebih 546,91 ha;

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol Utara dengan luas
kurang lebih 137,03 ha.

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sirenja dengan luas kurang
lebih 35,34 ha.

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa dengan luas kurang
lebih 10,52 ha.

Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa Selatan dengan luas
kurang lebih 147,21 ha.

(5) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
terdiri dari :

a.

makam di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Desa Sipi
dan Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Toaya Kecamatan
Sindue, Desa Tonggolobibi, Desa Siwalempu Desa Balukang, Desa
Pangalasiang Kecamatan Sojol;

lumpang Batu di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Desa
Lombonga Kecamatan Balaesang Tanjung, Desa Talaga dan Desa
Sabang Kecamatan Damsol;

masjid tua di Desa Toaya Kecamatan Sindue;

tapak kaki di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung dan
Desa Talaga Kecamatan Damsol;

gua di Desa Talaga Kecamatan Damsol;

bangunan Kolonial di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol;

batu perahu Kecamatan Labuan
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Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam
Pasal 23

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf e, terdiri atas:
a. kawasan rawan bencana alam longsor;
b. kawasan rawan bencana alam banjir;
¢. kawasan rawan bencana alam abrasi pantai; dan
d. kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami; dan
(2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdapat :
a. Kecamatan Sojol Utara;
. Kecamatan Sojol;
Kecamatan Damsol;
Kecamatan Balaesang Tanjung;
Kecamatan Sindue;
Kecamatan Labuan;
Kecamatan Tanantovea;
Kecamatan Banawa; dan
1. Kecamatan Pinembani;
(3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdapat :
a. Kecamatan Sojol Utara;
. Kecamatan Sojol;
Kecamatan Damsol:
. Kecamatan Balaesang;
Kecamatan Balaesang Tanjung
Kecamatan Sirenja;
Kecamatan Sindue Tobata;
Kecamatan Sindue Tombusabora;
Kecamatan Sindue;
Kecamatan Labuan;
. Kecamatan Tanantovea;
Kecamatan Banawa;
m. Kecamatan Banawa Tengah;
n. Kecamatan Banawa Selatan; dan

PR e oo o
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0.

Kecamatan Rio Pakava.

p. Kecamatan Pinembani
(4) Kawasan rawan abrasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, terletak di 14 (empat belas) Kecamatan pesisir, yaitu ;

=a-—r‘f-'r".=rnr= e o o

Kecamatan Banawa;
Kecamatan Banawa Tengah;
Kecamatan Banawa Selatan;
Kecamatan Tanantovea;
Kecamatan Labuan;
Kecamatan Sindue;

Kecamatan Sindue Tobata;
Kecamatan Sindue Tombusabora;
Kecamatan Sirenja;

Kecamatan Balaesang;
Kecamatan Balaesang Tanjung;
Kecamatan Damsol;

. Kecamatan Sojol; dan

Kecamatan Sojol Utara

(5) Kawasan rawan bencana alam gempa dan tsunami sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, secara keseluruhan meliputi:

—_—
.
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Kecamatan Banawa;
Kecamatan Banawa Tengah;
Kecamatan Tanantovea;
Kecamatan Sindue;
Kecamatan Sindue Tobata;
Kecamatan Sindue Tombusabora;
Kecamatan Sirenja:
Kecamatan Balaesang;
Kecamatan Balaesang Tanjung;
Kecamatan Damsol;
Kecamatan Sojol; dan
Kecamatan Sojol Utara.
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Paragraf 6
Kawasan Lindung Geologi

Pasal 24

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf

@)

(1

f yaitu kawasan rawan bencana alam geologi, yang terdiri atas
kawasan rawan gempa dan tsunami
Kawasan rawan bencana gempa dan tsunami secara keseluruhan
meliputi:

Kecamatan Banawa;

Kecamatan Banawa Selatan;

Kecamatan Banawa Tengah;

Kecamatan Labuan;

Kecamatan Tanantovea;

Kecamatan Sindue;

Kecamatan Sindue Tobata;

Kecamatan Sindue Tombusabora;

Kecamatan Sirenja;

Kecamatan Balaesang;

K ecamatan Balaesang Tanjung;

Kecamatan Damsol;
. Kecamatan Sojol; dan

Kecamatan Sojol Utara.

BgrET R me A TP

Paragraf 6
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 25

Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf g, berupa kawasan-kawasan terumbu karang dan padang lamun
dengan luas kurang lebih 148 ha tersebar di Kecamatan Banawa,
Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan
Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan
Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan
Damsol, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara.
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(2) Rencana peningkatan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi pelestarian dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan
kawasan padang lamun di 14 (empat belas) Kecamatan pesisir.

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya
Pasal 26

Pola ruang untuk kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17, terdiri dari:

kawasan peruntukan hutan produksi;

kawasan peruntukan pertanian;

kawasan peruntukan perikanan;

kawasan peruntukan pertambangan,

kawasan peruntukan industri;

kawasan peruntukan pariwisata;

kawasan peruntukan permukiman; dan

kawasan peruntukan lainnya.

F@R Mo AR oR

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan

Produksi
Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 huruf a di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih 147.718
(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan belas) hektar terdiri
atas:

a. kawasan hutan produksi terbatas;
b. kawasan hutan produksi tetap; dan
c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.

(2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdapat di seluruh Kecamatan, kecuali Kecamatan Banawa dan
Banawa Tengah dengan luasan kurang lebih 177.121 (seratus tujuh
puluh tujuh ribu seratus dua puluh satu) hektar.
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(3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdapat di Kecamatan Rio Pakava dan di Kecamatan Damsol
dengan luasan kurang lebih 12.096 (dua belas ribu sembilan puluh
enam) hektar.

(4) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ terdapat di Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Pinembani, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Sindue
Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan
luasan kurang lebih 24.932 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga
puluh dua) hektar.

(5) Rencana pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), melalui pola pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan
Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Kemasyarakatan (HKM).

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf b, terdiri atas:

a.  kawasan peruntukan tanaman pangan;

b.  kawasan peruntukan hortikultura;

¢.  kawasan peruntukan perkebunan; dan

d.  kawasan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi:

a. lahan sawah yang ditetapkan Juga sebagai lahan pangan pertanian
berkelanjutan dengan luas kurang lebih 14.216 ha meliputi
Kecamatan Tanantovea 105 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.341 ha,
Kecamatan Sojol 3.589 ha, Kecamatan Sirenja 1.248 ha,
Kecamatan Sindue Tobata 153 ha, Kecamatan Sindue
Tombusabora 45 ha, Kecamatan Sindue 715 ha, Kecamatan Rio
Pakava 471 ha, Kecamatan Pinembani 66 ha Kecamatan Labuan
261 ha, Kecamatan Damsol 3.235 ha, Kecamatan Banawa Tengah
55 ha, Kecamatan Banawa Selatan 900 ha, Kecamatan Balaesang
Tanjung 53 ha, Kecamatan Balaesang 1.979 ha;
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b. tegalan (pertanian lahan kering) luas kurang lebih 78.931 ha,
meliputi Kecamatan Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang
Tanjung 2.429 ha, Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan
Banawa Selatan 7.300 ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha,
Kecamatan Damsol 11.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha,
Kecamatan Pinembani 9.655 ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha,
Kecamatan Sindue 1.205 ha, Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha,
Kecamatan Sirenja 2.303 ha, Kecamatan Sojol 9.973 ha,
Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha, Kecamatan Tanantovea 869 ha,
Kecamatan Sindue Tombusabora 1.726 ha.

c. rencana pengembangan lahan sawah di Kabupaten Donggala
dengan luas kurang lebih 9.068 ha meliputi Kecamatan
Kecamatan Tanantovea 261 ha, Kecamatan Sojol Utara 290 ha,
Kecamatan Sojol 2.323 ha, Kecamatan Sirenja 1.168 ha,
Kecamatan Sindue Tobata 23 ha, Kecamatan Sindue 284 ha,
Kecamatan Rio Pakava 764 ha, Kecamatan Labuan 290 ha,
Kecamatan Damsol 1.680 ha, Kecamatan Banawa Tengah 42 ha,
Kecamatan Banawa Selatan 362 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung
71 ha dan Kecamatan Balaesang 1.510 ha.

d. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di Kabupaten
Donggala dengan luas kurang lebih 78.931 ha, meliputi Kecamatan
Balaesang 4.336 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 2.429 ha,
Kecamatan Banawa 2.845 ha, Kecamatan Banawa Selatan 7.300
ha, Kecamatan Banawa Tengah 3.018 ha, Kecamatan Damsol
11.240 ha, Kecamatan Labuan 499 ha, Kecamatan Pinembani 9.655
ha, Kecamatan Rio Pakava 17.188 ha, Kecamatan Sindue 1.205 ha,
Kecamatan Sindue Tobata 2.076 ha, Kecamatan Sirenja 2.303 ha,
Kecamatan Sojol 9.973 ha, Kecamatan Sojol Utara 2.269 ha,
Kecamatan Tanantovea 869 ha dan Kecamatan Sindue
Tombusabora 1.726 ha.

(3) Kawasan peruntukan tanaman hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten
Donggala.

(4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, kurang lebih 70.944 ha meliputi : Kecamatan Tanantovea
2.253 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.069 ha, Kecamatan Sojol 5.344 ha,
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(6)

Kecamatan Sirenja 6.246 ha, Kecamatan Sindue Tobata 1.839 ha,
Kecamatan Sindue Tombusabora 1.664 ha, Kecamatan Sindue 876 ha,
Kecamatan Rio Pakava 15.320 ha, Kecamatan Pinembani 195 ha,
Kecamatan Labuan 1.668 ha, Kecamatan Damsol 12.815 ha,
Kecamatan Banawa Tengah 2.000 ha, Kecamatan Banawa Selatan
6.847 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 4.560 ha, Kecamatan
Balaesang 8.248 ha, dengan rencana pengembangan seluas kurang
lebih 67.021 ha, meliputi : Kecamatan Balaesang dengan luas kurang
lebih 4.791 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang
lebih 6.545 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 1.432
ha, Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 8.371 ha,
Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 628 ha,
Kecamatan Damsol dengan luas kurang lebih 11.971 ha, Kecamatan
Labuan dengan luas kurang lebih 571 ha, Kecamatan Pinembani
dengan luas kurang lebih 1.010 ha, Kecamatan Rio Pakava dengan
luas kurang lebih 2.582 ha, Kecamatan Sindue dengan luas kurang
lebih 4.788 ha, Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih
3.703 ha, Kecamatan Sircnja dengan luas kurang lebih 3.896 ha,
Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 8.818 ha, Kecamatan Sojol
Utara dengan luas kurang lebih 1.353 ha, Kecamatan Tanantovea
dengan luas kurang lebih 1.716 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora
dengan luas kurang lebih 84.846 ha.

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Donggala,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, akan ditetapkan sebagai
kawasan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung
lingkungan dan hasil studi .

Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, terdiri dari ternak sapi di seluruh Kecamatan, ternak kambing
dan Domba di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan, serta
ternak babi di Kecamatan Rio Pakava dan Kecamatan Damsol yang
dikelola oleh rakyat dan saat ini ada pengembangan ternak sapi potong
di Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, Kecamatan Balaesang,
Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sirenja yang dikelola dengan
sistem intensif, dengan rencana pengembangan ternak sapi potong di
Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Banawa Selatan, ternak
kambing dan domba di Kecamatan Labuan dan Kecamatan
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Tanantovea serta pengembangan ternak babi di Kecamatan Rio
Pakava dan Kecamatan Damsol.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf c, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan

c. kawasan pengolahan ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a,-berupa jenis ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil dan
ikan domersal terletak di Laut Sulawesi, Selat Makassar dan Teluk
Palu di 14 (empat belas) Kecamatan Pesisir, yaitu : Kecamatan
Banawa; Kecamatan Banawa Selatan; Kecamatan Banawa Tengah;
Kecamatan Labuan; Kecamatan Tanantovea; Kecamatan Sindue;
Kecamatan Sindue Tobata; Kecamatan Sindue Tombusabora;
Kecamatan Sirenja; Kecamatan Balaesang; Kecamatan Balaesang
Tanjung; Kecamatan Damsol; Kecamatan Sojol; dan Kecamatan Sojol
Utara, dengan dukungan sarana prasarana perikanan tangkap yang
ada, terdiri atas :

a. pangkalan pendaratan ikan (PPI) yang terdapat di Desa Labean
Kecamatan Balaesang dan Labuan Bajo Kecamatan Banawa;

b. tempat pelelangan ikan (TPI) yang terdapat di Desa Batusuya
kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Tibo Kecamatan Sindue
Tobata, Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Tonggolobibi,
Kecamatan Sojol, Desa Labean Kecamatan Balaesang dan Desa
Ogoamas Kecamatan Sojol Utara,

c. Pabrik ES di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara dan di Desa
Labean Kecamatan Balaesang; dan

d. Rencana pengembangan perikanan tangkap, melalui peningkatan
armada tangkap, peningkatan sarana dan prasarana Pangkalan
Pendaratan lkan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) serta
Mengembangkan kawasan minapolitan tangkap di Kecamatan
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Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Banawa
Tengah, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;
(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri atas

a. perikanan budidaya air payau dengan luas kurang lebih 3.845 ha
meliputi 14 Kecamatan pesisir yaitu di : Kecamatan Banawa,
Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora,
Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang
Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan
Sojol Utara, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas :

1. pembangunan tambak percontohan di Desa Tonggolobibi
Kecamatan Sojol;

2. pengembangan UPP budidaya di Kecamatan Banawa; dan

3. pembangunan kawasan minapolitan budidaya di Kecamatan
Banawa Selatan..
b. perikanan budidaya air laut dengan luas kurang lebih 9.594 ha
meliputi 14 Kecamatan pesisir, yaitu : Kecamatan Banawa;
Kecamatan Banawa Selatan; Kecamatan Banawa Tengah;
Kecamatan Labuan; Kecamatan Tanantovea; Kecamatan Sindue;
Kecamatan Sindue Tobata; Kecamatan Sindue Tombusabora;
Kecamatan Sirenja; Kecamatan Balaesang; Kecamatan Balaesang
Tanjung; Kecamatan Damsol; Kecamatan Sojol; dan Kecamatan
Sojol Utara, dengan rencana pengembangan yang terdiri atas:
|. Pembangunan Karamba Jaring Apung (KJA) di Kecamatan
Balaesang (Pulau — Pulau Kecil);

2. Pengembangan budidaya rumput laut di Kecamatan Sojol,
Balaesang, Sirenja, Banawa Selatan dan Banawa Tengah; dan

3. Pembangunan budidaya teripang.

c. perikanan budidaya air tawar dengan luas kurang lebih 643 ha
meliputi Danau Rano dan Danau Dampelas, dengan rencana
pengembangan yang terdiri atas:

I. Pembangunan balai benih ikan (BBI) di Kecamatan Balaesang
Tanjung.Kecamatan Damsol;
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2. Keramba jaring apung di Kecamatan Balacsang Tanjung dan

Kecamatan Damsol; dan Pemulihan stok ikan di danau

(4) Peruntukan kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, diarahkan pada kawasan minapolitan yang terletak
pada kawasan pesisir yaitu di Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan
Banawa Selatan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang
Tanjung, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan
Pertambangan
Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf d terdiri atas:

a.
b.
c.
d.

€.

Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan;
Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam;

Kawasan peruntukan pertambangan batubara;

Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi; dan

Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.

Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue
Tombusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol
Utara

. Batu gamping di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sindue;

Lempung dan Napal di Kecamatan Banawa dan Kecamatan
Damsol;

. Pasir fesfat- kuarsa di Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Sojol,

Kecamatan Sirenja, dan Kecamatan Balaesang;

Granit di Kecamatan Sindue, Sirenja, Balaesang, Kecamatan Sojol
dan Kecamatan Balaesang Tanjung;

Andesit di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea dan
Kecamatan Labuan

. Diorit di Kecamatan Banawa;
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h. Tras di Kecamatan Banawa; dan

i. Gabbro di Kecamatan Damsol.

(3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam dimaksud pada ayat
(1) huruf b, yaitu :

a. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan
Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan
Sindue Tombusabora, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara
dan Kecamatan Rio Pakava;

b. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan T anantovea,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue
Tombusabora, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan
Kecamatan Sojol Utara;

¢. Molibdenum di Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang dan
Kecamatan Damsol;

(4) Kawasan peruntukan pertambangan batubara dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdapat di Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata dan
Kecamatan Sindue Tombusabora.

(5) Kawasan peruntukan pertambangan minyak bumi dimaksud pada ayat
(1) huruf d terdapat di Blok Dampelas, Blok Balaesang Tanjung dan
Blok Surumana.

(6) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dimaksud pada ayat
(1) huruf e terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan Kecamatan Sindue
Tobata dan Kecamatan Sindue Tombusabora.

Paragraf §
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf e, terdiri atas:
a. industri besar; dan
b. industri kecil

(2) Pengembangan Industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan
Kecamatan Labuan.
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(3) Industri kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri
dari :

a.

Industri Tenun Sarung Donggala di Kecamatan Banawa,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan
Tanantovea, Kecamatan Sindue,

Industri makanan olahan dan industri makanan lainnya terdiri dari
bawang goreng, abon ikan dan gula aren di Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Banawa, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan
Damsol dan Kecamatan Sindue,

. Industri funiture terdiri dari kerajinan kayu eboni, meubel bambu

dan meubel rotan yang terdapat dii Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja,

. Industri kerajinan terdiri dari kerajinan tempurung kelapa di

Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan,

. Industri bahan bangunan untuk pembuatan batu bata di Kecamatan

Banawa, Kecamatan Banaw Tengah, Kecamatan Banawa Selatan.
Industri bumbu dan produk masak yaitu pembuatan garam
beryodium di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa
Selatan.

. industri kopra, minyak goreng dan minyak mentah terdiri dari

minyak goreng dan Virginn Coconut Oil (VCO) di Kecamtan
Banawa dan Kecamatan Sindue,

Industri barang kimia lainnya terdiri dari pengolahan minyak atsiri,
minyak pakanangi, minyak nilam di Kecamatan Banawa,
Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Riopakava,

Industri sabuk kelapa di Kecamatan Labuan dan Kecamatan
Tanantovea.

. Industri penggergajian kayu di Kecamatan Damsol, Kecamatan

Balaecsang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sirenja,
Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata,
Kecamatan Sindue, Kecamatan [Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan,
Kecamatan Riopakava dan Kecamatan Pinembani.
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Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf f, yaitu kawasan peruntukan pariwisata alam.

(2) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a.Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung, Pulau Maputi —
Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol;

b. Tanjung Manimbaya di Kecamatan Balaesang Tanjung;

¢.Air Terjun di Loli Tasiburi Kecamatan Banawa, Desa Sipeso
Kecamatan Sindue Tobata, Air Terjun di Desa Bou dan Air terjun
Ogololo di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, Desa Bale, Desa
Wombo Kalonggo , Desa Nupa Bomba di Kecamatan Tanantovea;

d. Danau Dampelas di Kecamatan Damsol;

e. Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;

f. Pesisir Pantai Tanjung Batu sampai Kabonga Besar Kecamatan
Banawa;

g. Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa;

h.Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah;

1. Pesisir pantai Bambarano di Sabang Kecamatan Damsol;

J. Pesanggerahan di Kecamatan Tanantovea;

k.Sumber Air Panas di Kecamatan Sindue;

I. Suaka Margasatwa di Kecamatan Balaesang; dan

m. Cagar Alam di Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara,

Kecamatan Damsol.

(3) Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata dj

Kabupaten Donggala, yaitu :

a. Pembenahan dan peningkatan kondisi obyek wisata maupun pada
sistem jaringan jalan menuju ke obyek wisata.

b. Pengelolaan usaha pemasaran pariwisata pada masyarakat luas, baik
berupa periklanan di media masa, bekerjasama dengan sekolah-
sekolah, maupun kerjasama dengan para pengusaha biro perjalanan
dengan menawarkan rute-rute wisata terutama pada objek wisata
prioritas.
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¢. Membuka peluang kerjasama dalam hal pengelolaan obyek-obyek
wisata prioritas.

d. Pengembangan wisata bahari

¢. Pengelolaan fasilitas wisata pada obyek-obyek wisata prioritas.

f. Pengelolaan sistem transportasi yang menunjang aksesibilitas ke
lokasi obyek wisata.

g. Melakukan pembinaan pada penduduk setempat dengan membentuk
kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan mengembangkan seni
budaya pada lokasi-lokasi potensial, yaitu pada desa di sekitar obyek
wisata.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan

Permukiman
Pasal 33

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf g, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.

(2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi kawasan yang dominasi kegiatannya difungsikan
untuk kegiatan yang bersifat perkotaan dan merupakan orientasi
pergerakan penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya seluas kurang
lebih 583 (lima ratus delapan puluh tiga) hektar, meliputi:

a. permukiman di perkotaan Donggala; dan
b.permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota
Kecamatan.

(3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, meliputi suatu kawasan untuk permukiman pada lokasi
sekitarnya masih didominasi oleh lahan pertanian, tegalan, perkebunan
dan lahan kosong serta aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana
dan prasarana penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, yaitu
seluas kurang lebih 14.048 (empat belas ribu empat puluh delapan)
hektar meliputi:

a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah
pegunungan dan dataran tinggi, dataran rendah dan pesisir; dan
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b. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang meliputi
satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam
tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan
hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Paragraf 9
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 34

(1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf h, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
b.kawasan pengembangan sektor informal;

¢. kawasan pesisir;

d. kawasan ruang terbuka hijau (RTH);

e. ruang dalam bumi; dan

f. kawasan budaya dan adat istiadat.

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia
yang terdapat di Perkotaan Donggala, di Kecamatan Banawa dan
yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala;

b. Kompi Senjata Bataliyon 711 di Kecamatan Banawa Tengah; dan

c. Patroli Pos Pengamat TNI Angkatan Laut (POSAL) di Kecamatan
Banawa dan Kecamatan Sojol Utara.

(3) Kawasan pengembangan sektor informal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk
perdagangan dan jasa, meliputi:
a.kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani

wilayah Kabupaten Donggala diarahkan di pusat perkotaan
Donggala; dan
b. kawasan perdagangan skala Kecamatan pada kawasan perkotaan.

(4) Kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliputi
kawasan jalur pelayaran, kawasan pantai berhutan bakau di Kecamatan
Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol dan
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Kecamatan Sojol Utara, dengan rencana pemanfaatan lahan diatur

berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:

a.kawasan di sepanjang jalan arteri primer diarahkan untuk
pengembangan industri dan pergudangan serta kegiatan pelayanan
umum perkotaan;

b.kawasan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer
diarahkan bagi kegiatan pelayanan umum dan permukiman
kepadatan rendah;

c. kawasan di sepanjang jalan lingkungan akan dimanfaatkan dengan
dominasi bagi kegiatan permukiman kepadatan sedang dan tinggi;

d.kawasan di sepanjang pantai akan dimanfaatkan dengan dominasi
bagi kegiatan perikanan;

e. kawasan dengan potensi wisata.
(5) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30 %
dari luas kawasan perkotaan, meliputi:
a.Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman
pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan
pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen),

b.Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman
rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan,
dengan proporsi 10 % (sepuluh persen); dan

¢.Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b diatur dalam Rencana Detail Tata
Ruang.

(6) Rencana ruang dalam bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e, meliputi:

a. wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau
wilayah yang Tengah dalam masa penyelidikan
pendahuluan/eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin
atau kontraknya maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata
ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;

b.wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi
ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai
arahan prospek pertambangan ke depan; '
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c.wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala
sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam
pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perUndang-Undangan
yang berlaku; dan

d.pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-
aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam
peraturan perUndangan-undangan.

(7) Kawasan peruntukan perlindungan budaya dan adat istiadat meliputi :
budaya dan adat istiadat Marangkale di Kecamatan Labuan , budaya
dan adat istiadat Unde, Uma di Kecamatan Banawa Tengah, budaya
dan adat istiadat Tajio, Lauje di Kecamatan Sindue Tobata sampai
Kecamatan Sojol Utara, budaya dan adat istiadat Mpendau di
Kecamatan Balaesang sampai Kecamatan Damsol, budaya dan adat
istiadat Daa di Kecamatan Panimbani sampai Kecamatan Riopakava,
budaya dan adat istiadat Tado di Kecamatan Riopakava dan budaya
dan adat istiadat Kaili Kori di Kecamatan Sindue .

Pasal 35

(1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 31, dapat dilaksanakan
apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan
tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat
rekomendasi  dari  badan  atau  pejabat  yang  tugasnya
mengkoordinasikan penataan ruang di Kabupaten Donggala.

BAB YV
PENETAPAN KAWASAN
STRATEGIS
Pasal 36
(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Donggala terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Nasional;
b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
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¢. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran
IIl, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pasal 37

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Donggala

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu :

a. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) PALAPAS
(Palu, Donggala, Parigi Moutong, Sigi) yang merupakan kawasan
strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. Wilayah Sungai (WS) Palu — Lariang yang merupakan wilayah sungai
lintas provinsi dan kewenangan Nasional serta merupakan kawasan
strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan fungsi serta daya dukung
lingkungan hidup;

¢. Cagar Alam Gunung Sojol yang merupakan kawasan strategis untuk
kepentingan ekologi dan lingkungan hidup:;

d. Suaka Margasatwa Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung
yang merupakan kawasan strategis untuk kepentingan ekologi dan
lingkungan hidup;

Pasal 38

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Donggala sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kawasan Damsol dan sekitarnya, yang merupakan kawasan strategis
dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan Lalundu yang merupakan kawasan strategis dari sudut
kepentingan ekonomi;

c. kawasan Surumana yang berbatasan dengan provinsi sulawesi barat
yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
dan

d. kawasan terusan khatulistiwa yang meliputi Parigi Moutong - Donggala
yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup.
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Pasal 39

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
ckonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya;
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
d. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
kawasan agropolitan;
kawasan agrowisata;
kawasan minapolitan;
kawasan agroindustri:
kawasan ekowisata;
kawasan pelabuhan; dan
g. kawasan pertambangan.
Kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
terdapat di Kecamatan Damsol, Kecamatan Balaesang ,
Kecamatan Sindue dan Kecamatan Rio Pakava
Kawasan agrowisata scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
terdapat di di Kecamatan Banawa Tengah dan Kecamatan Balaesang
Tanjung.
Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung,
Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan
Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;
Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
terdapat di Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa, Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, dan
Kecamatan Damsol.
Kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e,
meliputi:

mo e g
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a. Air Terjun di Desa Sipeso Kecamatan Sindue Tobata, di Desa Bou
dan Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol, dan di Desa Nupabomba
Kecamatan Tanantovea;

Danau Dampelas di Kecamatan Damsol;

Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;

. Pusat Laut di Kecamatan Banawa Tengah;

Pantai Tanjung Karang, Boneoge, Towale di Kecamatan Banawa
Pulau Maputi — Pulau Pangalaseang di Kecamatan Sojol;

Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung; dan

Cagar Alam di Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara,
Kecamatan Damsol, dan Kecamatan Balaesang Tanjung

Kawasan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,
terdapat di Pelabuhan Donggala Kecamatan Banawa, dan Pelabuhan
Wani di Kecamatan Tanantovea, Pelabuahan Ogoamas di Kecamatan
Sojol Utara

Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g,
berupa:

a. kawasan pertambangan mineral non logam, terdiri atas :

1. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue,
Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan
Banawa, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan Sindue
Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan
Sojol dan Kecamatan Sojol Utara ; dan

2. Granit di Kecamatan Sindue, Sirenja, Balaesang, Kecamatan
Sojol.

b. kawasan pertambangan mineral logam dan batuan, terdiri atas :

I. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung,
Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan
Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan
Sojol, Kecamatan Sojol Utara dan Kecamatan Rio Pakava;

2. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan
Sindue Tombusabora, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol,
dan Kecamatan Sojol Utara;

PR me an o
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(10) Rencana yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial
budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

(11)

(12)

a.

d.

perlindungan bangunan yang mempunyai nilai sejarah diseluruh
kabupaten donggala maupun pengembangan kawasan sekitarnya
secara terbatas (buffer zone);

. pengembangan kawasan peruntukan perlindungan budaya dan

adat istiadat meliputi : budaya dan adat istiadat Marangkale di
Kecamatan Labuan, Unde dan Uma di Kecamatan Banawa
Tengah, Tajio dan Lauje di Kecamatan Sindue Tobata sampai
Kecamatan Sojol Utara, Mpendau di Kecamatan Balaesang
sampai Kecamatan Damsol, Daa di Kecamatan Panimbani sampai
Kecamatan Riopakava, Tado di Kecamatan Riopakava dan
budaya dan adat istiadat Kaili Kori di Kecamatan Sindue .

. pengembangan fasilitas pendukung obyek wisata seperti hotel,

agen wisata taman parkir dan lainnya yang mendukung wisata
budaya; dan

pengembangan industri rumah tangga kain tenun sarung donggala
yang ada di Kabupaten Donggala.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan
pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri atas:

a.

b.

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di
Kabupaten Donggala;

pengembangan Pembangkit listrik tenaga mikrohidro di
Kabupaten Donggala; dan

. pengembangan Pembangkit listrik tenaga Panas Bumi yang

terdapat di wilayah Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang,
Desa Lompio Kecamatan Sirenja, Desa Marana Kecamatan
Sindue.

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, terdiri atas:

a.

Kawasan Hutan bakau meliputi Kecamatan Banawa, Banawa
Selatan, Kecamatan Sirenja Kecamatan Balaesang, Kecamatan
Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan Sojol, dan
Kecamatan Sojol Utara.
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b. Kawasan lindung terumbu karang dan padang lamun terletak di
Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan
Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea,
Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabura, Kecamatan
Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang,
Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Damsol, Kecamatan
Sojol, Kecamatan Sojol Utara,

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 40

(1) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten berpedoman pada rencana
struktur ruang dan pola ruang.

(2) Pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilaksanakan melalui
penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta
perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan
yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan.
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BAB VII
KETENTUAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan  pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan Zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan
zonasi
Pasal 43

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman
bagi pemerintah dacrah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi terdiri atas:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;
b.ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya; dan
c.ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem
prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas :

1. kawasan sekitar prasarana transportasi;

2. kawasan sekitar prasarana energi;

3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan

4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.
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Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pasal 44

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)
huruf b, merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam
pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan
pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesual
dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 45

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di Kabupaten
Donggala scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Izin prinsip;
b.Izin lokasi;
¢. Izin penggunaan pemanfaatan tanah; dan
d.Izin mendirikan bangunan.

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d, tercantum dalam Lampiran VI, yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan
Disinsentif
Pasal 46

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (2) huruf ¢, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam
pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana
struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan
zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
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(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,
dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan
ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah dacrah kepada
masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi
berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 48

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1), yaitu insentif yang diberikan untuk kegiatan
pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan kawasan, yaitu
dalam bentuk:

a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi
silang, imbalan, sewa ruang, dan penyertaan modal,;

b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;

¢. kemudahan prosedur perizinan; dan

d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur
pemerintah.

(2) Ketentuan tata cara pemberian insentif tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

(1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1), yaitu disinsentif yang dikenakan terhadap
kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan
kawasan, yaitu dalam bentuk:
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a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan
besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang
ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan
penalti.

(2) Ketentuan tata cara pemberian disinsentif tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih lanjut Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi
Pasal 50

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d
merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi
administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang
dan pola ruang;
b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RTRW kabupaten;
d.pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang
diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
¢.pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan
yang oleh peraturan perUndang-Undangan dinyatakan sebagai
milik umum; dan/atau
g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur
yang tidak benar.
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Pasal 51

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
huruf a, huruf b, huruf d. huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan
sanksi administratif berupa :

(2)

~ R e R TP

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pencabutan izin;

pembatalan izin;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)
huruf ¢, dikenakan sanksi administratif berupa:

Mo e TP

peringatan tertulis;

penghentian sementara kegiatan,
penghentian sementara pelayanan umum;
penutupan lokasi;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi ruang; dan/atau

denda administratif.

Pasal 52

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang
yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perUndang-Undangan bidang penataan ruang.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 53

(1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah,
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

(2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

75



BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN
MASYARAKAT DALAM
PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 54

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a.
b.
c.

mengetahui rencana tata ruang;

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata
ruang;

. mengajukan  keberatan kepada pejabat  berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di
wilayahnya;

. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
dan

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau
pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 55

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wayjib:

a.
b.
&

d.

mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
mematuhi  ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan  ijin
pemanfaatan ruang; dan

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perUndang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.
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Pasal 56

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 dilaksanakan dengan mematuhi dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan
ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan
faktorfaktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan
struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang
yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
Pasal 57

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain
melalui:

a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;

b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan

C. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58

Bentuk partisipasi dalam penyusunan tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 huruf a, dapat berupa :
a. memberikan masukan mengenai :

1. penentuan arah pengembangan wilayah;

2. potensi dan masalah pembangunan;

3. perumusan rencana tata ruang; dan

4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah

dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 59

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, dapat berupa:
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melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan
lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam
pengelolaan pemanfaatan ruang;

. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan
memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perUndang-Undangan;

melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung
jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;

menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan
dan SDA;

. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain

apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 60

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf ¢, dapat berupa:

a.

b.

memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian
insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan
pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal
menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal
dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang;

mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang
dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
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e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian
pembangunan yang tidak sesvai dengan rencana tata ruang kepada
instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara
langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
disampaikan kepada bupati.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 62

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 64

(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berwenang:
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€)

(4)

)

6)

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan
ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan
tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan
dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan
dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat
bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan
penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang
penataan ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik

kepolisian negara Republik Indonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik

pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik

kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perUndang-Undangan.

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui

pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta

proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perUndang-Undangan.

80



BAB X1
KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55, diancam pidana dengan pidana
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

(2) Tindak pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Pasal 66

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1),
diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang Penataan Ruang;

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 67
(1) RTRW Kabupaten dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 — 2031 dan
album peta skala 1:50.000.
(2) Buku RTRW Kabupaten Donggala dan album peta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran, dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;

c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah
kabupaten;

d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar
sektor;

e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
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f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 69

(1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala
adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali
dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan
bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah
yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan, Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Donggala dapat ditinjau kembali lebih dari
1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga
dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi
yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika
internal wilayah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang
merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000
Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 7), yang berkaitan dengan
penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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Pasal 71

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a.lzin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan
masa berlakunya;
b.lzin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai
dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :

1.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut
disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah ini;

. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan
perUndang-Undangan; dan

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak
memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi
kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah
diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul
sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak.

¢. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan
bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan
ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketetentuan Peraturan
Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang
diperlukan.
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BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Donggala Nomor 8 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2000
Nomor 8 Seri C Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2005 (Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 7), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 19 Maret 2012

BUPATI DONGGALA
ttd,

HABIR PONULELE
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Diundangkan di Donggala,
pada tanggal, 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,
ttd,
Drs. H. KASMUDDIN H, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 1953 0201 1982 03 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012
NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANG AN,

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP. 1960 0305 1994 03 1 003.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DONGGALA
2011-2031

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
safu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain
dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang schingga
diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna
dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan
ruang dan tidak menycbabkan terjadinya penurunan kualitas ruang,

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung
dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang
sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang
yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada
subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem
wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan
ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai
ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang
penataan  ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan
pemanfaatan ruang. Sciring dengan maksud tersebut, pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah dacrah,
maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat
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daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak
boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara, dan dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada
scbagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan,
keberlanjutan,  demokrasi, dan  keadilan dalam  rangka
penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan
otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar
dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan
kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan
keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar
daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin
tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai
dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas,maka diperlukan
Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Donggala.

RTRW Kabupaten Donggala Tahun 2011 sampai dengan 2031,
disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang. Secara subtansi mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten,
sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan
berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas
wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan”  adalah  bahwa  penataan  ruang
diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara
struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan
manusia dengan lingkungannya, keseimbangan
pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan ‘“keberlanjutan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin
kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya
tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan
generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan  “keberdayagunaan  dan
keberhasilgunaan” adalah bahwa penataan  ruang
diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang
dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta
menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.
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Hurufe

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa
penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan
informasi yang berkaitan dengan penataan ruang,

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan kemitraan”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat.

Hurufh

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan”
adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan
berlandaskan  hukum/ketentuan peraturan  perundang-
undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan
mempertimbangkan rasa  keadilan masyarakat  serta
melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil
dengan jaminan kepastian hukum,

Huruf'i
Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa
penyelenggaraan penataan ruang dapat

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya,
maupun hasilnya.
Pasal 3

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat
dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungj
dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat
dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya
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dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif’ adalah proses produksi
dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu
memberikan nilai tambah ekonomi untuk Kkesejahteraan
masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi
kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat
ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan
orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam
tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan Pertanian, meliputi : tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Yang dimaksud dengan “agropolitan” adalah sebagai kota
pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya
sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani,
mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan
pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. terdiri dari kata
Agro (pertanian) dan kata Politan (polis = kota), schingga
agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian yang
tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha
agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik,
menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di
wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan terdiri dari kota
pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada
disekitarnya, dimana kawasan pertanian tersebut memiliki
fasilitas seperti layaknya perkotaan.

Yang dimaksud “minapolitan” merupakan bagian dari kawasan
agropolitan, dimana berasal dari kata MINA dan POLITAN.
mina = ikan. dan politan = kawasan. Kawasan minapolitan
berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : adalah kawasan
yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah
perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan
sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem
permukiman dan sistem minabisnis.
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Pasal 4

Pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan industri
dan pengembangan pariwisata akan menjadi sektor andalan
pembangunan daerah hingga 20 tahun mendatang.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka
tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi
pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama
jaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana
struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah
provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah
kabupaten sekitgar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

1. arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten
yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah
kabupaten; dan

7 sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang
menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi
fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama
pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Pasal 7

ayat (1)

Qistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan
perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah
kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun
rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan
dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

91



ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

ayat (7)
Cukup jelas

ayat (8)
Cukup jelas

ayat (9)
Cukup jelas

ayat (10)
Cukup jelas

ayat (11)
Sistem pedesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan
pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan,
pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi

Pasal 8
Cukup jelas
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Pasal 9
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)

Jaringan jalan sesuai dengan SK. Mentri PU 630 th 2009
tentang jalan.

ayat (4)

Cukup jelas
ayat (5)

Cukup jelas
ayat (6)

Cukup jelas
ayat (7)

Cukup jelas
ayat (8)

Cukup jelas
ayat (9)

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas
ayat (11)

Cukup jelas
ayat (12)

Cukup jelas
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ayat (13)
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf (a)
Yang dimaksud Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro
(PLTMH) adalah suatu pembangkit listrik skala kecil yang
mengubah energi potensial air menjadi kerja mekanis,

memutar turbin dan generator untuk menghasilkan daya
listrik skala kecil, yaitu sekitar 5-100 kW.

Huruf (b)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kriteria dan penetapan wilayah sungai sesuai dengan Peraturan

94



Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 A tahun 2006.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jaringan irigasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 390 Tahun 2007.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas..
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17

Rencana pola ruang wilayah kabupaten diromuskan

berdasarkan:

1. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten

2. daya dukung dan daya tamping lingungan hidup wilayah
kabupaten

3. kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial
ekonomi dan lingkungan; dan

4. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
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Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 26
Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang
berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian
masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnyadi
dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan
peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para
pekerja di kawasan peruntukan industri.
Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan
pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan
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sarana penunjang,
mekanisme insenti

skala ekonomi dalam penyediaan prasarana
Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dne
pembangunan yang ada.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau
yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal
untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik
keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat,
maupun sistem ekologis lainnya, yang selanjutnya akan
meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan
masyarakat, serta sckaligus dapat meningkatkan nilai
estetika kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua
puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah
dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal
dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan
pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.

Ayat (6)

Pasal 35

Cukup jelas.

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya

berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar

terhadap:

1. Tata ruang di wilayah sekitarnya

2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di
bidang lainnya; dan / atau

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
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Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun
untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata
ruang.

Penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi disusun
berdasarkan rencana rinci dan diprioritaskan pada kawasan-
kawasan strategis yang berpotensi menjadi kawasan cepat
berkembang, kawasan yang berpotensi terjadi konflik
pemanfaatan, dan kawasan yang memerlukan pengendalian
secara ketat.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan perijinan adalah perijinan yang terkait
dengan ijin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan
peraturan  perundang-undangan harus dimiliki  sebelum
pelaksanaan pemanfaatan ruang. ljin dimaksud adalah 1jin
lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan kualitas ruang.

Pasal 45
Cukup jelas.
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Pasal 46

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan
untuk perizinan skala kecil/individual sesual dengan peraturan
zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara
bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan
karena dalam skala besar \ kawasan dimungkinkan adanya
pemanfaatan  ruang yang dikendalikan  dan didorong
pengembangannya secara bersamaan.
Insentif dapat diberikan antar pemerintah daerah yang saling
berhubungan berupa  subsidi silang dari  daerah yang
penyelenggaraan penataan fuangnya memberikan dampak
kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan
swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada
Swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana
tata ruang.
Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan
untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang
melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai Jjual
kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak
lebih tinggi.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.
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Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.
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Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2012
NOMOR 1
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

LL@W’

MUZAKIR PANTAS. SHMH
NIP. 19600305 199403 1 03
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PERATURAN DAERAH

LAMPIRANIA * | ABUPATEN DONGGALA
NOMOR -1 TAHUN 2012
TANGGAL  : 19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
TENTANG . WILAYAH KABUPATEN

DONGGALA TAHUN 2011-2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
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PERATURAN DAERAH

LAMPIRAN IB KABUPATEN DONGGALA

NOMOR © 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN

TENTANG DONGGALA TAHUN 2011-
2031

PETA SISTIM JARINGAN TRANSPORTASI DAN PUSAT KEGIATAN
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LAMPIRAN IC

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAF}
KABUPATEN DONGG
1 TAHUN 2011
19 MARET 2012
RENCANA TATA RUAI
WILAYAH KABUPATEI
DONGGALA TAHUN 2
2031

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA ENERGI
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PERATURAN DAERAH
LAMPIRAN IC KABUPATEN DONGGALA
NOMOR .1 TAHUN 2011
TANGGAL - 19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-
2031

TENTANG

PETA RENCANA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
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PERATURAN DAERAH
LAMPIRANIE : KABUPATEN
DONGGALA
NOMOR ;1 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 MARET 2012
RENCANA TATA
RUANG WILAYAH
TENTANG :  KABUPATEN
DONGGALA TAHUN
2011-2031

PETA PENGEMBANGAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI
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PERATURAN DAERAH

LAMPIRANIIA & | ABUPATEN DONGGALA

NOMOR .1 TAHUN 2012

TANGGAL . 19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN

TENTANG DONGGALA TAHUN 2011-
2031

PETA RENCANA POLA RUANG
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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN
DONGGALA

LAMPIRAN lIB
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LAMPIRAN IIC

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012
19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-
2031

RENCANA KAWASAN BUDIDAYA KABUPATEN DONGGALA
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. PERATURAN DAERAH
LAMPIRAN IID - KABUPATEN DONGGALA

NOMOR © 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
. WILAYAH KABUPATEN
TENTANG " DONGGALA TAHUN 2011-
2031

PETA RENCANA KAWASAN AGROPOLITAN
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LAMPIRAN lE - PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DONGGALA
NOMOR © 1 TAHUN 2012
—— 19 MARET 201219 aARET
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
TENTANG DONGGALA TAHUN 2011.
2031

PETA KAWASAN MINAPOLITAN
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;. PERATURAN DAERAH
LAMPIRANIIF =\ s BUPATEN DONGGALA
NOMOR -1 TAHUN 2012
TANGGAL © 19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-
2031

TENTANG

LOKASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

e
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LAMPIRAN IIF

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
1 TAHUN 2012

19 MARET 2012
RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2011-
2031

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 1 TAHUN 2012
TANGGAL :19 MARET 2012

INDIKAS| PROGRAM
Tabel 1.1 Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031

j [TE] RPM 2 RPN RPN -4 i
Koglotas Utss Katamatan Lokssl Vokane Bl 200 21 2 il N w0 1M vy
5 g f 1)alalalelalafsialsialasla[sislalalals
A _| PERWUJIDAN STRUKTUR RUANG | |
Pust
1.1 Rancana Puast Al
8. Pangembangan dan pementapan Perkotaan
[PH)

LS AN | o Perktaan Banawa 1 kegitan APBOKED
B S et Barens Petatssn Berava 1 ogitan ‘ APBOKaD
3 Pembangunan Pusal peliymnan kesshalan
. &rum-nsu Baniwa Kaiurahan Kabonga Besar 1 kegiatan AFBO Kad
5 mmm"‘"‘“ | Barows Perictsan Baneve 1 hagitan | f APBD Kabh
6 Pambangunan Temingd Tipa § I'.Bmm. Pertolgan Banewa , 1 hegiatan I AFBO Kab
7. Indusi Pengolshan ikan Banaws Kecametan Bangws 1 oglatan 1 AFBD Kaby

| * P““"""”E!”Emwﬂmm - Periolasn Benawa ! kgt ] T
8 Pembangunen Plagt olshraga dan keesnian | Barmwe Petiotzar Banaws 1 hegiatan ! ] | APBD Kab

bwwmmmw

| )

1. Panyusunan Rencana Rincl Perkclaan Baloesang dan |
gl Senpes Dilien Perkolaan Tamou dan Desa Wataty | 1 kegitin ! || wee0K

2 mﬁmmnw WWM Desa Tarmbe dan Desa Watstu 2kegalmn = Hef e ll f : ]I APBD Kab

. ) Pm::mummmmw Sty — YV i 1 i i | I I ﬁm
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R - Dies AU ar|
4. Pembengunan Pusal Pamariniahan | Batsesang Banawe . APEDYED |
facamatn ke eamein ke o) | Soidsr Dosa e dan Do Wt Bt ;@L
5. Pombangunen pandciian wecamaten (SO, | Bxiseseng Banaws : AP0 ke | .
4P, S04 SUR v Dosa Tamu can Do Wiy | s e
e
8 Pombangunan sarane perdagangan dan ; i
g — Desa Tamo da Desa Walsy mo.w
. Fagembargan patotan Pusaiaga Lk T |
Plg) Dosa Toay o Desa Sy AP0 kb M‘
1_Payohran Rencana R Perctn PXp =

2 i Socs Damsd, | Dost Toayaan Do WP Kabl | Perhatian dan

Pangermbangan ndat pengeeh paacan & wep Satang, pioiegl oo !
A !

3 Pergenbangan agaren st banss S &"” Dl P a0
14 Pusal Parmérirlehen ecamatan Bagian |
i sy s SteDamed | DosaToadon Do S -

g ”“”";Nm"m“{m SoceDumey | Doss Toay Do Saarg |

mmmm Sncue Damsd | Dosa Toya dan Dewa Satang i

. Pangembangan perkotaan by kota kecamatan yang ; :

mgmmummm Sl U S | APEDXab | Dings PU :

T Stocna i P | 809 T | 11 kgiln 1PED Kab! | s Pndcien

’ Side Tertusaton, | gt APEN
:Pgmmwhnuw Sde Tl owmmmmm ,,W APBDKab! | Dinas Kesshalan |
Shw?ﬁwwm:puﬁmmm Tt | e Linbory ! - :

[ APBDKe) | Pendietinds |
4Pmuwmmmmumm wﬁlm"’m i11W | et

mm__mm 5 ‘
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ol A 0 §a Syar ety Tt Ty bty Sy 4} 1184
b N e [ it 052
1, Ponyedian sarand dan prasarnt Balseiarg Tarjing  [Desa RanaB, Diesa Joro, i ek APED Kab mw
pamuskimian, pertanian, pedkandn, Slranis, (Desa Saioya, H i dan
petemaken Shdue [Desa Tamprenie 3 o ; tarlan
Tambrsebon, ] Preigmakan, Dicas
Siue Tobals,  (Desa Spes, i P o
BaavaTegth  [DesaGimpubis, B 8 2t i Bt Kelauan
(Deas Kela - Koia 2 2 .} p
2. Penncinaan dan Pengarbangen RoPakavs, Sincve, | Rlo Pakave, Sindus, Balsesary, thggamn | ol 7 T Dieas Patarian
A Sy | Dansg | " & | AEBNSM | s Py
Damsd .. 7 | APBD Kab
3. Perareanasn dan Pangembangen Saleniny, Bdowsang | Balsssany, Belaeszg Tanjurg, f - T b |
ftan Tarjung, Esnews Bangwa Tangah dan Banaws Selaten, " % B
Tergah dan Banaws | Sapl Liana den Scjol i i i APBNdan | DhasKelauan &
Seialan, Sojol Liare ! APEDKa: | Pt
I a1 Sdl it '
‘i 4. Pevancansan den pengembengan Borawa Tongahden | Banewa Tengah dan Bazesang ! APBNGE | o
Agrowineta ‘ Balseang Tatng | Teriurg APRDKab wm"""""m |
§_ Parencanaan din Pongerbange kewsian | Sirerja Bdassang, | Sirena, Bulaessny, Barava Selaan, , AFEN G
| Bargws Saluian, | Tananioves, dan Ropeua | AFEOK& | | Dinas Petanian
i Tenarioves, dan | by | dan Dinas PU
! | |
nn Jaian dan Jembatan | { ]
1| Pembengunen Jaian | i : |
- Pembanpunan Jainn By | RoPaian | Pantoicbets, 0w, I, 1v, Y 1 Kn APBOKab | Dinas PU
E Jalon Basu pergpant fgan mala :
|| ”'W“m!!! e | evawa - Boeraan wom i A0 | DRy
1 1- Pomuenguran e (Linjuten) : g, Ogn. - | #m APBOKSD | Cinas PU
- Pambanguran Jalan Ba 1 Pakava, Dsn. I Sed iim APBD Kb | Dinas PU
- Permbenguran Jalen Bany Den. Il $p1 - dkm APBDKgb | DiesPU
- _ Pombangunan jalan Bany Dan. ¥ Lk APBDKs | Dinas PU
- Pembangunan Jaian Selapsk Cor Beon (Beu | Banmwa Sekian Sal . Osn. | 1000 m APBDKeb | Dinos PU
i PMME_ Lumbuiema, Dse. I, li 18 im APED Kz | Dinma PU
. Tolongan, Di. Lers. 18m 1 APBDKad | Dinas P
- Pombargunan Juan Dess _ Mo, Den, [V V) ik | APBDKab_ | Dies PU
Pombargunar Jeian Desa [ erjuten) Sincue Tebata 08, Dsn. I 0m N | APSOKa | Dinas PU
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wistint NeglGeObem oo . Rscometin L Lokl - Yolsme 2 28 . a !lli'h Pelakoens
ISR I 0 Sl 4ty NG BN c Ty L TR Ly 112)3)4 L] x
- Porbussm Joen Exry (Sposo - Tamarena) Stpose, Dun [l__ EL] APEOKeh | Dinan PU
»_ Pormbubgan Jakan Bary ke Kantong Produial Sitara Tobats Oan. [ Bhm APBD Kab . | Dinas PU
- Pembustan Jaen Setasek Bangws Kel, Kebonga Kedll RT 08 150m APEDKab | Dinas FU
- Porbanguoan e Ke katoog Produsl | Taraniovea Suntatno, Dun. | 1 A8k APEOKeh | Dras PU
- Pembangunen Jdan Nombo Meansu Din, | Balys 26km APE0Kab | Dnan Py
Nupabombe, Dan. 1 i APk | Dns Py
- Pombukan Jatan Unhik Perkasan
Wombo Kaianggo tkm APEDKab | DinasPU
= Ponbakam e Uik Porbonge e o || ke | Onmby
- Jiian Bary Labuan Labuan dsn Labuen Parimba 100 m AP0k | DnasPU
- Portbukesn Joan mFM'T‘M‘““ 800m APEOKD | DinasPy
- _ Parbukaan Jalan S Tortbusbors | Kalbary, Dot L, ¥ ok APBDKa | Dcas FU |
- Porkaguan Jom Demal Sioyeng, Can. Elm APBO Kab | Divas PU
= _Perbaguin Jain Lngla Doss Stgorg, Osn. |, L W X00m MEKke | Dha |
- Patbukas Jdan S50 Panggaaang, Con. IV T ! APEOK® | Diras PU
- mmafmummmw-.m Lompke 1 4um ;: APBOKa | DinasPy
- Porvtuksan Joan Desa Omo §hm AFEDK® | DbasPU
. Jilgn Beru Kavating 08, n APEDK® | DirasPU
| = B o Pum - Jany Dan. IV Pura 12km | AFSOKs | DirasPU
- Porbangunen Juan Bary Snde Den. |1 10, IV 4km ) AFB0K® | DvmPy
- Pombukaan Joan Ko Kariorg Produie Bunawa Tongsh | Lumbudely D 180m ; APBDK& | DmasPU
- __Pombanguran Jaign Desa Koia- K, B, IV T e APBDKa | DinsaPU
- _Pembuksan Jain Sefapek Towdle, 030, | 1, I %n i APEDKab | Diras PU
- Pembengunan Jgian Ungkungan Mekar Ban Dun. |l 2km o APEDKa | Dinss PUI
- PU_MH!J@MBH\I-M.V Phoarbani Paingumg, Oun ! Bim e i | APBOKah -| DinasPU
- 1/ Ke Kartong Proctel | Bdaesang Taniung | Walanding, Oun. 1,11 Bim bl - APSDKab | Dings PU
- Pomtenuraniasn Pan_ o AFDKab | D U
- Pambangunan Jelan Bary Balassang Tamby, Dsn. | 1im | APBOKab | DinsaPU
- Pemiukaan Jaan Ko Kantong Produkai Shwel, Oon | §on ! APEOKa | DinsPy |
- Pembanguinen Jaisn Bany Lomberga, Dsn. | 25hm | | APBDKad | Dinas PU |
- Pambengunan Jalin Passr Sibayy 1 | APEOKab | DnasPU |
. falr Bay Mel [5im | | | APBOKab | DinasPU
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[ Kaghvan g - U st Lokml - ¢ o Volese | NULBH | ao7.am g-'w mm'ﬂ' MW
| | o ST N AT C Py l!llfl 1;: s 4fsielalalals i
12 | Pembangunan Jembaten APEDKS | DirasPU_—
E- Pembarsgnen Jamoetsn 4 Buah (B RoPaava Pertolsbets, D, | in i [ APBOKe | DU |
- __Pembengunan Jsmbeten Sungal Shela [ 1 unit : VI 0 0 00 P | APSDK® | Dinia FU
.  Watowy (Bary Dan. om g Jl LT [ || APSOKab | Dinss P
- fmmm 5n ]r | : ] % | lr i’ | APEDKab | Dimas PU
Baton 7 bysh (Be Mbulaw Jbuh I 11 | L] APS0Kab | Dna FU
4 : B iy [N SN R, @ | tnw Al
[ J LT TR 5 0 O O O [T T iPe0ka | onmepy
i | Ric Wt D, 11 [ Tun ad L T T T | | [ T T4Pskab | onmpy
Hin Makmur Bgn. 1 [V | 2uni | i o [ ] | T TTT1 717 ] !Aﬂsom Dinas PU
. | Mot Mo D loman | | J [ [] [T] || [ wore | oemm
2 | Ngowl, Dan. v Wm 'JI!.'IFIIrErmmumPu
: - — EamemssmsmEaE: ¥
e - Peerbangunen derbatan (Bany| m | APBOKst | Dinas P
peenf - Pumbarguran Jorbsian Kay, Ban] | | Oun. 1 [Suk | 8 O O APEDKah | Dinm Py
- Pembangnan Jembasn [Bary) | {2k Ak  NE 5 Y o APBOKS | Dirsa PU
|- Pambagun denban ot () [ Buktinan, Den. |1 ]ﬁ-"“[‘ [ ] I| ] []] [ wreoKe | Dinepy ]
- [ o ; 80 1 9 K& | D U
1. 1_Parmanyn L 1] [ LT T 177 APEDKab | Dings A
[:. | L T T T \vaoke T bem i
L Pantangusen Jambalin Gartrg (Bon) | H A T T T T T T owke oy
11 00 5 0 0 3 APBDKeb | Dinss FU
- e e —
nan Jambats ALl |
7 nan [T SR ] ksb | Dinas PU
- ———En—— e e
¥ ) m i i Ksb | D PU |
s mmmw@; | Meuws Do, 1, 11, 1 bugh L |[ | Kab | Dines PU
- Pembanguran embetan Pemanen (3ar,) ! & Dan. | unf ; | | APBO
" : [ Dsn i T 1k + SN ] | | Dinas P |
e — ) T T T
- wmwmmﬂ il Tenantoveq Bale, O, | [s0m A [ ’ { |I ’ [ / { | ’ | APBD K | Diras U
; e Jarbatan Labun Din, Luimbu, Den, Tai [6rxiem [ T T T T T 17 APBO Keb | Diras PLI
ey Labuan Togoss, D 1V KT LT T I T T [ T T T aemowp DhwsPlU_ |
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- _Pembangunan Jambetan (Ban] Stidue Tombusabors 2uat APBDKab | Dines PU
- Pambergurien ambetan (Bar &n APEDKab | Dinaa P
- Pambengunan Jumbetan (Bar) i APBOKe | Dias P
- Pobergunan Jombalan (Bas) D Amibn APBOKD | Dot Py
- Porknguan ot (a1 inids ko [Dowhl |
- Ponbasgunan Jambatan (321 Un APROKe L Ohe Py
- o orbon Gk o) __| &0 I ' R —
"~ Porboguiestas Gairy 8w s s : e Lo
2 |
- Porbengunan Jembetan (3an) Suall i l APECKab | DinasPU
e Tod | AP0 K| DoaaPu
; Thish | ! APBDKD | Dis PU
E Jembatin Bard Stans 2unit ] | | APBDKeb | Dines PU
: et
- Pambanguian Jembatan Permanen (Bary) Spi 1unit IJ | i APEDKsb | OleesPu
- Pommbangunan Jenbatin Pamaren (Bar) Emifm : % WPBOKa | DeasPU
- Pentaqurar Jenbe Gara Bon) | S Vo An =' g Lwl
- Pembangunen Jembaten Pemanen (Beru) dunit APBOIGS | DinasPU
e L T pe— SN (1) NBOKD | DnPU |
TN k) | Dings PU |
10N [T rd) Dinma PU |
~ Perbangunan Jembatan Permensn (Ban Junh APEDKa | Dias PU
~ Porbargen Jenisn (] Edary 2o . R ML)
- Penbargun iambaen on] fa 1 ey el
- Pambarguoan Jembatn Kap(Bary) i K L Dweri
Pambanganan It Prdsssan i |
(T3 Poninghatan Jaen dun Jembitan Pacesasn " ..~ T
- Peningkatan Jaian Rl Pekara Bonemarae, On. I 3000 m APBD KD Y
- Petinghatan iz Dess Bonemesaud, Oen IV Hom APBDKa | DiaaPl |
~ Peringkatan Jaien B Dea. bl 2000m | APEOKa | DinsPll |
Patingatn 80 Genanrmes, Do V 760m ‘ AEDK® | DBy |
. Jalan Poros Desa Bonemarawa $00m APEDKa | Dines FU
- Peringiatan Jaan (Bary) Bonemerang, Dan. | Tuni [ | APBOKE | Dings P
. Miawa Woulows - B00m 11 APBDKao | Dines PU
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) YRR : pi . §2 pjatajnlefalsle p)slalsl1jalale 75
 Dosa o e = ' i P
- Paningkatan Jalan (Bavy} . | Ngowt, Den. Il APBOKab | OnasPY
- Peninghaian Jaian Pore Levian) " Ngovi,Dan. - IV g APBOKsb | Dras PU
- Peningkatan loisn Dees (Bary) | Panca Mukd) Den. | I APBDKsb | Dinas P
—Poringaan o Doss () | Polino Jays e | APBDK | Do P
- Peningiatan 2 Pors Desa | Polanto Jaya, Oan_ I, It | APBOKb | Dinst P
- Peningcatan laian Poros Dess (Lajutan) | Polantt Jaya D [V APBOD Kab | Dinas PU
- P dan Jalan Mbulava - Pakeve | Mbuiawa - Paava APBDKy | Dings PU
- Pergaspsan Jgan Dess ) | Toven, Den | § yEs et
- Pucinghain Do | Toem Don! APBOKE | O P
-_Pengaspalen Jalan Desa (Bary) Banews Selgian | Salungkaeny, O | APEDK® | Cins PU
- Pengassalan Jalan Dess (Ben) Lumbumansa, D, 1l ] APBDKab | Dinas PU
- Pergasgelsn Joan Dasa (Barv) s A APOKsb | Dinas PU
- Pangaspaian Jaen Dess (Seu] Lumbuiama, Den I, IV | APADKab | Dinas PU
- Pangerssen laen (Bani) Lumbuarra, Der. | APSDKab | Dines P
|- Polsbaran Jian (Bory Lumbuiama, Dan. | Kab | Cinas PU
| - Pongespelan Jaian Dese (Bary] Tanghimes, Osn. [V | APBDKab | Dinas PU
|| - Palsbaran Jaten (Bany) Sal Den. | APBD Kb | Dlrsa PU
l - Pongaspalen Jalen Lingkungan (Bary) Tossle Dan. I, I, V APSDKsd | DinesPU
L1 Peingrate i Dese (Bary) Toodlo Do}, I S0k _| O P
- Penghamparn Jalen Onguéare, Osn. IV APBDK® | Dinas Py
- Pengaspelon Jalan Desa (Bary] Lumb Dan, 1, It 1l APSDK® | DinasPU
- Pengerasan Jalen [Ban) Wowwy, sn. [ I U 1V, IV APBDKab | Dinas PU
-_Pangaspaien Jaian Desa (Bary) Sutumana, Dsn. L I, | APEDKab | Oines PU
- Pengespalan Jaien Desa (Baru| Wataty APBDK® | OvasPU
. Jilan Desa (Bary Sindue Tobate Tamarania, Osn. | APSDKab | Diae PU
- Peioggatn Jor Do ) Taraws O _APEDKe | O
- Pengaipalen Jalan Desa (Banu) Ot Daa. | 1L 1L, IV APBDKad | Dinas PU
+ Pengespalan Jaian Desa (Baru] Sipaso, O - APBDKab | Dinea P
5 Jelin Doty Alinday, Dsn. V APBDKa | Diras PU
- Peninghatan Jalen Desa [Baru) Sikara Tobats, Dsn. V, VI | AFBDKab | Dings PU
- Panvnghstin Jalan Baniaws Kei. Kabongs Kec, RT 07 I APBDKeb | Dines P
- Pergaspdan Jdan Tonghl et Labuan Bajo, RT.01 RWO4 ! APEDKab | Dings PU
- Pengaspelan Jaan Lngiar Kl | APBDKe | Dines P
- Pengaspaian Jaen Lingkungan | Kal. Maleel, RT 04.AW.02 | | | | APSDKab | DinssPU
- Pengaspalan Jolan | Kal Tenjung Batu, RT.O2RW.01 | | | | | APSOKay | DirasPU
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I : : i ‘ 1]3l4 1!%4!;1:!4“ this ;
- Pengaspeien Jaisn Lok Oga, D, |- Dsn. I in : APSDKab | Dines PU
- Paingharan Joe) Lol Ssluran, RT.02, RT.8 km 1 APEDKad | Oinas P
[ - Pengersan Jaan (Bany) Taraniovea Wombo indk, Den 1 1 km | APBO Kab | Dinas P
- Pengoresen Jokan (Ben) Wombo Kaingao 2um APBOKab | Dins PU
+_Pangeresan Jalan (3am) Wanl ll 3im FESb APBO Kab | Dinas PU
+_Pambugan Paving Bk Wl tim it APBOKab | Dinas PY
- Pengaspaian Jgen Lamekabty Leuen Duten Ypaau 200 ; APBOKab | Dinat P
«_Pengerassn Jaian Dusn Pancae Xon APBOKab | Dinas PU
- Pengassalen [oan Dusun Lumby 8im i APSD e | DnasPu
- Pengaspaian Jafan Dalam Kota Lsbuan Jkm .| APBOKeb | DnasPU
- Pergaspelen Jxm Lsbuen Kungguma, Dsn Lumbuaka | * km ; APROKab | Dinaa PU
- Pengaspalan Jaimn Lebuan Les, On0. | 1L IV Skm 3 APB) Kab_| Dnas P
» e memThwmsm i 4ob | APBDKab | Dinas P
- Pengaspilan Joan Labuen Sehmmbons WEm LA AP Kab_| Doas P
- Jaign Lebuan Perimba, Do, Lengary 20m 2 APE0 Kab | Dinas P
2 Jsim Sdun Tommusabors | Sdloya Tpam o APBD Fab | Dnas P
Ign Kallours, Din. | 3k A | APBD ¥ab | Dnan PU
- Paninghaian lalen Damsol Cen. 000 m e APB0Hab | Dines PU
- Pengerassn Jafan (Baru) Budi b, D, -V a5mn & APBD k@b | Oinas PU
- Pelinghalan Jain Paritan Agung Osn. |, 1L 1l 13k ) e APED Kab | Dingy PU-
- Petingiatan Jaian Taaga, Dsn I, 27km AP0 Hab | Oiras P
- Pugespaan Jaan Sabang, Do |, 1L,V 25im APBD Kab | Divas FU
. Pengepdan jalan Osn. |, 1L B 000 m i APBD Kab | Dinés PU
- Pengecasan Jakin (Bany] Panl, Dsn. |, Il IV Bkm R APBO Mab | Cimas PV
:_Pargapsla o (Lnivr) Ponggeang, Deo 1,V (1] SER |
- Pagusnisn Ponggerany, o I Sha REOKs 1 Ones Py
-_Porgapatn Josr E Tonggett, D V.1 1) APEDKah | Dras PU
- Pengaspalan Jaan (Lanitar) Siboang, Dsn. |, [, 42im | | APBOXab | Dinas PU
- Pengeriasn ighn B Sioogng, Oan. . ¥ L] APEDKa | Dinaa PU
. m*‘“‘m"‘“m Stwaano, O, | 2 g APR0Kat | Dian P
-_Pengerasen Jaien (Bory) Sowalsmpu, Dun. | dkm ' APED Kab | Dinas PU |
- Pengarasen Jaian (Bony| Shwilampu, Own, It x0m | APEDKab | Dings U |
- 25an Jaan Dess Wb gkan I 1 : :
L B g, 1 o | s i ] 'i | | 0N8 [TemN |
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L Keglstan Utasie | Kecamaton Lakes! Velune yn-un ] o Poltksan
BiH4 i 3!1 §
- Peringhatan Jal Dose Panggalssieng, Dun. | Il 3hm APEOKat | Dines P
|- Pengaspilan Jam Den. LIV APED¥ab | Dines PU
|- Pengasgelan Jalan Batukang Den. | W | APBDKab | Dines P
- Pergeraun Jalon (Bav) Baubarg Can. 10,1V Z00/m | APBOKa | Dinws P
- Pangescaan Jlan Dapan SUPN 2 S Dan. ¥ m I APEDab | Dinas PU
- _Pengaspalen Jalan 1l Dy, 1 IV, ¥ /00 m 1 | APBO Kb | Dines PU
- _Pengaspilen Jaian Samall, Dan | 1, U 48kn 1 : APEDKab | Dines FU
|| - Pergerasan Jalon Bar) Samalll DoV Bm | | APBDKab | Dinas PU
- Pargaspian Jam Sireria Lamglo, O, |, i 4hm [ | APBOKab | Dinas Pl
- Pongerausn Jsisn [Ban) Orbg 2km ! APBOKeb | Dines P
- Pengapaian Joan Do 2hm [ APBD Keb_| Dinas P
~ Pevinghaian Jaan Oma Banuma, O LIl 35k ' | APBOKah_| Divas PU
|- Pengessaian Jalan Tanjung Padang, |, 1im | | APBDKsb | Dines PU
-_Pangespalan Jolan Sinde Daloka, Dsn. | i, ¥ 2km | | APBDet | Dines PU
- _Pengaspaan Jglan Lero, D1, i -V 3im i | APBDKE | Dinas PU
- _Pargaspaan Jaian Laro Tatar, O, [~ IV 3km | APSDKgb | Dines PU
-_Pengaspalen Juan Kumbasa, Osn. 1 -1 35km ; APBOKat | Dines PU
- Penceepelen elan Masging, en ., Il 3km APEDKab | Dinat PU
| M"m“’“""' BrevaTogsh | Fowsha 74m APEDKa | Divs Py
[ - Pengespelen Jafan Lumbudabo - Powsiu Powsia__ [0 APBOKad | Dinas PU
|| i it Kt Wt | g ey | Wirone o e | onapy
- Peningketan Joan Kabupetan Pormay i APBOKab | Dinas PU
- Poninghatan Jajen Kabupelsn Firo i APBDKab | Dinat PU i
- Poningiatwn olan Male, Dse. |, I 2im APBD Kb | Dins PU
- Peningkatan Jalan Hamoni, Dan. | km APBOKeb | Dinas PU
Paﬂmm Marimbays, O, || km . APEDKab | Dinas PU
Panirghatan Jembadan darf Sect Femanen E
%num Ketorg BM (7 buah) , APBDKab | Dinas PU
BM {5 buah) [ APBDKab | Dings PU
5M {2 buah} Diras PU
- Perlrgieatan Jaian Kaienp Menimbaya Kekong | §km APED Kab | Dinas FU
- _Pengaspaian Jaign Bilegsang | Lembonga, Dsn. | 1004 m | APBOKab | Dinas FU |
- Peninghatan Jsin Produks (Panqsgelan) | Waino, Dan I 25k I APRDKah | Dina PU
- Pengaspafen Jolen | Latean, O, V | 00m 1 APBDKab | Dinas PUJ
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~ Pengasgien Jian Dead Tamu 7im APBDKE> | DinssPU
- Pengerasan Jaan (Ban) Tovia, Osn | tm APBDSD | OnasPU
- o Jaimn Desa Towia, Dsn. | 7im APED Kab | OnasPU
: e Usaha Tan (B Den i 18k { APBD Kab | Onas P
- Pengerasan dakan Maowodong (Bau) Shusiong, Osr. 15km APED Kab | Oinas FU
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+ Pengeloiaan Kewasan Kecamatan Damsol Pusat Laut, ' J | ! I
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LAMPIRAN V :RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR i
TANGGAL !

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI
Tabel 1,2 Peraturan Zonasi Kabupaten Donggala Tahun 2011-2031

»e mmm
Kabupaton arbolehianEInG Prasarana Minkmum Ketentusn Umum Lalanys
A, Kawasan Lindung
A1, Kawatan Lindung yang Memberikan Perlindy Kawasan Bawehannya
® Kawasan Hutan | 4 hﬁﬁﬁﬁn apabila % Dllarang apablla keglatan yang « KOB yang 4 Permbangunan sarana 4 Kegiatan yang sudah ada
Lindung ada hutan produksi dan ada df hutan lindung tidak ditjinkans10%, KLB dan prasarana pada dan tidak menjamin fungsi
kegiatan budidaya menjamin fungsi lindung. Dengan 10s% dan KDH 290% kawasan inl dibatasi, lindung, secara bertahap
l2innya yang masuk dem'kian secars bertahap Bangunan yang sudah dikembalikan pada
dalam hutan lindung dikembaiikan pada fungsi hutan ada dan tidak fungsinya, dimana
dengan disertal upaya lindung. Proses perallan fungsi mengganggy fungs! pehiuanunny;
konservasinya menjadi disesuaikan dengan kondis! fislk, lindung masth Ikan dengan isi
hutan produksi terbatas, sostal ekonomi setempat, dan diperkenankan selama fistk, mial dan ekonomi
kemampuan pemerintah dengan dapat memenuhl setempat, dan kemampuan
pengembalian yang laysk. ketentuan tata pemerintah disertal
bangunan dan tetap nggantian layak.

+ Pada kawasan lindung, 4 Tidak diperbalehkan adanya melakukan tindakan + Tanah rusak atau tanah
kegiatan budidaya yang perbuatan hukum yang potensial konservasi. Bangunan gundul yang ada di hutan
diperkenankan adalah mempersulit perwujudan baru tidak diijinkan. lindung segera dilakukan
keglatan yang tidak keglatan hutan lindung sepert! & Jalan setapak dan rebolsas!, dan yang berada
mengolah tanah secara pewarisan untuk permukiman, gazebo di luar hutzn lndung
intensif seperti hutan atau jual beli pada plhak yang dilakukan penghijauan,
atau tanaman keras yang ingin mengolah tanah secara 4 Hak atas tanah yang sudah
panennya atas dasar intensif atau membangun ada di hutan lindung tetap
penebangan pohon bangunan fisik. dihormati dan masth boleh
secara terbatas/terpilih | « Pembatasan pembangunan dikuasal sepanjang
sehingga tidak terjad! sarana dan prasarana, Bangunan kegiatan dan penggunaan
eros| tanah atau yang sudah ada dan tidak tanahnya memenuhl fungsi
merubah bentang alam mengganggu fungst lindung masih Wndung dan melakukan
seperti penambangan diperkenankan selama dapat tindakan konservasi secara
bahan galian atau memenuhl ketentuan tata Intensif,
perindustrian, kecuail bangunan dan tetap melakukan 4 D1 dalam kawasan hutan
keglatan tersebut tindakan konservasl. Bangunan dan hutan cadangan )
mempunyal ntal baru tidak diifinkan. ditarang melakukan
ekanami tingg! bagi % Kegiatan eksploras! dan pemungutan hasil hutan
kepentingan kabupaten, eksploitas yang bertujuan untuk dﬁlan menggunakan alat-
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Kabupaten Katentuan Umum
A, Kawasan :
Al. Kawasan Memberikan Perlindu Kawasan Bawzhannya
B Kawasan %  Diperdo 2 "3 Dilarang apabiia kegiatan yang | & KDB yang 4 Pembangunan arana | & Keglatan yang sudah ada
Lindung ada hutan produksi dan ada di hutan lindung tidak difjinkan<10%, KLB dan prasarana pada dan tidak menjamin fungsi
kegtatan budidaya menjamin fungsi lindung. Dengan |  10s% dan KDH 290% kawasan ini dibatasi, lindung, secara bertahap
l2innya yang masuk demikian secara bertahap Bangunan yang sudah dikembalikan pada
dalam hutan lindung dikembalikan pada fungs! hutan ada dan tidak fungsinya, dimana
dengan disertal upaya lindung. Proses peralfan fungst mengganggu fungsi pelaksanaannya
konservasinya menjadi disesuatkan dengan kandis! fistk, lindung masih disesuatkan dengan kondis!
hutan produksi terbatas. soslal ekonoml setempat, dan diperkenankan selama fistk, sosiat dan ekonomi
kemampuan pemerintah dengan dapat memenuhi setempat, dan kemampuan
pengembalian yang layak, ketentuan tata pemerintah disertal
bangunan dan tetap penggantian yang layak,

4 Pada kawasan Undung, | + 11dak digerbolehkan adanya melakukan tindakan & Tanah rusak atau tanah
keglatan budidaya yang perbuatan hukum yang potensiat konservasl. Bangunan gundul yang ada df hutan
diperkenankan adalah mempersutt perwujudan baru tidak difjinkan, Undung segera dilakukan
kegiatan yang tidak keglatan hutan lindung seperti + Jalan setapak dan rebolsasi, dan yang berada
mengolah tanah sacara pewarisan untuk permukiman, gazebo df luar hutan lindung
Intensif seperti hutan atau jual beli pada pihak yang dilakukan penghijauan.
atau tanaman keras yang |  Ingin mengolah tanah secara 4 Hak atas tanah yang sudah
panennya atas dasar Intensif atau membangun ada di hutan lindung tetap
penebangan pehon bangunan fistk, dihormati dan masih boleh
secara terbatas/terpilih | 4 Pembatasan pembangunan dikuasal sepanfang
sehingga tidak terjad! sarana dan prasarana. Bangunan keglatan dan penggunaan
erosl tanah atau yang sudah ada dan tidak tanahnya memenuh! fungsi
merubah bentang alam mengganggu fungsi lindung masth lindung dan melakukan
seperti penambangan diperkenankan selama dapat tindakan konservasi secara
bahan galian atau memenuhi ketentuan tata Intensif,
perindustrian, kecualf bangunan dan tetap melakukan + D1 dalam kawasan hutan
keglatan tersebut tindakan konservasi. Bangunan dan hutan cadangan
mempunyal nilal baru tidak dijinkan. dilarang melakukan
ekonomi tingg bagl + Keglatan eksplorast dan pemungutan hasil hutan
kepentingan kabupaten, eksploftasl yang bertujuan untuk dengan menggunakan alat-
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Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

e bt T Kesoetiuan Uneam Lainays
g galla WAt yang tidak sesual
reglonal, yang dilakukan df datam kawasan dengan kondls! tanah dan
4 Uelestarian sumber air di hutan atau hutan cadangan, lapangan atau melakukan
dalam kawasan hutan, diberikan oleh instans! yang perbuatan lain yang dapat
hutan cadangan, dan berwenang setelah mendapat menimbulkan kerusakan
hutan lainnya harus persetujuan Menterl, tanah dan tegakan,
dipertahanian 4 Stapapun dilarang melakukan
penebangan pohen dalam radius/
Jarak tertentu darl mata air, tepi
Jjurang, waduk, sungal, dan anak
sungai yang terlstak df dalam
kawasan hutan, hutan cadangan
dan hutan lainnya
¥ Kawasan % Diperbalehkan untuk 4 Dilarang menyelenggarakan & KDB yang 4 Pembangunan sarana | 4 Kegiatan yang sudah ada
Resapan Air diaiokasikan sebagai kegiatan yang bersifat menutup diijinkans10%, KLB dan prasarana dibatasi. dan tidak menjamin fungs!
kebun campuran dengan kemunghkinan adanya infiltrasi air 10s% dan KDH 290% Bangunan yang sudah lindung, secara bertahap
tanaman tegakan tinggl, ke dalam tanah, ada dan tidak dikembalfkan pada
tanaman tahunan, hutan mengganggu fungs! fungsinya, dimana
produksi terbatas lindung diperkenankan pelaksanaannya
ataupun hutan lindung, selama memenuhi disesuatkan dengan kondls)
ketentuan tata fisik, sostal dan ekonomt
bangunan dan tetap setempat, dan kemampuan
melakukan tindakan pemerintah disertal

+ Keglatan budidaya yang
diperbolehkan adalah
kegiatan yang tidak
mengurangl fungsi
lindung kawasan

4 Pertambangan dan perindustrian
yang bersifat membuka hutan
tidak diperkenankan,

4 Kegiatan yang masin
boleh ditaksanakan
adalah pertanian
tanaman semusim atau
tahunan yang disertal
tindakan konservasi dan
ehowisata.

+ Keglatan yang tidak
mengalah tanah secara
intensif, kecusli

4 Perbuatan hukum yang potensial
mempersullt perwujudan
keglatan fungst lindung tidak
diperkenankan kecuall kepada
calon pemilik tanah yang
bersedia mewujudkan fungs!
lindung.

konservas!, Bangunan
baru tidak difjinkan,

4 Jalan setapak dan
gazeba

ntian fayak, |
S Faneh ok s

gundul yang ada segera
dilakukan rebolsasl, dan
yang berada di luar hutan
lindung dilakukan

ﬁlﬁ’l‘m-
+ atas tansh yang h

ada tetap dihormati dan
masih boleh dikuasal
sepanjang keglatan dan
penggunaan tanahnya
masth memenuhi fungsi
lindung dan melakukan
tindakan konservas! secara
intensif.

4 Untuk hak atas tanah,




Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

Ketent.

Jan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum

Ketentuan Umum

Diperbolehkan/Diizinkan

Eiirlnsp' izinkan Dengan Syarat

Intensitas Bangunan

dipandang memiliki nilai
ekonomi yang tingg! bagi
kepentingan regional
dan naslonal.

4 Pembangunan sarana
dan prasarana dibatasi,
Bangunan yang sudah
ada dan tidak
mengganggu fungsi
lindung diperkenankan
selama memenuh|
ketentuan tata
bangunan dan tetap
melakukan tindakan
konservasl, Bangunan
baru tidak difjinkan.

Ketentuan Umum
Prasarana Minimum

Ketentuan Umum Lainnys

khususnya Hak Guna
Bangunan tidak
diperpanjang, kecuall bila
difungsikan untuk
konservas! tanah dan afr,

i Penguasaan dan pemilikan
tanah yang cenderung
bertentangan dengan
kegiatan konservasi, secara
bertahap dibebaskan hak
staas tanahnya dengan
penggantian yang layak
oleh pemerintah untuk
dikembalikan fungsinya
menjadl hutan lindung,
apabila pemilik/penguasa
tanah tidak mampu
mewujudkan hutan lindung
di atas tanahnya sendir,

Al, Kawasan Perlindungan Setempat

| Kawasan
Sempadan Pantal

& Keglatan yang
diperbolebkan adalah
keglatan yang mampu
melindungi atau
memperkuat
perlindungan kawasan
sempadan pantal darl
abrasi dan Infiltrasl air
laut ke dalam tanah,

& Kegiatan yang dilarang adalah
kegiatan yang dikhawatirkan
daapt mengganggu atau
mengurangi fungsi lindung
kawasan.

4 KDB yang
diffinkans10%, KLB
10=% dan KDH =90%

4 Sempadan pantai
minimal100 meter dari
pasang tertinggl

& Keglatan prasarana dan
sarana yang mendukung
transportasi laut.

4 Untuk kawasan tarbangun
diadakan program konsolidasi
tanah dan pemeliharaan
tingkungan, sedangkan yang
belum terbangun ditarang
memberikan IMB.

4 Dilarang mandirikan
bangunan di kawasan
sempadan sungai yang
belum terbangun (IMB
tidak diberikan)

Pada kawasan
sempadan Pantal vang
belum terbangun
diijinkan untuk
pengembangan
mangrove, pemasangan
papan
reklame/pengumuma,
pemasangan fondasi
dan rentangan kabel
listrik, fondasf
jembatan/jalan yg
bersifat sosial
kemasyarakatan,
bangunan

-

& Tanah pada kawasan in
dimiliki oleh negara dan
apablla dimiliki
masyarakat, maka
dibebaskan dengan
penggantian yang layak.

& Pemilikan atau penguasaan
tanah yang tidak sesual,
dibina untuk menyesuaikan
keglatannya agar seras!
atau sejalan secara
bertahap, dengan jalan
membebaskan mereka dari
pengenaan pajak buml dan
bangunan atau bentuk
sumbangan lainnya yang
dikaitkan dengan pemilikan
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Rl“ﬂhllﬂ mum

Pola Ruang K Katentuan i L7
Umum Ketentuan Umum
Kabupaten n arat | Intensitas Bangunan Prasarana Mintmum Katentuan Umum Lainnya
e bendung/bendungan atau penguasaan tanah,
dan bangunan laly Apabila ybs tidak mampu
lintas alr, gardu listrik, melaksanakan penyesualan
bangunan dengan sukarela, maka
telekomunikasi dan pemerintah balk pusat
pengontrol/pengukur maupun daerah dapat
debit alr, melakukan pembebasan
+ Jalan Setapak dan lahan secara bertahap yang
Gazebo peruntukannya untuk
konservasi berupa
penanaman tanaman
keras, tanaman perdu,
pemasangan beton untuk
melindungl pantal darf
abrasl,
4 Kegiatan perkanan dan + Untuk masyarakat pantal
budidaya laut yang tidak yang telah hidup di
merusak Lingkungan, sepanjang pesisir pantal
dan di atas laut, dilakukan
konsolidasi dan penataan
Ungkungan serta keglatan
yang menambah
pelestarian pantal dan
_ —— laut,
® Sempadan + Pada kawasan sempadan | 4 Dilarang mendirikan bangunan di | < KOB yang diifinkan 10%, | 4 Dilarang mendirikan + Jika aliran sungaf
Sungai sungal yang belum Kkawasan sempadan sungal yang KLE 10%, KOH 90% bangunan df kawasan berpindah tempat,
terbangun difjinkan belum terbangun (IMB tidak 4 Sempadan sungai besar sempadan sungal yang termasuk keglatan
keglatan pertanian diberikan). di luar kawasan belum terbangun (IMB pelurusan sungal atau
dengan jenis tanaman 4 Keglatan/bentuk bangunan yang permukiman adalah tidak diberikan) keglatan teknis pengairan

yang sesual seperti
tanaman keras, perdu,
pelindung sungai,
pemasangan papan
reklame/pengumuman,
pemasangan fondasi dan
rentangan kabel listrik,
fondasi jembatan/jalan
vE bersifat sosial
kemasyarakatan,
bangunan

secara sengaja dan jelas
menghambat arah dan intensitas
aliran air sama sekali tidak
diperbolehkan,

4 Keglatan laln yang justru
memperkuat fungs! perlindungan
kawasan sempadan sungai tetap
boleh dilaksanakan tapi dengan
pengendalian agar tidak
mengubah fungs! kegiatannya di
masa yg akan datang.

100 meter, sedanghkan
sempadan anak-anak
sungal sebesar 50
meter, sempadan
sungal dan anak sungal
yang melewat!
permukiman minimal
15 meter

+ Pada kawasan
sempadan sungal yang
belum terbangun
diffinkan kegiatan
pertanian dengan jents
tanaman yang sesual
sepertf tanaman keras,
perdu, pelindung
sungal, pemasangan
papan
mkhm!peniumuman,

lainnya, maka aliran sungat
lama menfadi tanah negara
bebas yang dapat dimchon
hak tanahnya, Prioritas
pemberian hak tanah
diberlkan kepada bekas
pemlilk tanah yang
tanahnya terkena aliran
sungal yang baru, sekaligus
sebagai kompensas
tanahnya yang hilang.




Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

bangunan lalu lintas air

Katentuan Umum Ketentuan Umum Ketentuan Umum
w Dilarang Intansitas Bangunan | _ Prasarana Minimum | Ketantuan Umum Lainnya
bendung/bendungan dan

pemasangan fondas!
dan rentangan kabel

(sepertl dermaga), gardu \istrik, fondas!
Uistrik, bangunan jembatan/jalan vg
telekomunikasi dan bersifat soslal
pengantrol/pengukur kemasyarakatan,
debit alr. bangunan
+ Keglatan lafn yang tidak | 4 Untuk kawasan terbangun bendung/bendungan 4 Tanah timbul df sungal
memanfaatkan lahan diadakan program konsolidasi dan bangunan lalu berstatus tanah negara
secara luas dapat tanah dan pemelltharaan lintas air, gardu listrik, bebas.
diperbolehkan, lingkungan, sedangkan yang bangunan 4 Pemilikan atau penguasaan
4 Keglatan yang mampu belum terbangun dilarang telekomunikas! dan tanah yang tidak sesual,
melindungl atau memberikan IMB. pengontrol/ pengukur dibina untuk menyesualkan
memperkuat tebing debit air. kegiatannya agar serasi
sunga atau saluran darl + Jalan Setapak dan atau sejalan secara
kelongsoran, keglatan Gazebo bertahap, dengan jalan
yang tidak membebaskan mereka darl
memperiambat jalannya pengenaan pajak bumi dan
arus air, kecuali bangunan atau bentuk
memang sengaja sumbangan lainnya yang
bermaksud untuk dikaitkan dengan pemilikan
memperlambat laju arus atau penguasaan tanah,
air sepertl pembuatan Apabila ybs tidak mampu
cek dam atau krib, atau melaksanakan penyesuaian
dam, atau pembelok dengan sukarela, maka
arus air sungal, pemerintah baik pusat
maupun daerah dapat
melakukan pambebasan
lahan secara bertahap yang
peruntukannya untuk
. N konservasi.
W Sekitar 4 Perikanan, ecowisata, & Dllarang menyelenggarakan + KDB yang diljinkan 10%, | + Dilarang mendirikan & Penggunaan tanah terus
Danau/Waduk pertanfan dengan jenis keglatan yang mengganggu KLB 10%, KDH 90% bangunan di kawasan diusahakan dengan tetap
tanaman yang diijinkan, kelestarian daya tampung waduk | + Sempadan waduk 50- sempadan waduk yang menjaga kelestarian
pemasangan papan sepert! pendirian bangunan, 100 meter dari titlk belum terbangun (IMB lingkungan konservasi atau
pengumuman, permukiman dan pananarman pasang tertingg! kearah tidak diberikan) green belt wajib
pemasangan fondas! dan tanaman semusim yang barat + Pada kawasan diusahakan,
rentang kabel, fondas! mempercepat pendangkalan. sempadan sungal yang | 4 Pada kawasan yang sudah
jalan/jembatan, + Keglatan yang diperkenankan belum terbangun terbangun diadakan
bangunan lalu lintas air, adalah keglatan yang berkaitan diijinkan keglatan program konsolidasi dan
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W Sekitar Mata Air

dengan menebang

serta mengganggu keberadaan

15 m daerah mata air

diperkenankan adalah

~Wetantuan Umum Peraturan Zonasi
Pola Ruang Kawasan T Katentuan Umum | Ketentusn Umum
Kabupaten T - Intensitas Prasarana Mintmum Ketentuan Umum Lainnya
peng.mmun’ dan dengan wisata seperti hotel, pertanian dengan jenis pumeilﬁafun lingkungan.
pembuangan air serta rumeh makan, tempat rekreas! tanaman yang sesual + Tanah pada kawasan
bangunan yang dengan tetap mengupayakan sepert! tanaman keras, sekitar waduk dikuasal
mendukung kelestarian pembangunan fisik yang mampu perdu, pelindung cleh negara dan apabila
kawasan. mencegah terjadinya sedimentasi sungal, pemasangan dimiliki oleh masyarakat
ke dalam waduk/danau. papan dibebaskan dengan
reklame/pengumuman, penggantian yang layak
pemasangan fondasi dan dapat diberikan Hak
dan rentangan kabel Pakal pada Dinas
listrik, fondasi Pekerjaan Umum
jembatan/jalan yg Pengairan.
bersifat sosial 4 Pemillkan atau penguasaan
kemasyarakatan, tanah yang tidak sesual,
bangunan dibina untuk menyesualkan
bendung/bendungan kegiatannya agar seras!
dan bangunan lalu atau sejalan secara
lintas afr, gardu lstrik, bertahap, dengan jalan
bangunan membebaskan mereka dart
telekomunikasl dan pengenaan pajak bumi dan
pengontrol/ pengukur bangunan atau bentuk
debit air, sumbangan lainnya yang
4 Jalan Setapak dan dikaltkan dengan pemilikan
Gazebo atau penguasaan tanah,
Apabila ybs tidak mampu
melaksanakan penyesualan
dengan sukarela, maka
pemerintah balk pusat
maupun daerah dapat
melakukan pembebasan
lahan secara bertahap yang
peruntukannya
diprogramkan untuk
keglatan sabuk hijau /
green belt.

& Keglatan yang 3 Dilarang melakukan penggalian + Penetapan kawasan + Prasarana dan sarana + Keglatan yang ada
diutamakan adalah atau perubahan bentuk medan perlindungan setempat yang mendukung pada dan dapat mengganggu
keglatan penghutanan atau pembangunan bangunan radius 150 m dari mata aspek fungsi lindung fungs! kawasan
atau tanaman tahunan fisik yang mengakibatkan alr. kawasan dipindahkan dengan
yang produksinya tidak penutupan jalannya mata air & Kawasan dengan radius | 4 Kegiatan yang maslh penggantian yang layak.




Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

Ketentuan Umum Peraturan Zonasl

pemasangan papan
reklame/pengumuman,
pondasi dan rentangan
kabel listrik, kegiatan
sosial masyarakat yang
tidak menggunakan
tanah secara menetap
atau terus menerus dan
bangunan lalu lintas air.

secarn menetap atau
terus menerus dan
bangunan lalu lintas air

Ketantuan Umum Ketertuan Umum
Perbo Intensitas Prasarana Minimum Ketentuan Umum Lainnya
pohon. an mata air harus bebas da pertanian dengan Jenls
+ Persawahan dan bangunan kecuall tanaman yang tidak + Kawasan sekitar mata air
pertkanan masih bangunan penyaluran mengganggu mata air, yang sumber airmya
diperkenankan. alr pemasangan papan dikelola oleh BUMD - PDAM
reklame / dapat diberfkan hak pakal
& Reglatan yang masih pengumuman, pondasl  [“3Areal tanah pada kawasan
diperkenankan adalah dan rentangan kabel sempadan mata air
pertanian dengan jenls listrik, kegfatan sosial dikuasai langsung cleh
tanaman yang tidak masyarakat yang tidak negara dan jika dikuasal
mengganggu mata alr, menggunakan tanah masyarakat, maka

cdladakan penggantian yang
layak.

4 Tindakan kenservasi yang
diutamakan adalah yang
bersifat vegetatif,

+ Keglatan yang sifatnya
tidak sesual dengan
ketentuan, balk secara
swadaya maupun
penggantian yang layak
oleh pemerintah menjadi
tanah yang langsung
dimilik! oleh negara, dan
pemerintah
memrogramkan secara
bertahap penggunaan
tanah yang mampu
memelihara kelancaran
jalannya mata air,

+ Dilakukan penyesuaian
keglatan yang mendukung
pengkonservasian mata air, |

Ad, Kawasan r Alam, Pelestarian Alam dan c‘lL%‘EYL
W Cagar Alam dan | 4 Keglatan (ain selain + Dilarang menyelenggarakan

4 KOB yang diljinkan 5%, |

4+ Pembangunan jalan

+ Kegiatan yang sudan ada ol

158

Cagar Laut perlindungan plasma keglatan pembangunan yang KLB 5%, KDH 95% patrolf dalam kawasan dalam kawasan cagar alam
nutfah yang mengakibatkan penurunan dengan memperhatikan yang mengganggu fungst
diperkenankan tetap kualitas lingkungan dan aspek ekologls kawasan secara bertaha
beriangsung df dalam periindungan plasma nutfah. + Pusat Informasi, akan dipindahkan dengan
kawasan Ini adalah dimaksudkan sebagai diberi penggantian yang
kegiatan ecowisata yang sarana pengembangan I.azak oleh pemerintah,



Pola Ruang Kawasan Katentuan Umum Katemtuan Umum
Kabupaten [ Diperbolenkan/Otiinkan r Intensites Bangunan Prasarana Mnimum Katentuan Umum Lainnya
tidak membbutuhkan ilmu pengetahuan dan
lahan, penelitian dan penelitian
keglatan yang + Menara pengintal
bermanfaat bagi 4 Pos penjagaan batas
peningkatan limu perbatasan,
pengetahuan yang tidak
merusak lingkungan atau
Pos pengawas yang
pengelolaannya
diupayakan sedemikian
rupa sehingga ekcsistem
binatang, ikan, atau
tumbuhan langka yang
dilindungi tidak
te U,
® Suaka Alam Laut | & He‘aaun Ekowisata dan | & Tidak dijinkan melakukan L KDB yang difjinkan 5%, | + Pembangunan jalan 4 Pembagfan zona dan
dan Perairan penelitian yang tidak pengambilan terumbu karang, KLB 5%, KDH 95% patroll dalam kawasan kegiatan : Zona inti :
Lainnya merusak lingkungan penangkapan ikan bertujuan dengan memperhatikan dikelola secara alami dan
ekonomis dan penangkapan ikan aspek ekologls menghindarkan campur
dalam skala besar, pengerukan + Pusat informasl, tangan manusia, aktifitas
pasir, penimbunan pantal yang dimaksudkan sebagai penelitian dengan
mengganggu ekosistem, dan sarana pengembangan persyaratan tertentu
kegiatan sejents, {lmu pengetahuan dan difjinkan. Zona
penelitian Perlindungan : dikelola
+ Menara pengintal sebagai kawasan suaka
+ Pos penjagaan batas margasatwa, Pengelola
perbatasan. dapat melakukan
pembinaan areal dengan
tanpa mengganggu fungst

suaka alam. Penelitian
yang tidak merusak
ekosistem di kawasan inf
dapat dilakukan dengan
Intensif, Zona
Pemanfaatan : dikelola
sebagal taman wisata dan
dimanfaatkan untuk
kepentingan rekreas! dan
budaya, dikembangkan
untuk pendidikan,
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Ketentuan Umum
Prasarana Minimum

Ketentuan Umum Lainnya

penyuluhan dan olah raga
selama dalam
pelaksanaannya tidak
mengganggu fungsi suaka
alam. Zona Ini dapat
dikelola oleh swasta
dengan rekomendasi
Gubernur dan persetujuan
Direktur Jenderal
Pertindungan dan
Pelestarian Alam. Zona
Penyangge : dapat
dimanfaatkan secara
langsuhg dan tidak

Margasatwa

+ Ecotourisme dan
penelitian yang tidak
mengganggu habitat.

4 Dilarang menyelenggarakan
keglatan yang mengakibatkan

terganggunya fungsl suaka
amargasatwa.

+ KDB yang dm,
KLB 10%, KDH 90%

4 Pembangunan jalan
patroli dalam kawasan
dengan memperhatikan
aspek ekologls, mis :
bukan merupakan jalur
migrasi satwa

4 Pusat informast,
dimaksudkan sebagai
sarana pepgembangan
{lmu pengetahuan dan
penelitian

4 Menara pengintal

+ Pos penjagaan batas

lan, aleh m rakat.
e Egaun vang iﬁzahﬁi_
dalam kawasan cagar alam
yang tidak sesuai dan
mengganggu fungsi
kawasan secara bertahap
akan dipindahkan dengan
diberi penggantian yang
layak oleh pemerintah.

perbatasan.
+ Jalan setapak, Gazebo,
_ - - gardu pandang
ta & Keglatan ecotourisme 4 Dilarang melakukan kegiatan & KDB yang difjinkan 5%, | « Pembangunan jalan + Keglatan yang sudah ada di
y I::z.wni:m tK:irbaus dan penelitian yang tidak menunjang KLB 5%, KDH 95% patroli dalam kawasan dalam kawasan cagar alam
Laut yang tidak merusak periindungan terhadap taman dengan memperhatikan yang tidak sesual dan
taman wisata alam dan wisata alam dan taman laut. aspek ekologls, mis : mengganggu fungsi
taman laut, bukan merupakan jalur kawasan secara bertahap
migrasi satwa akan dipindahkan dengan
4 Pusat informasi, diberl penggantian yang
dimaksudkan sebagal layak oleh pemerintah
sarana pengembangan
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Katentuan Urmum Peraturan Zonasi

bersifat sementara,
pertanian tanaman

kawasan inl mendapat prioritas
pertama untuk dipindahkan,

unit/Ha, dan rendah 30
unit/ha

Pols Ruang Kawasan Tmum Urm | Ketentuan Umum
MSSp—_ "WFG’EMF arat | Internitas Bangunan Prasarisa i | "oowien Usum Lekye
fimu pengetahuan dan
penelitian
4 Menara pengintal
4 Pos penjagaan batas
perbatasan.
4 Jalan setapak, Gazebo,
gardu pandang
A3, Kawasan Rawan Bencana Alam
[] n Bencana % Tertutup bagl kegiatan % KOB 30-50%, % Tidak diberikannya L Untuk daerah yang sudah
Langsor permukiman, persawahan, s(dan KDH 50-70% sarana dan prasarana terbangun, hendaknya
tanaman semusim dan keglatan penunjang kegiatan diadakan penyuluhan akan
budidaya lainnya yang berbahaya budidaya di kawasan bahaya yang mungkin
bagi keselamatan manusia dan lindung. terjad| pada masa yang
tingkungan, skan datang, secara
bertahap dan terencana
rmukiman dipindahkan,
W Rawan Bencana | & Fembangunan saluran 3 Dilarang melaksanakan kegiatan | & OB 30-50%, KLB 30- = Tidak diberlkannya s EntuE daerah yang sudah
Banfir drainase dan keglatan permukiman 50%dan KDH 50-70% sarana dan prasarana terbangun, hendaknya

+ Pembangunan pos
pengintal di wilayah

yang pencegah bencana penunjang keglatan dladakan penyuluhan akan
banjir, budidaya di kawasan bahaya yang mungkin
lindung. terjad! pada masa yang
akan datang, secara
bertahap dan terencana
permukiman dipindahkan.
3 Dilarang melakukan kegiatan
yang berdampak buruk dan
mempengaruhl kelancaran tata
drainase dan penanggulangan
banjir lainnya.
® Rawan Bencana | + Pada zona waspada dan | + lona ya dan zona waspada T KOB 30-50%, KLB 0- 2 Tidak diberikannya + Untuk daerah yang sudah
Gunung Apl zona slaga di kawasan ditetapkan sebagai daerah 50%dan KDH 50-70% sarana dan prasarana terbangun, hendaknya
rawan bencana alam, tertutup bagl permukiman 4 Kepadatan bangunan penunjang kegiatan diadakan penyuluhan akan
maslh diperkenankan penduduk, Bila terdapat tinggl (Jkurang darl 60 budidaya di kawasan bahaya yang mungkin
adanya budidaya yang permukiman, maka penduduk di unit/Ha), sedang 30-60 lindung. terjadi pada masa yang

akan datang, secara
bertahap dan terencana

semusim dan tahunan. 4 Pembangunan df rawan bencana untuk permukiman dfpindahkan.
4 Pada zona siaga masih wilayzah gunung apl dapat mendeteksi

diperkenankan adanya harus memperhatikan secara dint kejadian
__permukiman, namun peta bencana, sifat bencana dan

161




Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Pola m“‘“ Ketentuan Umwm Ketentuan Umum Katentuan Umum i
n arat | Intensitas Bangunan Prasarana Minimum Ketantuan Umum Lainays
perlu selalu waspada gunung api dan arah memperingatkan
dan slap mengadakan aliran produknya. masyarakat di wilayah
pengungsian apablla + Pengembangan rawan bencana untuk
sewaktu-waktu gunung dimasing-masing waspada
perapl menunjukkan potens! + Pengadaan sarana dan
aktifitas yang 1, Daerah terlarang prasaran yang memadai
membahayakan mutlak tidak bisa untuk mendeteks! dinl
4 Bangunan pengamat dibudidayakan, kejadian bencana
aktifitas gunung berap! merupakan
dan bangunan yang konservasi mutlak
mendukung mitigasi 2. Daerah bahayn 1 bisa
bencana. dikembanghkan untuk
pertanian dilarang
untuk dihuni
3, Daerah bahaya Il,
diperlukan
pengembangan
sarana
penanggulangan
bencana khususnya
bahaya sekunder
diantaranya
pengendalian aliran
lahar
B. Kawasan Budidaya
B1. Kawasan Paruntukan Hutan Produks! ¥ W
W Hutan Proguksi & Pemanfaatan hasil hutan | 4 Dilarang menyelenggarakan % KDB yang diljinkan 5%, | 4 Pembangunan 4 Hutan produksi di luar
dengan memperhatikan pemanfaatan Lahan untuk fungsi- KLB 5%, KDH 95% infrastruktur yang kawasan hutan yang
prinsip-prinsip fungsl yang berdampak negatif diljinkan adalah yang dikelola cleh masyarakat
kelestarian lingkungan terhadap keseimbangan ekologis. dibutuhkan untuk (hutan rakyat) dapat
& Pembangunan menunjang kegiatan diberikan Hak Pakai atau
infrastruktur yang pemanfaatan hasil Hak Milik sesual dengan
difjinkan adalah yang hutan. syarat subyek sebagai
dibutuhkan untuk pemegang hak,
menunjang keglatan + Apabila kriteria kawasan
pemanfaatan hasil hutan berubah fungsinya menjadi
dan fungsi sosial. hutan lindung,
pemanfaatannya
disesuaikan dengan lebih
mengutamakan upaya
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Pola Ruang K
Kabupaten

mum n

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
[ Ratentian D

Katentuan Umum Ketentuan Umum
Intensitas Bangunan Prasarana Minimum Ketentuan Umum Lainnya

konservasi (mls: kawasan
hutan produks! dengan
tebang pilih).

4 Diadakan penertiban
penguasaan dan pemilikan
tanah serta pembinaan dan
pemanfaatannya yang
seimbang antara
kepentingan KPH dengan
masyarakat setempat bag|
kawasan yang fistiknya
berupa hutan rakyat,
tegalan atau penggunaan
non hutan lainnya dan
sudah menjadf [ahan

B2, Kawasan Peruntukan Pertanian

garapan masyarakat,

| Kawasan
Pertanian Lahan
Basah

4 Penanaman tanaman
padi secara terus
menerus sesual dengan
pola tanam tertentu,

+ Penanaman tanaman
selain padi, dengan
mempertimbangkan
tingkat ketersediaan air
dan optimalisasi
kemampuan produksl,

+ Keglatan penelitian
difjinkan,

+ Pemanfaatan untuk
pembangunan
Infrastruktur penunjang
keglatan pertanian
{irigast).

4 Dilarang melaksanakan
pembangunan flsik dengan fungsi
yang tidak mendukung keglatan
pertanian, kecuali kawasan
tersebut berada df kawasan
perkgtaan dimana kawasan
lainnya tidak dapat menampung
keglatan pembangunan yang
dibutuhkan kawasan perkotaan,

4 Pemanfaatan lahan untuk
keglatan pertanian bukan lahan
basah,

4 Alih fungsf sawah i gasi
teknis di kawasan
perkotaan diffinkan
maksimum 50%

1. Untuk permukiman :
KDB yang dffjinkan
60-70%, KLB 60-210
dan KDH 30-40%

2. Untuk perdagangan
dan jasa : KDB yang
diffinkan 70-80%,
KLB 70-240 dan KDH
20-30%

3. Untuk fasilitas umum
i KDB yang difjinkan
50-60%, KLB 50-180
dan KDH 40-50%

+ Alih fungsi sawah irigast
teknls di kawasan
perdesaan diljinkan
maksimum 20%

terutama di ruas jalan
utama dengan syarat -

4 Pemanfaatan untuk
pembangunan
Infrastruktur
penunjang keglatan
pertanian {irigast)

+ Pembangunan gedung,
perumahan dan pabrik
atau bangunan fisik di
kawasan pertanfan
lahan basah di |uar
kawasan perkotaan
tidak diperkenankan
kecuall bangunan fisik
pendukung prasarana
Irgasi.

+ Perubahan penggunaan
lahan darf pertanian ke
non pertanian wajib
memperhatikan rencana
produksi pangan secara
nasional maupun reglonal
serta ada Izin lokas! dan
fzin perubahan Penggunaan
Tanah,

+ Pelaksanaan konservasi
tanah atas dasar status
irigasi, produktivitas, sifat
penggunaan tanah
(perkotaan dan perdesaan)
dan letak, serta luas tanah
dilakukan secara bertahap.
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Ketentuan Umum Peraturan Zonas|

Poia Ruang ‘l:nw Ketentuan Umum tan Ketentuan Umum Ketentuan Umum
Kabupa arat Intensitas Bangunan Prasarana Mirimum Ketentuan Umum Lainnya
syarat yang telah
ditetapkan oleh
pemerintah daerah
1. Untuk permukiman :
KDB yang diljinkan
50-60%, KLB 50-180
dan KDH 40-50%
2. Untuk perdagangan
dan jasa : KDB yang
diljinkan &0-70%,
KLE 60-210% dan
KDH 30-40%
3. Untuk fasilitas umum
i KDB yang difjinkan
50-60%, KLB 50-180%
dan KDH 40-50%

B Kawasan + Permanfaatan lahan < KOB yang diljinkan 50- | & Penyediaan sarana dan | Mempertahankan tanaman
Pertanian Lahan untuk agroblsnis, 60%, KLB 50-180 dan prasarana jalan, listrik, keras yang ada. Budidaya
Kering agroindustr! dan KDH 40-50% alr minum, jaringan lain yang diperkenankan

agrowisata, penelitian Irigast, pipa minyak pada kawasan budidaya » 8
yang tidak merusak dan gas yang tidak % perlu mengacu pada SK
lingkungan. menurunkan daya Menter Pertanian No.

& Konservasi sungai « Pemanfaatan lahan untuk dukung kawasan 175/KPT/RC-200/ 54/ 1987
sebagal kawasan keglatan penyediaan sarana dan perkebunan. tentang Pedoman Pola

pertanian lahan basah
dengan
mempertimbangkan
daya dukung lingkungan

prasarana jalan, listrik, air
minum, jaringan irgasi, serta

pipa minyak/gas dengan syarat

tidak menurunkan kualitas
lingkungan,

+ Pengusahaan tanaman
keras yang sesuaf dengan
syarat tumbuh tanaman
dan dapat diberikan hak

« Dilarang menyelenggarakan

pemanfaatan lahan untuk fungsi-
fungsi yang berdampak negatif
terhadap keseimbangan ekologis.

una usaha,

L %apat diubah menjadi
lahan basah dengan
memperhatikan potens!
fislk kawasan dan

rencana pengembangan

Jaringan irigasi,

Pembangunan Pertanian di
daerah Aliran Sungal
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Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

prasarana jalan, listrik,
air minum, jaringan
irigast, pipa minyak dan
gas yang tidak
menurunkan daya
dukung kawasan

Ketentuan Umum atan |
arat
[ % Pe aan sarana dan

Ketentuan Umum
Intensitas Bangunan

pertanian.
4 Pengembangan 4 Pengembangan agroindustr
Agropolitan dengan mesin berat dan limbah

berbahaya
4 industri dengan limbah yang

dapat diolah untuk kepentingan

agropolitan

Ketentuan Umum
Prasarana Minimum

Ketentuan Umum Lainnya

4 KDB yang diffinkan 50-
60%, KLB 50-180 dan
KDH 40-50%

+ Pengembangan jalan
tol dengan kriteria :
®u mempunyal tingkat

pelayanan

keamanan dan
kenyamanan yang
lebih tinggl

untuk lalu lintas

antarkota didesain

berdasarkan
kecepatan rencana

paling rendah 80

(delapan puluh)

kilometer per jam,

dan untuk jalan tol

di wilayah

perkotaan didesain

dengan kecepatan
rencana paling
rendah 60 (enam
puluh) kilometer per
jam

™ mampu menahan
muatan sumbu
terberat (MST)
paling rendah 8
{delapan) ton

u harus dilakukan
pemagaran, dan
dilengkapi dengan
fasilitas

W penyeberangan

< Prasarana pengolahan hasil
pertanian (bangunan
industr) yang ramah
lingkungan.

+ Pengelolazn limbah yang
tidak mencemari
lingkungan.

+ Lembaga keuangan

+ Kelembagaan petani
(kelompok tand, kaperast
dan asosfasl) yang
berfungs! sebagal Sentra
Pembelajaran dan
Pengembangan Agribisnis
(SPPA)

4 Balai Penyuluhan Pertanian
(BPP) yang berfungsi
sebagal Kiinlk Konsultas
Agribisnis (KKA)

+ Pengkaflan teknologl
agribisnis

<+ Pusat berbagai kegiatan
final manufacturing
industri pertanfan
(packing), stok
pergudangan dan
perdagangan bursa
komoditas

+ Pusat berbagal keglatan
tertier agro-bisnis, jasa
perdagangan, asuransi
pertanian, perbankan dan




Ketentuan Umum Peraturan Zonas!

Pola Ruang Kawasan ~Ketentuan Umum Reglatan uan Umum Ketantuan Umdm
s [ Diperbolehkan/Dizinkan ﬁiﬁﬁﬁw intensitas Bangunan Prasarana Minimum Watartuan L Laleays
= Jalan dalam bentuk keuangan
jembatan atau 4 Pusat berbagal pelayanan
terowongan (general agro-industry
& Pengembangan services)
jaringan {rigast < Penyediaan pupuk dan
+ Pengembangan obat - obatan tanaman
telekomunikasi dengan pertanfan dan perkebunan
penyebaran BTS
bersama

+ Penyediaan listrik yang
memadai

+ Penyediaan air baku
untuk alr bersth dan air.
minum .

<+ Pengembangan sub -
sub terminal pada
pusat kawasan
agropolitan

4 Sentra pemasaran hasil
agropolitan (pasar)

. Kawasan Peruntukan Perkebunan

& Diljinkan untuk
penanaman tanaman
perkebunan secara terus
menerus sasuai dengan
pola tanam tertentu dan
kesesuaian daya dukung
lahannya.

+ Dlijinkan untuk
pengembangan
komoditas baru yang
potensial dan memilikl
kesesuaian lahan dengan
kategor! sesual.

+ Keglatan penelitian
difjinkan.

& Pemanfaatan untuk
pembangunan
Infrastruktur penunjang
keglatan perkebunan.

4 Penanfaatan lahan untuk fungsi-

fungsi non perkebunan.

« Pemanfaatan lahan untuk fungsi-
fungs! yang berdampak negatif
terhadap keseimbangan ekologis.

% KDB yang diijinkan 50-
60%, KLB 50-180 dan
KDH 40-50%

4 Penyediaan sarana dan
prasarana jalan, listrik,
air minum, jaringan
irigasi, pipa minyak
dan gas yang tidak
menurunkan daya
dukung kawasan
perkebunan.
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Kabupaten

Ketentuan Umum Peraturan Zonas!

Bra arat

B4, Kawasan Parunt

n Perikanan

Ketentuan Umum
Intensites

Ketentuan Umum
Prasarana Minimum

Ketentuan Umum Lainnya

% Keglatan pemijahan,
pemeliharagn dan
pendinginan tkan serta
penelitian yang
bertujuan untuk
pengembangan kegiatan
budidaya perikanan dan
ecotourisme yang tidak
merusak lingkungan.

4 Pemanfaatan lanan untuk fungsi-
fungsi non perikanan.

4 Pemanfaatan lahan untuk fungsi-
fungs! yang berdampak negatif
terhadap keseimbangan ekologls.

2 XDB yang diljinkan 50-
60%, KLB 50-180 dan
KDH 40-50%

& Sarana dan prasarana
pendukung budidaya
fkan dan kegiatan
perikanan lalnmya,

+ Sarana dan prasarana
pendukung budidaya
{kan dan kegiatan
perikanan lainnya.

1 Periu pemeliharaan alr
untuk menjaga
kelangsungan usaha
pengembangan perikanan.
Diusahakan lokasi di luar
kawasan yang mudah
tergenang air.

4 Untuk perairan umum
periu diatur jens dan alat
tangkapnya untuk menjaga
kelestarian sumber hayat!
perikanan.

1 Kegiatan yang sudah ada
dan tidak sejalan dengan
kegiatan perikanan tetap
dipertahankan dengan
syarat tidak melakukan
perluasan dan
pengembangan.

+ Hegiatan Minapalitan

7 Pemanfaatan lanan untuk fungsl:
fungsi non perfkanan.

4 Pemanfaatan lahan untuk fungs!:
fungs! yang berdampak negatif

terhadap keseimbangan ekologls.

60%, KLB 50-1B0 dan
KDH 40-50%

S DB yang diljinkan 50-

& Pengembangan
jaringan jalan (arterl,
kolektor dan tol)

+ Pengembangan
pelabuhan

4 Sentra pemasaran (TPI]

+ Cold Storage

& Prasarana pengolahan hasil
perikanan (bangunan
{ndustri) yang ramah
lingkungan.

4 Pengelolaan limbah yang
tidak mencemarl
Iingkungan.

4 Lembaga keuangan

4 Kelembagaan nelayan
(kelompok nelayan,
koperas! dan asosiasl)

4 Pengkajian teknologi
minapolitan

4 Pusat berbagal kegiatan
finat manufacturing
industri pertkanan
(packing), stok
pergudangan dan
perdagangan bursa
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Pola Ruang Kawasa Ketertuan Umum Peraturan Zonas!
o I Ketentuan Urum Keglatan K Umum Ketentuan Umum i Lis
F D zinkan nikan Dangan Syarat intensitas Bangunan Prasarana Minimum Ketentuan nhys
komoditas.
« Pengembangan budidaya
perikanan
[ B5. Kawasan Peruntukan Paternakan T
+ Pemanfaatan Lahan 4 Pemanfzatan lahan untuk + KDB yang diljinkan 50%, | % Pernbangunan % Pemilihan lokas)
untuk kegiatan kegiatan Industr pengolahan KLB 50% dan KDH 50% prasarana yang diutamakan pada tanah
pemeliharaan, pakan dan hasll temak secara dibutuhkan untuk yang tidak produktif dan
pemblakan dan permanen. kegiatan petermakan terpisah dari lahan
penyediaan pakan, pertanian penduduk
sekitamyi
+ Pemanfaatan lahan + Pemanfaatan lahan untuk + Untuk memasck kebutuhan
untuk keglatan kegiatan-keglatan lainnya yang makanan bagl peternakan
penelitian/pengembanga berdampak negatif terhadap hewan besar periu
n teknclogl peternakan produktifitas petemnakan dan pengembangan jenis
yang tidak merusak terhadap kualitas lingkungan, tanaman makanan temak
lIngkungan. (diversifikasi tanaman
makanan ternak dan
pengelahan Umbah
tanaman pangan) agar
kelangsugnan usaha
pengembangan peternakan
terjaga.
+ Pembangunan prasarana
yang dibutuhkan untuk
kegiatan peternakan
unggas.
B8, Kawasan Peruntukan Pertambangan -2
+ Keglatan yang diijinkan & Pemanfaatan lahan yang 4 KDB yang diijinkan 20%, | 4 Jenis bangunan yang « Keglatan yang sudah ada
adalah penelitian, berpotensi mengganggu keglatan KLB 20% dan KDH 80% diijinkan adalah yang tidak menunjang
penambangan, produktifitas pertanian, bangunan pengolahan keglatan penambangan dan
pengolahan awal dan dan penunjang, membahayakan keglatan
pengemasan, fasilitas pengangkutan tersebut, secara bertahap
pengangkutan, dan penunjangnya, pos dipindahkan dengan
pengelolaan dan pengawasan dan kantar penggantian yang layak
pemantauan kawasan, pengelola, balat
4 Jenls bangunan yang & Kegiatan pertambangan yang penelitian 4 Keglatan penambangan
diijinkan adalah tidak bernilai ekonomf tinggl dan yang sudah selesal
bangunan pengolahan mengabalkan kelestarian diselenggarakan hendaknya
dan penunjan’_, fasilitas (ingkungan. melakukan konservast dan
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Pola Ruang Kawasan Katentuan Umum Kegiatan T Ketentuan Umum | Ketentuan Umum
Kahupaten 'ﬂm intensitas Bangunan Prasarana Minimum Ketentuan Umum Lainiya
pengangkutan dan renabilitasi lahan seingga
penunjangnya, pos lahan bekas tambang dapat
pengawasan dan kantor berbahaya dan dapat
pengelola, balal dimanfaatkan untuk
penelitian. keglatan produktif lainnya.
4 Perlu dilakukan peninjauan
secara periodik mengenal
kelangsungan keglatan
penambangan. Bila tidak
memiliki nilai lebth
hendaknya keglatan
penambangan dihentikan
dan dikemballkan
fungsinya menjad| kawasan
yang sesual dengan
peruntukan budidaya
lainnya.
B7. Kawasan Peruntukan Industri 3
75 + Pemanfaatan lahan 2 Pemanfaatan lahan untuk fungsi- | -« Pemanfaatan 4 Jenfs bangunan yang + Perbuatan hukum
untuk pembangunan fungs! yang berdampak negatif permukiman, diijinkan adalah diperkenankan apabila
bangunan dan terhadap keseimbangan ekologis. perdagangan dan jasa bangunan calon subjek mempunyai
infrastruktur yang serta fasilitas umum produksi/pengolahan niat untuk melakukan

menunjang keglatan
industri,

maksimum25% dari luas
areal yang ada
4 KDB yang diijinkan 50%,

3 Penguasaan/pemilikan
tanah yang telah ada
dan tidak sejalan dengan
kegiatan industri,
dengan syarat tidak
difntensifkan atau
diperiuas pada kawasan
industri,

4 Untuk keglatan atau bangunan

baru yang tidak serasi dengan
kegiatan industri sepert!
permukiman, pertanian,

perusahagn dan jasa perkantoran

yang tidah ada hubungannya
dengan Industri tidak
diperkenankan,

KLB 50% dan KDH 50%

4 Penguasaan/pemilikan

dan penunjang,
fasilitas pengangkutan
dan penunjangnya, pos
pengawasan dan kantor
pengelola

keglatan industri melalul
pengesahan kawasan
industri,

T Penguasaan/pemilikan
tanah yang telah ada &
tidak sejalan dengan
keglatan Industr tetap
dapat dipertahankan
dengan syarat tidak
diintensifkan atau
diekstensifkan ke kawasan
Industr. Selama kawasan
belum digunakan untuk
kegiatan industri, pemiliki
tanah masih dapat
meneruskan usaha yang

telah diselenggarakan,
4 Pemerintah waiTE
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Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

ishkan/Diizinkan

Ketentuan Umum n
I rat

penggunaan dan
pemanfaatan lahan yang
telah ada sepanjang
mendukung kegiatan
utama difjinkan pada
kawasan industri,

Ketantuan Umum Peraturan Zonasi

Ketentuan Umum
Intensttas Bangunan

Ketentuan Umum
Prasarana Minimum

Katentuan Umum Lainnya

menyedlakan prasarana dl
luar dan menuju kawasan
industr serta
mempromosikan kawasan
kepada Investor balk dalam
maupun luar negerl,

<+ Perusahaan kawasan wajib
mermiliki persetujuan
prinsip, fzin lokasl dan HGB
Industri, Jika HGB induk
belum diterbitkan,
perusahaan industri dapat
mengajukan permohonan
HGB untuk kaplingnya.
Permohanan hak tanah dan
perpanjangan fzin lokasi
dan HGB Induk. Jika HGB
Induk belum diterbitkan,
perusahaan industr dapat
mengajukan permohonan
HGB untuk kaplingniya,

+ Kegiatan Industri wajib
dikenakan AMDAL. Limbah
yang keluar harus berada
dibawah ambang yang
diperkenankan sebelum air
limbah disalurkan ke
drainase umum.

B8, Kawasan Peruntukan Pariwisata

4 Kegiatan yang diijinkan
adala kunjungan atau
pelancongan, olahraga
dan rekreasi,
pertunjukan dan
hiburan, koemersial,
menginap/bermalam,
pengamatan,
pemantauan,
pengawasan dan
pengelolaan kawasan,

4 Vandalisme dan tindakan-
tindakan lainnya yang dapat
mengurang! nilal obyek wisata
serta dapat mencemarl
lingkungan.

4 Pemanfaatan
permuiiman,
perdagangan dan jasa
serta fasilitas umum
maksimum 20% dar
luas lehanyang ada
dengan KDB yang
difjinkan 30%, KLB 30%
dan KDH 70%

& Jenls bangunan yang
diljinkan adalah gardu
pandang, restoran dan
fasilitas penunjang
lainnya, fasilitas
rekreasl,olahraga,
tempat pertunjukan,
pasar dan pertokoan
wisata, serta fasilitas
parkir, fasilitas
pertemuan, hotel,

< Untuk mempertahankan
kawasan wisata diperiukan
pengawasan dan
pengendalian daya
tampung keglatan
pariwisata agar tetap
terjamin kenyamanan dan
keamanan lingkunganmnya;
menguasal dan
mengendalikan kegiatan
pariwisata agar tidak
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Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

& Jenis bangunan yang
diifinkan adalah gardu
pandang, restoran dan
fasilitas penunjang
lainnya, fasilitas
rekreasi,clahraga,
tempat pertunjukan,
pasar dan pertokoan
wisata, serta fasilitas
parkir, fasilitas
pertemuan, hotel,
cottage, kantor
pengelola dan pusat
Informasi serta
banigunan lainnya yang
dapat mendukung upaya

4+ Untuk keglatan ecotourism,
pengembangan yang dilakukan
tidak bertentangan dengan fungs!
kawasan, sehingga harus
disesuaikan dengan fungsi
kawasan tersebut, terutama pada
kawasan lindung.

pengelola dan pusat
Informasi serta
bangunan lainnya yang
dapat mendukung
upaya pengembangan
wisata yang ramah

dengan karakter dan
dikembangkan

lingkungan, disesuaikan

lokasi wisata yang akan

Ketentuan Umum
Prasarant Minimum | o0 Umum Lainnya
cottage, kantor mengganggu kelancaran

lalu lintas reglonal;

Kasiba-Lisiba Berdirl
Sendir,

& Peningkatan kualitas
lingkungan permukiman
perkotaan melalut

4 Kawasan perdagangan
dan jasa di lingkungan
permukiman perkotaan
KDB yang ditjinkan 70-
80%, KLB 70-240% dan

bangan wisata
yang ramah lingkungan,
disesuaikan dengan
karakter dan lokas!
wisata yang akan \‘
dikembangkan
59 Kawasan Peruntukan Permukiman Perkot

1 Pengembangan 4 Pemanfaatan T Semua jenis bangunan I
permukiman perkotaan perdagangan dan jasa dapat dikembangkan
yang layak huni dan serta fasilitas umum kecuall untuk industri-
sesual dengan maksimum 20% darl industri berpolutan
kemampuan lahan. \uas lahan yang ada yang mengancam

1 Penyediaan Infrastruktur 4 Untukpermukiman kualitas kehidupan
yang memadat pada perkotaan KDB yang masyarakat akibat
permukiman padat, dlijinkan 60-70%, KLB imbah yang dihasitkan
penyediaan perumahan 60-210% dan KDH 30- baik calr, padat
baru, dan penyediaan 40% maupun asap
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“Katentuan Umum Peraturan Zonast
Poia Rusng Kawasan Katentuan Umam Katentuan Umum Ketentuan Umum
Kabupaten D inteniitas Bangunan Prasarana Minimum Ketentuan Umum Lafnnya
perbaikan jalan KDH 20-30%
lingkungan dan jalan + Ka.:ﬁsarl fasilitas umum
setapak, saluran di lingkungan
pembuangan air hujan, permukiman perkotaan
pengadaan sarana KDB yang diffinkan 50-
lingkungan, 60%, KLB 50-180% dan
pembangunan sarana KDH 40-50%
MCK (mandi, cucl,
kakus) dan pelayenan air
bersih;

4 Diijinkan untuk
pengembangan kawasan
permukiman baru dan
harus disertal dengan
penyediaan infrastruktur
yang memadai, sepertl
penyediaan jaringan
drafnase dan pematusan,
pelayanan jaringan
listrik, telepon, afr
bersih dan sistem
sanitas! yang batk.
Kawasan permulkiman
baru harus menghindari
pola enclave.

+ Pengembangan permukiman yang
tidak dilengkapl dengan
pembangunan infrastruktur
penunjang permukiman serta
yang tidak sesual dengan
peruntukan lahan dan merusak
lingkungan,

+ Difjinkan alihfungsl

< Dilarang merusak atau

+ Perlu adanya pengawasan
darl pemerintah serta
kerja sama antara pihak
pemerintah-developer
untuk pengembangan
permukiman yang layak
hunt.

+ Perlu adanya pengawasan

bangunan lama/kuna mengalihfungsikan kawasan yang ketat darl pemerintah
asalkan tidak merusak terdapat bangunan lama/ kuno mengenai pemanfaatan
bentuk dan kondisi yang merusak bentuk dan kondisi kawasan khusus seperti
bangunannya. bangunannya, kawasan pelestarian
bangunan
kuno/bersejarah,

B10. Kawasan Peruntukan Permukiman Pardesaan

4 Diarahkan
perkembangan
permukiman yang
membentuk cluster
dengan pembatasan
pengembangan

permukiman pada

+ Perkembangan kawasan
permukiman yang menggunakan
lahan peruntukan lindung atau
peruntukan pertanian,

+ Kawasan Permukiman
Perdesaan KDB yang
diijinkan 50-60%, KLB
50-180% dan KDH 40-
50%

<+ Kawasan perdagangan

dan jasa di Hngkun&an

+ Semua jenis bangunan
dapat dikembangkan
kecuall untuk industri-
industri berpolutan
yang mengancam
kualitas kehidupan
masyarakat akibat
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Ketentuan Umum Peraturan 10nasi
Pole m’:_’:::"'“ Ketentuan Umum Regiatan T Katentusn Umum Ketentuan Umum
n lara n n Syarat | Intenitas Bangunan Prasarana Minimum Ketentuan Umum Lainmya
kawasan Undung. permukiman perdesaan limban yang dihasitkan
4 Pengembangan san KDB yang diijinkan 60- baik cair, padat
permukiman perdesaan 7O0%, KLB 60-210% dan maupun asap
yang memiliki potensi KDH 30-40%
sebagal penghasil produk & Kawasan fasilitas umum
unggulan pertanian atau di lingkungan
sebagal kawasan sentra permukiman perdesaan
produks! dan dilengkapt KDB yang diijinkan 50-
dengan lumbung desa 60%, KLB 50-180% dan
moderm, juga pasar KDH 40-50%
komoditas unggulan.
T Parkembangan kawasan | & Perkembangan permukiman
permukiman baru yang perdesaan yang tidak sesual
memperhatikan kesiapan denganperuntukan lahan dan
lahan, kesesualan tidak memiliki jaminan
peruntukan dan daya ketersediaan prasarana
dukung lahan, jaminan penunjang bag! masyarakat.
ketersediaan air,
terbentuknya kelompok
pendukung
pembangunan
perumahan dan
permukiman yang tidak
hanya mendukung usaha
peningkatan kualitas
lingkungan hidup, namun
juga usaha peningkatan
kesehatan masyarakat,
serta sasaran strategls
yang telah disepakati.
< Diljinkan pengembangan 4 Pengawasan ketat
kawasan unggulan terhadap pengembangan
perdesaan sebagal permukiman di kawasan
kawasan terpilih pusat pesisir
en angan.
C. KAWASAN SEKITAR
C1, Prasarana + Keglatanbudidaya yang 4 KDE, KLB dan KDH % Perlu adnaya pengendalian
dapat dikembangkan menyesualkan dengan terutama IMB
Transportasi yang
sepanjang jenls peruntukkan yang dikeluarkan oleh
memperhatikan Rumija akan dilakukan Pemerintah Daerah

152




Pola Ruang Kawasan
Kabupaten

Rumaja dan Garls
sempadan yang telah
ditetapkan oleh

pernerintah satempat

Cci,
Prasarana
Sumber Daya
Alr

Keterttuan Umum Peraturan Zonasi
Ketentuan Umum Ketentuan Umum
Intensitas Prasarana Mintmum Ketentuan Umum Lainnya

sebagaimana ketetapan
sebelumnya

4 Keglatan yang dilakukan
diluar keglatan yang
menunjang prasarana
sumber daya alr dilarang

4 Hegiatan yang boleh
berkembang adalah
keglatan pertanian,
perkebunan, hutan dan
RTH

4 Ketentuan tentang
sempadan sebagaimana
ditetapkan dalam
ketentuan sempadan
sungai dan waduk

4 Perlu adanya pengendalian
terutama |MB yang
dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah

C3, Prasarana
Energl

+ Keglatan budidaya dapat
dilakukan dengan
persyaratan tertentu

4 Permukiman,
perdagangan jasa dan
fasilitas umum dapat
dikembangkan di
sekitar prasarana
energl dengan radius
20-25 meter dari
prasaranan energl

+ KDB, KLB dan KPH
menyesualkan dengan
jenis peruntukkan yang
akan dilakukan
sebagaimana ketetapan
sebelumnya

4 Perlu adanya pengendalian
yang ketat dan pemberian
sangsi bag! yang melanggar
ketentuan yang telah
ditetapkan

C4. Prasarana
Telekomunikasi

+ Keglatan budidaya dapat
dilakukan dengan
persyaratan tertentu

+ Permukiman,
perdagangan jasa dan
fasilitas umum dapat
dikembangkan di
sekitar prasarana
energl dengan radiun
10-15 meter dari
prasaranan
telekomunikasi

4 KDB, KLB dan KDH
menyesualkan dengan
jenis peruntukkan yang
akan dilakukan

4 Perlu adanya pengendalian
yang ketat dan pemberian
sangs! bagl yang melanggar
ketentuan yang telah
ditetapkan
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Pola Ruang 1K
Ksbupaten

Ketentuan Umum
zin r

Ketentuan Umum

n Syarat 1m¢nﬂl!|_.E.mm
sebagaimana ketetapan

Ketentuan Umum
Prasarana Minimum

Ketentuan Umum Lainnya

sabelumnya

4 Ketingglan tower tidak
baleh lebih darl 52
meter berdasarkan

ketetapan yang
dikeluarkan pangkalan
THI AU

sumber: Hasil Rencana
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LAMPIRAN VI

NOMOR

TANGGAL H

ARAHAN KETENTUAN PERIJINAN, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, INSENTIF, DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
Tabel 1.3 Arahan Ketentuan Perijinan, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Insentif, Disinsentif dan Arahan Sanksi Pada Kawasan
Lindung Dan Budidaya

: RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA

KAWASAN i A INSENTIF DISINSENTIF DA ARAHAN SAMISI
OUZOIAN I CSYARAY . : ;
KAWASAN LINDUMG
A, KAWASAN HUTAN LINDUNG
T | Hutan Lindung Apabila ada hutan produksi dan | Keglatan yang ada df hutan Keglatan yang sudah ada "dan tigak Femilik/pengJasa tanan Pengembang kawasan budidaya di
keglatan budidaya lainnya yang | Uindung yang tidak menfamin | menjamin fungs! lindung, secara perarangan/ban hukum kawasan ini dikenai pajak/retribusi
masuk dalam hutan lindung agar | fungs! Lindung, secara bertahap dikembalikan pada yang mencari keuntungan khusus secara progresif yang
ditingkatkan upaya bertahap dikembalikan pada | fungsinya, dimana pelaksanaannya yang ada sebalum digunakan untuk kompensasi biays
konservasinya menjadi hutan fungs! hutan lindung, Proses | disesualkan dengan kondisi fisik, penetapan rencana yg pemulihan dan pemeliharaan
produksi terbatas, peralian fungs! disesuakan soslal dan ekonom| setempat, dan mampu mewujudkan hutan | linghurgan. Nilafnya dinitung
dengan kondish tisik, saslal hemampuan pemerintah disertal \indung di atas tanahnya perdasarkan kerutakan lingkungan
#konom| setempat, dan tian q sendin, berhak yang ditimbulkan.
Tada Kawisan ndung, Kegiatan | kemampusn pemerinah ta aya yang ada segera mendapathan pengurangan
budidaya yang diparkenanian dengan pengembalian yang dikemballkan fungsinya pada hutan pengenaan pajak bumi dan
adalah keglatan yang tidak layak. {indung dan tidak diperkenanian bangunan serta pungutan
mengolah permukiman tanah dieksploftas! dengan cara penebangan | |ainnya yang yang
secara Intensif seperti hutan keoualt at terbatas, diperhitunghan karena
atau tanaman keras yang Ferbuatan hukum yang 'l@%“_m ayang | Penguasaan atau pemilkan  [Tidak ciberfkannya sarani dan
panentyn atas dasar p fal persulit dip hanya keglatan tanah. prasarana penunjang keglatan
penebangan pohion secara perwujudan keglatan hutan melihat pemandangan alam/ budidaya di kawasan lindung.
terbatas/terpliih seningga tidek | [indung seperti pewarisan ekowlsata.
terjadi erosi tanah atau untuk iman, atau jual [T rusak atau tanah yang
merubah bentang alam sepert! | beli pada pihak yang ingin ada ¢f hutan lindung segera dilakukan
penambangan bahan galian atau | mengolah tanah secara rebotsas!, dan yang berada di luar
perindustrian, kecuali keglatan | intensif atau membangun hutan lindung dilakukan auan,
tersebut mempunyal nilal bangunan fisik, Hak atas tanah yang SU adi
ekonomi tinggl bag! kepentingan hutan Undung tetap diharmati dan
kabupaten, naslonal maupun masih boleh dikuasal sepanjang
reglonal. keglatan dan penggunaan tanshnya
memenuhi fungs! lindung dan
melghukan tindakan konservast secara
Intensif,
"Pembangunan sarana dan ik hak Btas (anah, Khususnya ik Guna Bangunan Tioak diperpanjang, kecuall bila GUNgsIRan Untuk
prasarana pada kawasan inl Wonservasi tangh dan air, Penguasaan tanah oleh masyarakat df hutan lindung dikenakan retribusi yang lebin
dibatast agar lestari, tinggl, dimana pengaturannya akan diatur oleh Keputisan Bupati,
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KAWASAN

ungs!
lindung masih diperkenankan
selama dapat memenuni
ketentuan tata Dangunan dan
tindakan

 PENGENDALIAN PEMANFAATAN

dibebaskan hak ataas

Penguasaan dan ﬁmuhn tanah yang cenderung bertentangan dengan
dengan penggan
menjadi hutan lindung, apabila pemilik/ perp

tian yang layak olsh pemerintah untuk dikembalikan fungsinya
Uasa tanah tidak mampu mewujudkan hutan lindung df atas

latan konservasi, sacara bartanap

AWASAN YANG MEMBERIKAN PEALINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA

tanahnya sendir,
mﬁ‘ pengamblialinan hak atas tanah atay hubungan yang telah
perencanaan karena keterbatasan anggaran pemerintah, balk pemerin

memprogramiaan perwujudan hutan lindung melaluf

lshan secara bertahap Jaitu bantuan bibit, pembinaan teknis dan modal kerja,

sullt diwujuckandalem batas wakiu
tah pusat maupun daerah dapat
‘pemberian subsid! atau Insentif kepada pemilfk/ penguasa

Resapan Alr

Dapat dlalckasikan sebagal
kebun campuran, tanaman
tahunan, hutan produks|

Dilarang menyelenggarakan
kegiatan yang bersifat
tup kemungkinan adanya | bertahap dikembalikan pada

Kegiatan yang sudsh ada dan tidak
menjamin fungst lindung, secara

dilaksanakan adalah pertanian
tanaman semusim atau tahunan
yang disertat tindakan
konservasi dan ekowisata,

Keglatan yang tiak mengoah

potersial mempersulit
perwujudan keglatan fungsi
lindung tidak diperkenankan
hecuall kepada calon pemilik

yang
mewujudkan fungs! lindung.

terbatas ataupun hutan lindung | Infiitrast air ke dalam tanah, fungsinya, dimana nya
disesualkan dengan kondisi fistk,
soslal dan ekonom| setempat, dan
kemampuan pemerintah disertal
penggantian yarg g%

Keglatan budidaya yang Tanah atau tanah gi yang

diperbolehkan adalah keglatan | perindustrian yang bersirat 02 segera dilakukan rebolsasi, dan

yang tidak mengurang! fungsi membuka hutan tidak yang berada di Luar hutan lindung

lindung kawasan dilakukan penghijauan.

Kegiatan yang masih bolsh Perbuatan hukum yang Hak atas tanah yang sudah ada tetap

dihormat! dan masih boleh diuasal
sepanjang keglatan dan penggunaan
tanghnya masih memenuhi fungsi
lincung dan melakukan tindakan
konservas! secara intensif,

Penguasaan tanah negara
oleh masyarakat yang belum
memperoleh hak atas tanah
menurut UUPA, bila
keglatan

sesual dengan fungsi
lingung, pada tahap

pertama dapat o

Hak Pakal (HP) dengan
persyaratan peningkatan
fntensitas penggunann tanah
mengutamakan fungs!
lindung, Apablia fungsi
lindung telah tercapai
secara optimal dapat
ditingkatkan menjadi hak
milik,

Uni atas , khususnya Hak

tanah secara intensif, kecuali Guna Bangunan tidak diperpanjang,
dipandang memiliki nilal kecuall bila difungstkan untuk
ekonomi yang tingg! bagi konservas! tansh dan air,
kepentingan gerional dan

nasional.

Permbangunan sarana dan Penguasaan dan pemillkan tanah yang
prasarana dibatasi agar lestarl, cenderung bertentangan dengan
Bangunan yang sudah ada dan kegiatan konservasi, secara bertahap
tidak mengganggu fungsi dibebaskan hak atass tanshmya
lindung diperkenankan selama dengan penggantian yang layak oleh
memenuhl ketentuan tata jpemerintah untuk dikembalikan
bangunan dan tetap melakukan fungsinya menjadi hutan lindung,
tindakan konservas!, Bangunan apabila pamilik/penguasa tanah tidak
baru tidak diijinkan, mampu mewujudian hutan lindung o

atas tanahnya sendirl,

Pemilik/penguase tanah
perorangan/bdn hukum
yang mencari keuntungan
sebelum penetapan rencana
¥E mampu mevejudkan
Tungs! findung df atas

Pengembang hawasan Ea'ﬂa_yl dl
kawasan Inf dienal pajak/retribusi
Khusus secara progesii yang digunakan
untuk kompensast blaya pemulfhan
can pemeliharaan lingkungan,
Nitalnya dihitung berdasarkan
kerusakan |ingkungan yang
ditimbuslkan,

Tidak diberikannya sarana dan
prasarina penunjang keglatan
Budidaya df kawasan lindung.

tanahnya sendir, berhak
mendapatian pengurangan
pengenaan pajak bumi dan
bangunan serth pungutan
lainnya yang diperhitungkan
karena
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| . DISFNSINTIF DAM ARAHAN SANKS!

ToubTs pergablatias hei-otas Bukingan insenti berups

tanah atau hubungan yang telah ada | prasarana dan sarana bag!

sulit dtwujudkandatam batas wakty yang memberikan dukungan

perencenaan karena keterbatasan pada aspek fungsi Lindung

anggeran pemerintah, baik lawasan,

pemerintah pusat maupun daerah

dapat memprogramkan perwujudan

hutan lindung melalul pemberian

subsidi atau insentif kepada pemilik/

penguasa lahan secara bertahap yaitu

bantuan bibit, pembinaan teknis dan

modal kerja.

AWASAN PERLIMDUNGAN SETEMPAT
Tempadan Sungal Pada kawasan sempadan sungal | Dilarang mendiriKan Dangunan | Pada KEwasan In dibangun jaian Femilik/penguasa tanah Pengembang Kawasan budidaya g

yang belum terbangun dilfinkan | di kawasan sempadan sungal | inspeks pada jalur jalan tertentu, perorangan /bdn hukum kawasan inf dikenal pajak/retribusi
kegiatan pertanian dengan Jenls | yang belum terbangun (IMB sekallgus berfungs! sebagal Jalan ‘vang mencarn keuntungan khusus secara progesif yang digunakan
tanaman yang sesual seperti tidak diberiken) Lintas pada umumnya. yang ada sebelum untuk kompensasi blaya pemulihan
tanaman Keras, perdy, penetapan rencans yg dan pemeltharaan linghungan.
pelindung sungal, pemasangan mampi judkan fungsi Hlalnya dihitung berdasarkan
papan reilame/pengumuman, lindung df atas tanahnys kerusakan lingkungan yang
pamasangan fondasl dan o sendirl, berhak ditimbulkan,
rentangan kabel listrik, fondas! [ Heglatan/bentuk bangunan Tanah pada sempadan sungal dikelola | mendapatkan pengurangan [ “Tidak diberikannya sarans dan |
jembatan/jalan yg bersifat yang secars sengaja dan jelas | oleh instans! pemerintah dan pengenaan pajak bumidan | prasarana penunjang keglatan
so8/8l kemazyarakatan, menghambat arah dan diberikan Hak Pakal, bangunan serta pungutan budidaya di kawasan lindung.
bangunan bendung/bendungan | intensitas alfran afr sama lainnya yang diperhiturgkan

dan bangunan lalu lintas air
(sepert] dermaga), gardu listrik,
bangunan telekomuntiasi dan
pengontrol/pengukur debit alr.

karena
Jika aliran sungal berpindzh tempat, | Penguasaan/pemilikan
termmasuk keglatan pelurusan sungal tanah,

atau keglatan teknis pengairan
lainnya, maka aliran sungai lama
dilmksanakan tapl dengan menjadi tanah negara bebas yang
pengendalian ager tidak dapat dimohon hak tanahnya.

mengubah fungsi keglatannya | Prioritas pemberian hak tanah

df masa yg akan datang. diberikan kepada bekas pemilik tanah
yang tanahnya terkena aliran sungal
ﬂ"bau bany, E.::e... sebagal

Keglatan Lain yang tidak Untuk kawasan terbangun Tanah Dukungan insentif berupa

memanfaatikan lahan secara dindakan program rﬂ_ﬁss_ tanah negara bebas. prasarana dan serana bagl
| luas dapat diperbolefican. Liidh 2o peerels yang memberfkan dukungan

Keglatan yang mampu ___.__uE.._-._.r Rn_-_.ua__.. u_!p Femilken atau penguasaan tanah pada aspek fungsi lindung

melindung! atau memperkuat beium terbangun dilarang yang tidak sesusl, diblna untuk kawasan,

tebing sungal atau saluran darl | memberikan W8, menyesualkan kegiatannya agar serasi

kelongsoran, keglatan yang atau sejalan secara bertahap, dengan

tidak ana..wuw_.g:w! {alannya jalan membebaskan mereka dari
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KAWASAR - Ny NSENT DISINSENTEF DAN ARAHAN SANKS!
g DENGAN SYARAT -
arus air, kecuall memang PEGENEAN pajak DUl Oan DANGUNAN
serigaja bermaksud untuk atay bentuk sumbangan lainnya yang
memperlambat laju arus air dikaltikan dengan pemflikan atay
sepert! pembuatan cek dam penguasaan tanah. Apabila ybs tldak
atau krib, atau dam, atau mampu melaksanakan
pembelok arus alr sungal, dengan sukarels, maka pemﬂn:lh
batk pusat maupun deerah dapat
meelakukan pembebasan lahan secara
bertahap yang peruntukannya untuk
konservasi, -

T | Sempadan pantai Keglatan yang mampu Wegiatan yang dikhawatirkan | Tanah pada kawasan il dlmﬂﬁ'ﬁﬁ’l_'m Tpenguasa tanah Tengembeng kawasan budidaya d1
melindungl atau memperkuat daapt mengganggu atau negara dan apabila dimiliki parorangan/bdn hukum kawasan fni dikenal pajak/retribus!
perlindungan kawasan mengurang! fungs! Lindung masyarakat, maka dibebaskan dengan | yang mencari keuntungan khusus secara progest yang digunakan
sempadan pantal dari abrast kawwasan, penggantian yang layak, yang ada sebélum untuk kompensas! blaya pemulthan
dan infiltrasi alr laut ke dalam penetapan rencana yg dan pemeliharazn lingkungan.
tanah, mampu mewujudkan fungsl | Nilatnya dibitung berdasarkan
Kegiatan prasarana dan sarana | UNK kawasan terbengun Pemilikan etau penguasaan tanan lindung di atas tanahnya kerusakan lingkungan yang
yang mendukung transportasi diadakan program konsolidas! | yang tidak sesuel, dibina untuk sendir, berhak ditimbulkan,
laut. tanah dan pemelfharaan menyesuafkan kegiatannya agar seras! | mendapatkan pengurangan

lingkungan, sedangkan yang | atau sefalan secara bertahap, dengan | pengenaan pajak bumi dan
belum terbangun dilarang \alan membebaskan merexa darl bangunan serta pungutan
memberikan (MB. pengenaan pajak bumi dan bangunan | lainnya yang yang
atau bentuk sumbangan lainnya yang | diperhitungkan karena
dikaitkan dengan pemflfian atau penguasaan atay pernillkan
penguasaan tansh, Apabila ybs tidak | tanzh.
mampu melaksanakan penyesuaian
dengan sukarela, maka pemerintah
baik pusat maupun deerah dapat
melakukan Lahan secara
bertahap yang peruntukannya untuk
konservasi berupa penanaman
tanaman keras, tanaman perdu,
pemasangan beton untuk melindung!
_pantal darl abrasi.
Keglatan perikanan dan Untuk masyarakat pantal yang telan Dukungan fnsentif berupa Tidak diberlkannya sarana dan
budidays laut yang tidak hidup di upmjanl pukir purml dan | prasarana dan sarana bagi prasarana penunjang keglatan
merusak lingkungan, di atas laut, di tdan | yang berikan dukung budidays di kawasan lindung.
penatagn lingkungan serta keglatan pada aspek fungst lindung
yang menambah pelestarian pantal kawasan,
dan laut. :

T | Gekitar danau/wadux Perikanan, ekowrsata, pertanian | Dilarang menyelenggarakan Penggunaan tanah terus diusahakan Femilli/ penguass tanah Pengembang kawasan budidaya di
dengan jenls tanaman yang kaglatan yang mengganggu dengan tetap menjaga kelestarian perorangan/bdn hukum kawasan inf dikenal pajak/retribusi
ditfinkan, pemasangan papan kelestarian daya tampung lingkungan konservasi atau green belt | yang mencari keuntungan khusus secara progesif yang digunakan
pengumuman, pemasangan waduk m+ Eglriun wlilb dlusahakan. yang a.d_a sebelum untuk Im-nﬂus! w: wulﬂun
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: PENGEMDALLAN PEMANFAATAN

" DILAGNG/ORIINGN | RIANG nsENTIF
fondasi dan rentang kabel, bangunan, parmukiman dan Pada k DTN S, e S N S Y i
fondasi jalan/jembatan, pensnaman tanaman semusim | diadakan program horsolidasi dan mampu mewujudkan fungsi
bangunan lalu lintas air, yang mempercepat iharaan L i lindung, berhak
pengambilan dan pembuangan | pendangkalan, Uk mendapatkan pengurangan | ditimbulkan,
alr serta bangunan yang dikuasal oleh negara dan apabila pengenaan PBB serta
mendukung kelestarian dimfllki oleh masyarakat dibebaskan | pungutan lainnya yang
kawasan, dengan penggantian yang layak dan diperhitungkan karena

DISINSENTIF DAN ARAHAM SANKS|

dapat diberlkan Hak Pakal pada Dinas
Pekerjaan Umum Pengairan.

penguasaan/ pamilikan
tanah.

N!iai'ﬁyl dihitung berdasarkan
kerusakan lingkungan yang

Keglatan yang diperkenankan
adalah keglatan yang

seperti hotel, rumah makan,
tempat rekreas! dengan tetap
mengupayakan pembangunan
fislk yang mampu mencegah
terjadinya sedimentasi ke

Pemilikan atau penguisaan tanan
yang tidak mu':il dibina untuk
menyesuafian kegiatannya agar serasi
atau sejalan secara bertahap, dengan
Jalan membabaskan mereka dard
pengenaan pajak bumi dan bangunan
ataii bentuk sumbangan lalanya yang
dikaitkan dengan pemilikan atau

Dukungan insentif berupa
prasarana dan sarana bagl
yang memberikan dukungan
pada aspek fungsi lindung
kawasan,

Tidak diberikannya sarana den
prasarana penunjang keglatan
budidaya di kawasan lindung.

dalam waduk/danay, penguasaan tanah, Apablla ybs tidak
mampu penyesuaian
dengan sukarela, maka permerintah
balk pusat maupun daerzh dapat
melakukan pembebasan (ahan secara
bertahap yang peruntukannya
diprogramkan untuk keglatan sabuk
Nhijau / green beit.
4 Kegiatan yang diutamakan Dilarang melakukan Keglatan yang sudah ada dan dapat | Pemilik/penguasa tanah Pengembeng kawasen Dudiaaya d
adalah keglatan penghutanan penggalian atau perubahan mengganggu fungsi kawasan perorangan/bdn hukum kawasan inf dikenal pajak/ retribusi
atau tanaman tahunan yang Dbentuk medan atau dipindahkan dengan penggantian yang | yang mencari keuntungan Khusus secara progesif yanj digunakan
produksinya tidak dengan pembangunan bangunan fislk | layak. yang ada sebelum untuk kompensas! biaya pemulthan
menebang pohon, yang mengakibatkan penetapan rencana yg dan pemeliharaan lingkungan.
penutupan jalannya mata air mampu mewujudkan fungst | Nilainya dinitung berdasarkan
serta mengganggu keberadaan lindung di atas tanahnya Kkerysakan linguungan yang
dan kelestarian mata air, — oo sendir], berhak ditimbulkan.

Persawahan dan perikanan Kawasan sekitar mata alr yang sumber | mendapatian pengurangan

masth diperkenankan, almya dikelola oleh BUMD - PDAM pengenaan pajak bumi dan

dapat diberikan hak pakal. HWM sarta pungutan
tan yang masin Areal tanah pada kawasan sempadan 2innya yang yang
mﬁmm adalah pertanian mata alr dikuasal langsung oleh diperhitungian karena

dengan jents tanaman yang
tidak mengganggu mata alr,
pemasangan papan

reklame/ pengunuman, pondasi
dan rentangan kabel Listrik,

negara dan jika dikuasal masyarakat,
maka diadakan penggantian yang

Tinddlm konservas! yang di an
adalah yang bersifat vegetatif,

penguasaan atay pemilikan
tanah,
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ekosistem binatang, fken, atau
tumbuhan langka yang
dilindungi tidak terganggy.

penguasaan atau pemilikan
tansh

s PENGENDALIAK PUMNFAATAN ENTE |- DSAGENTI DA A SN
DACLIHAN GAN SYARAT _ m ; jritintis o e

kegfatan sostal masyarakat yarg Kegiatan yang sifatnya tidak sesuai | Dukungen fnsentif berupa | Tidak dfberikannya sarana dan
tidak menggunakan tanah dengan ketentuan, baik secara praszrana dan sarans bagi | prasarana penunjang keglatan
secara menetap atau terls swadzya maupun penggantian yang yang memberikan dukungan | budidaya di kawasan lindung.
menerus dan bangunan lalu |ayak oleh pemerintah menjadi tanah | pada aspex fungst lindung
lintas air, yang langsung dimiliki oleh negara, kawasan,

dan pemerintah memrogramkan

secara bertahap penggunaan tanah

yang mampu memelihara kelancaran

Jalannya mata alr,

Dflakukan penyesuaian kegiatan yang

mendukung penghonservastan mata

air.

D KAWASAN SUAKA ALAM, PELESTARIAN ALAM DAN CAGAR BUDAYA
Cagar Alam Kegiatan (2 selain Dilarang menyelenggarakan | Keglatan yang sudah ada df dalam Parmilik/ penguasa tanah Pengembang kawasan budidaya df

perlindungen plasma nutfeh keglatan pembangunan yang | kawasan cagar alam yang menggansgu perorangan/badan hukum | kawasan fnf dikenai pajak/retribus!
yang diperkenankan tetep mengakibatkan penurunan fungs! kawasan secara bertahap akan | yang mencari keuntungan khusus secara progesif yang digungkan
berlangsung di dalam kawasan | kualitas {ingkungan dan dipindahkan dengan diberi yang ada sebelum untuk kompensasi bizya pemulihan
inf adaleh keglatan ekowlsata | pertindungan plasma nutfah, | penggantian yang layak oleh penetapan rencana yg dan pemeliharaan lingkungan.
yang tidak membbutuhkan pemerintah mampu mewujudkan fungs! | Nilainya dihitung berdasarkan
{ahan, penelitian dan kegiatan lindung di atas tanahnya kenusakan lingkungan yang
yang bermanfaat bag! sendirl, berhak ditimbutkan.
peningkatan fimu pergetahuan mendapatkan pengurangan
yang tidak merusak lingkungan pengenaan pajak bumi dan
atau pos pengawas yang bangunan serta pungutan
pengelolagnnya diupayakan ainmya yang yang
sedemikian rupa sehingga diperhitungkan karena

Dukungan insentif berupa | Tidak diberikannya sarana dan
prasarana dan sarana bagi | prasarana penunjang kegiatan
yang memberikan dukungan { budidaya df kawasan lindung.
pada aspek fungs! lindung

kawasan,




ARAHAN KEGIATAN

PEMGENDALIAN PEMANFAATAN |
KAWASAN AN T DRLARANG/DULIIGN | RUANG INSENTYF DISINSENTIF DAN ARAHAN SANKSI
Suaka Alam Laut dan Perairan w.unﬁmwheu dan Tidak ﬁjﬁ melakukan Pembagian zona dan keglatan : Jona | Pemille/penguasa tanah Pengembang kawasan budidaya di
Lainnya penelitian yang tidak merusak pengambiian terumbu karang, | intl : diuelola secara alami dan perarangan /bdn hukum kawasan ini dikenal pajak/retribusi
lingkungen penangkapan fkan bertujuan menghindarkan campur tangan yang mencari keuntungan khusus secara progest! yang digunakan
ekonomis dan penangkapan manusia, aitifitas penelitian dengan | yang ada sebelum untuk komperisasi biaya pemulihan
lkan dalam skala besar, persyaratan tertenty diffinkan. Zone penetapan rencana yg dan pemeliharaan lingkungen.
pengerukan pasir, Perlindungan : dikelola sebagal mampu mewujudkan fungsf | Nilainya dihitung berdasarkan
penimbunan pantai yang kawesan suaka margasatwa, tindung i atas tanahnya kerusakan lingkungan yang
mengganggu ekosistem, dan | Pengelola dapat melakukan sendiri, berhak ditimbuikan,
keglatan sejenis. pembinaan areat dengan tanpa mendapatkan pengurangan
mengganggu fungsi suaka alam, pengenaan pajak bumi dan
Penelftian yang tidak mernusak bangunan serta pungutan
ekosistern df kiwasan Ini dapat lafnnya yang yang
dilakukan dengan intensif, Zona diperhitunghan karena
Pemanfaatan : dikeloly sebagal taman | penguasaan atau pem|lfkan
wisata dan gimanfastkan untuk tanah.
kepentingan rekreas! dan budaya,
dikembangkan untuk pendidikan,
penyuluhan dan olah raga selama
dalam pelaksanaznnya tidak
mengganggu fungs! suzka alam, Zona
ini dapat dikedola oleh swasta dengan
rexomendas! Gubermur dan
persetujuan Direktur Jenderal
Perlingungan can Pelestarian Alam,
Zona Penyangga : dapat dimanfaatkan
secara langsung dan tidak langsung
oleh masyarakat,
atan yang sudah ada dl dalam Dukungan Insentif berupa | Tidak diberkannya sarana dan
kawasan cagar alam yang tidak sesual | prasarana dan sarana bagl prasarana penunjang kegiatan
dan mengganggul fungs! kawasan wang memberfian dukungan | budidaya df kawasan lindung.
secara bertahep akan dipindahkan pada aspek fungs! tindung
dengan diberf penggantian yang layak | kawasan,
oleh erintah
margasatwa Tcotourisme dan penelitian Tilarang menyelenggarakan Keglatan yang sudah ada di dalam Pemilik/ penguasa tansh Pengembang kawasan budidaya ¢l
yang tidak mengganggu habitat. | kegiatan yang mengakipatkan | kawasan cagar alam yang tidek sesual | perorangen/bdn hukum kawasan Ini dikenal pajak/ retribus|
terganggunya fungsi suaka dan menggangsy fungsl kawasan yang mencarl keuntungan khusis secara progesii yang digunakan
amargasatwa, secara bertahap akan dipindanican yang ada sebelum untuk kompensasi blaya pemulihan
dengan diber penggantian yang layak | penetapan rencana yg dan pemeliharaan lingkungan,
oleh pemerintan mampu mewujudkan fungs! | Nilainya dihitung berdasarkan
Pantal Berhutan bakau Keglatan tambak dan keglatan | Dilarang melakukan kegiatan | Keglatan yang sudzh ada df dalam lindung di atas tanahnya kerusakan lingkungan yang
\aln yang berhubungan dengen | yang tidak meenunjang kawagan cagar alam yang tidak sesual | sendirl, berhak ditimbulkan,
aktifitas kelautan yang tidak periindungan terhadap dan menggangau fungtl kiwasan mendapathan pengurangan
menusak hutan bakau. habitat hutan bakau. secara bertahap aken dipindahkan pengenaan pajak bumi dan

dengan diberl penggantian yang layak

oleh Mnuh

bangunan serta pungutan

lafnnya yarg yang
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© KAWASAN - - PR BTN ISENTIF DISHSENTY DAN ARAHAN SAMCSI
vt DENGAN SYARAT cai ROURE
Pada wilayah hutan bakau yasg telah | diperhitungkan karena
rusak atau yang terancam rusak dan | penguasaan atay pemilikan
pada daerah daerah rawan terhadap | tanah,
bahaya banjir/rob dan abras! pantai
dilakukan penanaman kembali
tanaman bakau.
5 | Taman Wisata Alam dan Taman | Kegiatan ecotourisme terbatas | Dilarang melakukan kegiatan | Keglatan yang sudah ada di dalam Dukungan insentif berupa Dukungan nsentlf berupa prasarana
faut dan panelitian yang tidak yang tidak menunjang kawasan cagar alam yang tidak sesual | prasarana dan sarana bagi dan sarana bagl yang memberikan
merusak taman wisata alam dan | perlindungan terhadap taman | dan mergganggu fungsl kawasan yang memberikan dukungan | dukungan pada aspek fungsf lindung
taman laut. wisata alam dan taman laut. | secara bertahap akan dipindankan pada aspek fungsi lindung kawasan,
dergan diberi penggantian yang layak | kawasan,
oleh pamerintah
6 | Taman Nastonal Dilerang melakukan keglatan | Kegatan yang sudan ada di dalam Dukungan insentif berupa Dukuingan insentif berupa prasarana
yang tidak menunjang kawasan Taman Nasional yang tidak | prasarana dan sarana bagi | dan sarana bagi yang memberikan
periindungan terhadap Taman | sesuai dan menggangau fungs! yang memberfkan dukungan | dukungan pada aspek fungsf lindung
Nasional kawasan secara bertahap akan pada aspek fungsi lindurg kawasan,
dipindahkan dengan diberi kawasan,
perggantian yang layak oleh
pemerintah
E. KAWASAN RAWAN BEMCANA ALAM
1 | Rawan Bencana banjir Pembangunan saluren drainase | Dilarang melacsanakan Untuk daerah yang sudah terbangun, Tidak diberikannya sarana dan
dan kegiatan yang pencegah kegiatan penmukiman hendaknya diadakan penyuluhan akan prasarana perunjang kegiatan
bencana banjir, bahaya yang mungkin terjad| pada budidaya di kawasan lindung,
masa yang akan datang, secara
bertahap den terencana pemukiman
dipndahban.

Dilarang melakukan kegiatan
yang berdampak buruk dan
mempengarnhi kelancaran
tata drainase dan
penanggulangan banjir
{ainnya.

L | Rawan bencena erosi/ langsor

Tertutup Dag! kegiatan
permukiman, persawahan,
tanaman semusim dan
kegiatan budidaya lainnya
yang berbahaya bag
keselamatan manusia dan
lingkungan.

Untuk daerah yang sudah terbangun,
hendaknya diadakan penyuluhan akan
banaya yang mungkin terjadi pada
masa yang akan datang, secara
bertahap dan terencana permukiman
dipindahkan,

Tidak diberfanrya sarana dan
prasarana penunjang wegiatan
budidaya di kawasan lindung.
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B, KAWASAM FERTANLAN ]

1 | kawasan Pertanian Lahan basah | Penanaman tanaman padi Dilarang melaksanakan Perly pengaturan debit air irigas!, Pengurangan PBB bag] Pengenaan PBE yang lebfh tinggl bagl
secara terus menerus sesual pembangunan fisfk dengan sehingga tidak terjad! keleblhan dan | penguasa/pemilik tanah penguasa/pemilfi tanah yang tidsk
dengan pola tanam tertentu, fungs! yang tidak mendukung kekurangan alr, yang mempu menghasilkan | mampu menghasilkan kondist yarg

Penanaman tanaman selaln
padi, dengan
mampertimbangkan tinghat

keglatan pertantan, kecuall
Kawasan tersebut berada di
kawasan perkotaan dimana

Periu pemeNnaraan sumber air untuk | kondlsl yang disyaratican, | disyaratkan,
menjaga kelargsungan irigasl, v

Mengendalikan permukiman dan Dukungan insentll berupa | 1108k GIDETIRannya sarana dan

kawasan la tidak dapat
t;?mﬁ""’ o p m.m e budidaya lainnya, prasarana den tarana bagi | prasarana penunjang keglatanbagi
produks!, pembangunan yang yang mampu mewujudkan yang melanggar
dibutuhikan kawasan kawasan pertanfan lahan
o Penarat -
Kegiatan penelftian difjinkan, ‘agtan lahan Untuk Fada lereng » 6% perly
kegiatan pertanian bukan memperhatiian pengelolaan teknis
lahan basah, budidaya padi sawah sesual 5K
Menter! Pertanian No. 175/KPT/RC-
200/54/ 1987 tentang Pedoman Pola
Pembangunan Pertanian di daerah
Aliran Sungal.
Pemanfaatan untuk Kawasan inf hanya diperuntukkan bagl tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesual dengan
pembangunan infrastruktur peretapen bupatl, Penggunaan jen's tanaman Lainnya seiain paci diperkenankan apabila air tidak menculupt
m}iﬂ! keglatan pertanian atau adanya pertimbangan pencapaian target ptimal, seperti penyelenggaraan tanaman palawija. Untuk

mengoptimalkan produks tersebut wajib berpedoman pads pola tanam yang ditetapkan setiap tahun aleh
Pemarntah ala.

Usaha pertanian berupa tegalan atau kebun campur, kebun sayur atau hutan rakyat pada areal yang potensial
untuk memperoleh Irigast dan jaringan Irigas! yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang
dimitikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan
tansh miliknya adi kan sawah baru.

Pembangunan » perumahan dan pabrik atau bangunan fisik df kawasan pertanian [ahan basah & luar
kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fistk pendukung prasarana irfgasi,

Untuk perampungan atau bangunan fistk yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah
yang ada dan dinyatakan sebagef kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapl berpatens] untuk

hefkem:ln’ menjadi sawzh.
Perubahan penggunaan lahan dar pertanian ke non pertanian wajlb memperhatikan rencana produksi pangan
secara nasional maupun regional serta ada tzin lokast dna fzin perubahan Penggunaan Tanah,

Pembangunan yang bersiat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal partanian yang subur,
beririgas! teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungs! utama melindung! sumber daya slam dan

warisan budaya.
Pelaksanaan Emenfaﬁ tanah atas dasar status Irigasi, produktivites, sifat penggunaan tanah {perkotaan dan
perde-mnl dan tetak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap.
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KAWASAN BT _mmmm_um INSEXT DISIHSENTIF DAN ARAHAN SANKS!
DURSHHAN SYARAT : i R
Kawasan Perkebunan / Pemanfaatan lahan untuk m%mm untuk Lahan Wempertahankan tanaman keras yang | Pengenaan 768 yang lebth | Pengurangan PBB bagi
Pertanian Lahan kering agrobisnis, agroindustri dan pertambangan dengan syarat | 8da, Budidaya lain yang tingg! penguasa/pemilk tanah yang mampu
agrowisata, penelitian yang memiliki nilal tingg! serta diperkenankan pada kewasan penguasa/pemilik tanah menghasilkan kondisl yang
tidak merusak lingkungan, ticak mengganggu budidaya » 8 % perly mengacu pada yang tidek mampu disyaratken.
kesaimbangan inghungan. SK Menteri Pertantan No. menghasilkan kondisl yang
175/ KPT/RC-200/54/ 1987 tentang disyaratian.
Pedoman Pola Pembangunan
- Pertanian of daersh Aliran Su
Rorservas! sungal seoagal Pemanfaatan lahan untuk ah Dukungan insentll berupa | 1idak oiberikannya sarana dan
kawasan pertanian lahan basah | keglatan penyediaan sarana tahunpemillic/penguasa |shan tidak prasarana dan sarana prasarana perunjang kegiatan bagi
dengan mempertimbangkan dan prasarana jalan, listrik, mempu menciptakan kondisl kawasan, yang melanggar
daya dukung lingkungan air minum, jaringan irigasi, pemerintah dapat melakukan
serta pipa minyak/gas dengen | pembeb tanah untuk dik i
syarat tidak menurunkan langsung oleh negara yang
kuatftas lingkungan, selanjutnya diprogramican untuk
memenihi persysratan kawasan,
Pengusahaan tanaman keras Dilarang menyelenggarakan

yang sesual dengan syarat
tumbuh tanaman dan dapat
diberikan hak guna ussha.

pemanfaatan Lahan untuk
fungsi-fungs! yang berdampak
negatif terhadap
eselnbicgan shologh

Dapat dnbah menjac Lahan
basah dengan memperhatikan
potensi fisik kawasan dan
rencana pengembangan jaringan

%uﬂ arana dan

prasarana jalan, listrik, air
minum, jaringan irigasi, pipa
minyak dan gas yang tidak
menrunkan days dukung

Kawasen Pelemakan

pertanian.
manfaatan (2han Untuk
kegiatan pemetiharaan,
pembliaxan dan penyediaan
pakan,

Pemaniaatan (ahen untuk
kegiatan industri pengolahan
pekan dan hasil temak secara
permanen,

Pemilihan lokasi diutamakan pada
tanah yang tidak produktif dan
terplsah dari lahan pertanian
pendudik sekitarmya,

Fengenaan PEB yang lebin
tinggi bagipenguasa/ pemitik
tanah yang thdak mampu
menghasiikan kondis! yang

Pengurangan PEB bagl

penguasa/ pemilik tanah yang mampu
menghasilkan kondist yang
disyaratkan.

Pemanfaatan lahan untuk
keglal

Lan
penelitian/ pengembangan
teknologl petemakan yang tidak
menusak lingkungan.

‘pemantaatan lanen untuk
keglatan-keglatan Lalnnya
yang berdampak negatif
terhadap produktifitas
peternakan dan terhadap
kualitas lingkungan.

Tntuk memasok Kebutuhan makanan
bagl petemakan hewan besar periu
pengembangan jenks tanaman

pengolahan limbah tanaman pangan|
agar kelangsugnan usaha
ba miakan terjaga.

Bukungan sentlf berups
presarana dan sarana

Tiduk diberikannys sarans dan
presarana penunjang keglatan bagi
yang melanggar
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pengangkutan dan
penun|ngnys, pos pengawasan
dan kantor pengelola, balal
penelitian,

\ahan seingga lahan bekas tambang
dapat berbahaya dan dapat
dimanfaathan untuk kegiatan
produktif lainnya

" DrN ~ DUSINSENTEF DAN ARAHAN SANNSH
Pembangunan prasarana yang Tokas) m peternakan hewan besar tidak menggurakan areal shan produktif pertantan serta tioak
dibutuhkan untuk keglatan auh dari lokast rumput atau tanaman makanan temak.
peternakan unggas. tuk petemaken unggas, jar usaha kurang km darf pusat kota untuk mempermudah

Aarana atau untuk meam) Is makanan temak produksi k.
& petem, luar kawasan petemakan can tidak memeny syarat lokas| tertenty,
diusahakan pem| 3 e at memenuhi tan.
mﬂi mﬂwmmm tanah tidak memiTiki niat unmE ;r;'nm usaha petermakan di kawasan b,
tan semula tetap dipertahankan dengan syarat ada phak tertentu yang bemlat mengusahakan

lemnak di kawasan tersebut, bersedia melepaska ahnya dengan periggantian vang layak.

Pinak-pihak y iah mengusahakan temak d A4 térsab s an pengamanan, sehingga

;I:‘:km kegiatan Lainnya seperti pemagaran bagl ternak besar atau penanaman sabuk hijau / green

ternak unggas.
4 | Fawasan Perkanan Keglatan pemijahan, Femanfaatan ahan untuk Wﬁﬁﬁaﬁmw menjage | Pengenaan FBE yang (BT gurangan
pemeltharaan dan pendingtnan fungsi-fungst non perfkanan, kelengsungan usaha pengembangan tinggi bagipenguasa/pemilik penguia/pemiltk tanah yang mampu
{kan serta penelftian yang perkanan, Mutahakan lokas! ¢f luar tanah yang tidak mampy menghasiikan kondis| yang
bertujuan untuk pengembangan kawasan yang mudah tergenang alr. menghasilkan kondisl yang | disyaratican,
keglatan budidaya perikanan disyaratkan,
dan ecatourisme yang tidak Pemanfaatan lahan untuk Untuk peralran umum periu diatur Insentif berupa Tidak ciberfkannya sarana dan
merusak lingkungan, fungsi-fungs! yang berdampak | jenis dan alat untuk prasarana dan sarana bagi | prasarana penunjang keglatan,
negatif menjaga keiestarlan sumber hayatf yang memberikan dukungan
eselimban hol kanan, pada aspek fungsi lindung
Sarana dan prasarana tAN yang sudah ada dan tdak kawasan,
pendukung buctidaya lkan dan ie].nl.u:l dengan h:ﬂl:ﬂmb!ﬂltm
atan perkanan lainnya, tetap dipertahan an syarat
- i tidak melakukan perussan dan
bai L
C. KAWASAN PERTAMBANGAN

Kegiatan yang diljinkan adaiah Pemanfaatan (ahan yang Keglatan yang sudah ada yang tidak Pengennan PEB yang Tebin mmr.,.n PBE bagh
penelitian, penambangan, berpotens! menunjang kegiatan penambangan tingg! bagipenguasa/pemilik guasa/ pemilik tanah yang mampu
pengolahan awal dan keglatan produktifitas dan membahayakan kegiatan tanah yang tidak mampuy menghasiikan kondis yang
pengemasan, pengangkutan, pertanian, tersebut, sacara bertahap menghasilkan kondist yang | oisyaratian,
pengelolaan dan pemantauan dipindahkan dengan penggantian yang | disyaratkan,
kawasan, layak
Jenls bangunan yang diijinkan Kegiatan pertambangan yang | Keglatan penambangan yang sudan Dukungan insentif berupa Tidak diberfkannya sarana dan
adatah bangunan pengalahan tidak bernilal ekonomi tinggl | selesat diselenggarikan hendaknya prasarana dan sarana prasarana pesunjang keglatan bag!
dan penunjang, fasilitas fm mengabaikan kelestarian | melakukan konservasi dan rehabilizasi yang melanggar

P dilakukan penfnjauan secara period
memiliki nilal lebih hendakn latan
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KAWASAN

ARAHAN KEGIATAN ;

DENGAM SYARAT

PEHOENDALLAN PEMAMFAATAN
BIAHG

DISINSENTIF DAM ARAHAN SANKS

Wawasan yang sesusl dengan peruntukan budidaya lainnya.

egiatan penampangan hendaknya
memenuhi persyaratan penambangen
sesual dengan kKetentuan yang
bertaky,

D, KAWASAN PERUNTUKAN {NOUSTRI

Pemantaatan lahan untuk
pembangunan bangunan dan
infrastruktur yang menunjang
keglatan industri,

Femaniaatan lahan Untuk
fungsi-fungs! yang
negatif terhadap
keseimbangan ekalogis.

Ferbuatar hokum dperkenanian |
apabila calon subjek mempurnryal nfat
untuk melakukan kegiaten industr
melalul pengesahan kawasan Industr,

Fanguasaan/ pemiiian tanah
yang telah ada dan tidak sefalan
dengan keglatan industr,
dengan syarat tidak
diintensifkan atau diperiuas
pada kawasan industrl,

Penguasaznpemilkan
penggunaan dan pemanfaatan
Iahan yang telah ada sapanjang
mendukung kegiatan utama
difinkan pada kawasan fndustrl,

Untuk kegiatan atau Dangunan

paru yang tidak seras! dengan
keglatan Industri sepert!
permukiman, pertanian,
perusahann dan jasa
perkantoran yang tidah ada
Pubungannya dengan Industrl
tidak diperkenankan.

qumm!wni[ﬁ tanah yang
telah ad & Hdak sejalan dengan
kegiatan ingustrd tetap dapet
dipertahankan dengan syarat tidak
dilntensifkan aau diekstensifikan ke
Kkawasan ndustrl, Selama kewasan
belum digunakan untuk keglatan
industri, pemillid taneh masih dapat
meneruskan uiaha yang tedah

disal rakan.

aan PBB yang
tingg! bagi
penguasa/pemillk tanah
yang tidak mampu
menghasilkan kondisi yang
disyaratian.

Talon pengusihal pemiil tanah
dimana keglatannya dapat
mengganggu dikenakan PBB lebih
tingg! hingga 160 ¥ dar tarif normal.

rangan PBB b
penguasa/pemilik tanah yang mampu
menghasilkan kondis! yang
digyaratkan,

ntah wal

prasarana di luar dan menuju
kawasan industri serta
mempromosikan kawasan kepada
{mvestor balk dalam maupun luer

Dukaingan imsertil berupa
prasarana dan sarang

TT0aK ciberikannya sarana dan
prasarana penunjang keglaten bagi
yang meianggar

dan perpanjangan izin lokas! dan
mengajukan HGE untuk ki
tanzh dan perp
setelah pengusaha
bentuk blok minimal 25 X darl area
industri wa,

ditampung lokasinya d! fndustr,

negeri,
Perusahaan Kewasan wajio memiiK| persetujuan prinsip,
diterbitkan, perusahaan industri dapet mengajukan

angan {fin
memenuhi persyaratan teknls

O erenankan sebelum air Limbah dissiurkan ke
ﬁm Tndustr terutama yang mwﬁm Tasiiitas penanaman modal (Industri besar) yang berpotenst
menimbulkan polutan tidak diperkenankan membangun Industri df luar wiayah industri serta diarahkan dan

Ingnya.

Tzin [okas] dan HGE |
permononan HGB untuk kaplingnya. Permohonan hak tanah
HGB Induk. Jika HGB induk belum diterbitkan, perusahasn industri depat

. J ] belum

dimhan,

aleh pnruﬁﬁun Rawasan Indust baru diperkenankan
administras! dan menguasal tanah secara kelompok dalam

drainase umum.

Yang KElLaT harus berada dibawah ambang yang

Penguasaan/pemil
kegiatan utama difinkan.

pemanfasten (anah yang UEian a0a paoa sast penetapan ini sepmnjang Tenaung
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